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ABSTRAKSI

KEPEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM DAN KAPITALISME

Tanah adalah faktor produksi paling penting yang menjadi asas pertanian,
peranannya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai
permasalahan yang berhubungan dengan hak pemilikan dan pengelolaan harus
ditanganm dengan sungguh-sungguh. Sistem pertanahan pada gilirannya dapat
menetukan perilaku kelas, pola administrasi, dan stabilitas moneter. Islam dan
Kapitalisme sama-sama memprtoritaskan masalah tanah sebagai faktor produksi
vang pertama. Tentu dalam penanganan kepemilikan tanah tersebut terdapat
persamaan, perbedaan, kekurangan dan kelebihan karena paradigma yang
mendasari kedua sistem ekonomi tersebut berbeda. Sebagai faktor produksi
pertama, masalah kepemilikan tanah dan metode pengelolaannya perlu pemisahan
dan kedua sistem tersebut.

Pertama, Islam mempunyat prinsip bahwa tanah hanya dialihkan kepada
mereka yang mampu untuk menggunakan Kkapasitas produksi tanah itu
sepenuhnya. kepemilikan tanah juga mempunyai batasan waktu bagi mereka yang
tidak mengelolanya selama tiga tahun, maka hak kepemilikannya hilang.
Sedangkan metode pengelolaan tanah bisa melalui sistem tunai, bagi hasil
perkebunan (musaqar), dan muzara'ah, dengan melibatkan tiga kepemilikan tidak
mutlak yaitu individu, masyarakat, dan negara. Sistem Islam juga menambahkan
metode kepemilikan tanah dengan cara ihyd al-mawat, tahjir, dan iqia’.

Kedua, Kapitalisme menempatkan individu sebagai kepemilikan mutlak
dan suci, serta memiliki tanah hanya dengan cara membeli, warisan, dan hibah.
Oteh karena itu, dalam sistem Kapitalisme tidak memiliki batasan waktu bagi
mereka yang tidak mengelolanya. sistem Kapitalisme memiliki metode
pengelolaan dengan sewa bagi yang mempunyai tenaga manusia (buruh),
memiliki skill, dan memiliki alat-alat produksi. Untuk itulah sistem Kapitalisme
mempunyai satu bentuk pengelolaan yaitu individu sebagai pemeran utama.

Islam memuiliki solusi tersendiri dalam memecahkan masalah kepemilikan
tanah, begitupun Kapitalisme. Dalam mengkaji solusi-solusi pertanahan, yakni
metode kepemilikan dan pengelolaannya, sistem I[slam lebih mementingkan
kontinuitas produksi tanah pertanian, yaitu konteks keberlangsungan produksi dan
peningkatannya, bukan konteks tentang banyak atau sedikitnya tanah yang
dimitiki. Oteh karena itu dalam konteks kepemilikan tanah dan pengelolaannya
Islam lebih memperhatikan produksi pertanian, keberlangsungan dan
peningkatannya. Sedangkan dalam Kapitalisme lebih mementingkan keuntungan
yang didapat dari pengelolaan tanah pertanian. Tanah merupakan modal yang bisa
mendatangkan keuntungan berlipat apabila seseorang bisa mengelolanya. Apabila
menguntungkan, maka memiliki tanah banyak akan lebih baik. Oleh karena itu
dalam konteks kepemilikan dan pengelolaannya Kapitalisme lebih memperhatikan
keuntungan, skill, dan kekuatan teknologi untuk pengelolaan.
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ABSTRACT

THE LAND OWNERSHIP IN ISLAM AND CAPITALISM

Land, being the agricultural principle, i1s the most important production
factor; its role is significant for the economic growth. Thus, various issues related
to its proprietary right and administration must be carefully handled. Land
systems, in turn, are able to determine the class behavior, administration pattern,
and monetary stability. Both Islam and Capitalism place the higher priority to the
land issues. Of course, the administfatiomof thesand\ownership between the two
systems encompass differences, similarities, advantages, disadvantages as the
underlying paradigms between the two systemsiare different.

Firstly, Islam holds the prin¢iplé,that the ldnd 1s given away only to the
people who are capable of exploring theégeapacity -of the land production. Land
ownership has a time limitation for peoplel who are not able to cultivate the land
for three years will lose their proprietary night. The methods of land cultivation
involve three absolute ownerships-=individual; society and state ownerships.
Islam adds the other ownerships — ifiyg-al;mawat, tahyir and iqta’.

Secondly, Capitalism places the individual as the absolute ownership and
consecrated, and defines the land holding only by, purchasing, bequeathing, and
granting. Therefore, in Capitalism\ther€is notimeimitation.for them who are not
able to cultivate the land. Capitalism system involves the method of leasing for
them who possess human source“(labor), skills /and| production tools. Hence,
Capitalism system restrains a form~of @ particular administration in which an
individual is placed as the main doer.

Islam has a distinctive Lway “to/ addresswthe-land=affairs, even so the
Capitalism. In dealing with the land affairs —its ownership and administration-
Islam emphasizes on the production continuity of the land, that is the context of
production continuity, instead of the amount of land to be held. As a result, Islam
stresses on the agricultural production, continuity and improvement. In contrast,
Capitalism highlights the benefit gained through the land cultivation. Land can
bring about multiple benefits when one cultivates it appropriately. In this case, the
higher amount of land one can possess, the larger benefits he can gain. Therefore,
in the context of the ownership and the administration of the land, Capitalism
gives emphasize to the benefits, skill and technological ability to cultivate the
land.

1
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B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap 4 saal ditulis

Ahmadiyyah.

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi Bahasa Indonesia, seperti- 6alat, zakat dan sebagainya. 4elaax
ditulis jama’ah

2. bila dihidupkan ditulis t st $¥-44 SUdititlis karamatul-auliya’

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i,-dan dammah ditulis.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, 1 panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis @, masing-masing
dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + y 1,” tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati

ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan
Dengan Spostrof ( ).

axl ditulis a’antum
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<uije ditulis mu’annas

G. Kata Sandang Alif +Lam
1. bila diikuti huruf gamariyah ditulis al- /) ditulis Al-Qur’ dn
2. bila mengikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya A& ditulis as-Syi’ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan'Kalimat
1. ditulis kata per kata, ataii
2. ditulis menurut bupyi jgatau pengucapannya dalam rangkaian

tersebut. pS) fsi ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul Islam
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejauh ini kita telah mengetahui perbedaan-perbedaan yang diametral antara
paradigna yang wmendasari ekonomy, Konvensional | dengan paradigma yang
mendasani  ekonom: Islam. Keduanya @berdasarkan| atas pandangan duma
(weltanschauung) yang berbeda. Ekonomi konvépsionaljmelihat 1lmu sebagai sesuatu
vang sekuler {berorientasi hanya pada| kehidupan 'duniaw] kin: dan di sini) dan sama
sekah tidak memasukkan Tuhan serta’tanggung jawab/ manusia kepada Tuhan di
akherat dalam membangun pemikirannya--Karena gitu jilmu, ekonomi. Konvensional
menjadi bebas nilai (positivistik). Sementara itu, ekonomi Islam justru dibangun di
atas prinsip-pnnsip relijius (berorientasi pada kehidupan dunia, kim dan di sim
sekaligus kehidupan akherat, nant:'dan.di sana).!

Tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi toptk kajian
para ahli ekonomi. Dalam masyarakat modem pemilikan tanah dianggap suatu tipe
pemilikan yang paling istimewa di negara-negara Kapitalis. I[slam mempunyat
keunggulan hukum yang terkandung dalam prinsip, bahwa tanah hanya dialihkan
kepada mereka yang mampu untuk menggunakan kapasitas produksi tanah itu

sepenuhnya. Negara [slam berhak mengambil tindakan kepada pemilik tanah, kalau

! Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, cet.], (Jakarta : The International Institute of
Islamic Thought Indonesia, 2002), hal 13



sulit baginya untuk memanfaatkan sumber daya produksi’ Karena dalam
kenyataannya, hasil produksi atau kemakmuran bergantung pada dua faktor, yaitu
tenaga kerja dan tanah. Jika tenaga kerja dijadikan sebagai hak milik perorangan,
tetapi bila tanpa tanah, maka faktor tenaga kerja pun akan mubazir.

Kapitalisme hanya mengakui organisast dan modal, mereka bebas memiliki
tanah seluas-luasnya, bahkan menyewakannya kepada-masyarakat dengan harga sewa
dan harga jual yang ditentukan sewenang-wendng, akibatnya bahan pokok naik dan
inflasi terjadi. Berdasarkan fakta-fakta“ ite ‘mereka beérpendapat bahwa penyewaan
tanah pada prinsipnya akan memberikagm nilai tambah dan karena itu dapat dikenakan
pajak tinggi tanpa perlu mengubah perangsangproduksi:

Islam menetapkan bahwa faktor produksi seperti tanah tidak boleh menjadi
pemilikan pribadi, karena/ sifat tanali yang, tidak «dipunyai glehy umi*unit produktif
lainnya, antara lain :

1. tanah dapat memenuhi kebutuhampokok dam péimanep’bagi manusia.

2. tanah kuantitasnya terbatas.

3. tanah bersifat tetap.

4. tanah bukan produk tenaga kerja tetapi bumi pun akan memberikan hasil

baik jika 1a dikelola dengan baik.

Kepemilikan atas tanah menurut sejarah berlangsung tahap demi tahap, yaitu

dari pemilikan kolektif kepada bentuk pemilikan individu dan bentuk yang cenderung

? Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, CetV,
{Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal 131



merupakan penyempurnaan siklus evolusi dengan kembali lagi kepada pemilikan
kolektif. Sejarah menunjukkan bahwa para pakar masyarakat Kapitalis dewasa ini
sedang berusaha keras mencapai keseimbangan dalam sistem kepemilikan tanah, di
mana Islam telah mencapai keseimbangan terhadap sistem kepemilikan tanah dengan
mengakui kepemilikan individu, kolektif, dan negara.’

Tanah adalah asas pertanian yang_memainkan, peranan sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena| 4fu, berbagai permasalahan yang berhubungan
dengan hak pemilikan, penyewaan, dan pajakitanah harus ditangani dengan sungguh-
sungguh. Sistem pertanahan pada gilirannya dapat menetukan perilaku kelas, pola
administrasi, dan stabilitas moneter ;“Sebagaimana/-.dalam sistem Kapitalisme dan
Islam yang sama-sama memprioritaskan penanganan masalah tanah dalam faktor
produksi yang pertama’\ Tentu ‘dalam/penanganan, kepeémilikan tanah.tersebut terdapat
perbedaan, kekurangan dan kelebihan, karena paradigima yang mendasart kedua

sistem ekonomi tersebut berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pembahasan penelitian ini dapat ditank
suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana kepemilikan tanah menurut Islam dan Kapitalisme ?

3 frfan Mshmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab, Cetlll,
{Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hal 17-19



2. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan antara Islam dengan Kapitalisme

mengenai kepemilikan tanah serta apa saja hakikat perbedaan itu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
Mengkaji konsep kepemilikan tahah dalam Islani’dan Kapitalisme.
Mengkaji sejauhmana persamaan) dan perbbedaan antara I[slam dengan

Kapitalisme mengenai kepemilikan tanah sérta apa saja hakikat perbedaan itu.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini

1.

secara teoritis, penelitian ini diharapkan~ dapat’ membenkan informasi dan
kontribust  teofitik “entang /hukum___keberlangsufigan, dan  peningkatan
kepemilikan dan pengelolaan g¢anah sertaskeuntungan dan kekuatan teknologi
untuk pengelolaan tanah, sehingga dapat memberikan sintesis baru pemikiran
khususnya dalam aspek ekonomi Islam.

secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu dan
proses “Islamisasi” (penerapan mnilai-nilai Islam) dalam ilmu dan amal
ekonomi kedalam kehidupan masyarakat, schingga pemikiran tentang
kepemilikan tanah dalam Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan
masyarakat Islam.

selain 1tu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang

kepemilikan tanah dalam Islam dan Kapitalisme Bagi Mahasiswa, sebagai



bahan kajian lebih lanjut untuk mengenal lebih jauh keunggulan kepemilikan
tanah dalam Islam di banding Kapitalisme. Dan diharapkan dapat memberikan
kontribusi kepada umat manusia agar dalam mengambil keputusan bisa secara

bijaksana.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang kepemilikan-tanahfdalam Istam dan Kapitalisme ini sangat
terkait dengan ilmu ekonomi, banyak ‘hteratursliteratr terdahulu secara ringkas
menceritakan tentang hal-hal tersebut, tetapi secara khusus meneliti tentang
perbandingan kepemilikan tanah dalanrIslam dan-Kapitalisme belum begitu banyak.

Sebagai bahan acuan penulis telah membaca sebuah karya ulama figh yaitu
Abu Yiisuf Ya'qub bin“¥brahim, seorang Sghabat Abu Hanifah (wafat tahun 203 H.)
yang benudul «/-Kharaj dimana+~Abu..Xasuf \Ya'qub. menulis bukunya sebagai
jawaban atas 26 pertanyaan vang digjukan oleh=khalifah’ Hariin Al-Rasyid, dalam
kurun waktu antara tahun 170 Hijriah sampai dengan 171 Hijriah, beliau banyak
membahas di dalamnya tentang berbagai jenis tanah yang bisa dimiliki untuk dikelola
dan tidak, seperti tanah ‘Usyn, taklukkan, tanah tandus, bagaimana menghidupkan
tanah mat:, dan sebagainya. Tetapi Abu Yusuf dalam membahas masalah tanah
disusun menurut bab dan kadangkala perkataan dan Hadis tersebut diulang kembah

pada bab-bab benkutnya. Lain halnya Al-Khardj karya Yahya bin Adam, beliau



membahas masalah tanah tidak menurut bab perbab tetapi mengurutkannya dengan
nomor dari satu hingga seterusnya seperti Hadis. *

Baber Johansen membahas tentang pengelolaan tanah agar produktif, sepert
praktek sewa tanah (the contract of tenancy), praktek muzara’ah (the share-cropping
contract). Dan kedua praktek tersebut beliau lebih memfokuskan pada sifat keadilan
vang harus ada di antara kedua belah pihak ‘agar\produktivitas tanah tetap tenjaga. Jika
tidak, maka pemilik tanah dianggap |tidak gAampu mengelola tanahnya dengan baik,
kemudian diambil untuk diserahkan kepadaginereka yang mampu saja. Bagi mereka
yang menelantarkan dan menyia-nyiakan dalam ppengelolaan tanah selama tiga tahun,
hak miliknya akan hilang (death of the proprietors))’

Behestt berpendapat bahwa selain kepemilikan bersifat individu, kepemilikan
dapat juga berfungsi soSial. Di alam TiiSalnya ada beberapa jenis barang yang
mempunyai nilai konsumsi secara lahgsung-seperts apiy’ air, padang rumput, barang-
barang seperti itu adalah mibkybersama umatymanusiayKarénanya semua individu
harus saling berbagi barang tersebut, dengan hiazat memainkan peran memisahkan
jatah masing-masing individu dari jatah keseluruhan umat manusia. Menurut Behesti,
toleransi dan kelayakan kepemilikan tergantung pada kebudayaan yang ada dalam

suatu masyarakat. Tidak semua kepemilikan bisa dibenarkan, misalnya seorang

* Abu Yisuf Ya'qub, A-Khardj, Cetl, (Beiriit - Dar al-Ma'rifah, 1302), hal 1-90 Lihat juga
dalam buku Yahya bin Adam, tentang 4/-Khardj Cet1 (beirut : Dar al-Ma'rifah, 1347), hal 17-99.

5 Baber Johansen berjudul The Islamic on Land Tax and Remt, Cetl, (Australia : Croom
Helm, 1988), hal. 25, 51, 80



mushm difarang memiliki minuman beralkkohol. Namun, di negara non Islam
terutama Kapitalis, mustahil mengatakan bahwa dilarang memiliki minuman keras.®

Karya Afzalur Rahman pada jilid I. khusus membahas masalah tanah dan
faktor produksi, beliau menjelaskan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dan
menguratkannya pada keempat faktor produksi seperti tanah. Memang peranan tanah
dalam sistem ekonomi Islam sangatlab-urgen di-manma-produktivitas tanah hanyalah
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” Pdda, jilid 41| khusus membahas masalah-
masalah yang dihadapi dalam menentukan “Kerjasama dalam beberapa faktor
produksi. Seperti penerapan lansung konsep Islam pada masalah kepemilikan tanah,
sewa, musaqdt, dan muzdra'ah agar | pengelolaans tanah lebih produktif dan
keberlangsungan produktivitas tanah terus terjaga.®

Abdul Qadim Zallum ‘menerangkan. fungsiwnegara dalam <pengelolaan harta
baik itu harta dan ghanimah, tanah™khardj, jizyah,\fai, dan doribah. Pendapatan
negara dapat juga dan kepemilikantmuwn seperti migas] lait, hitan, padang gembala,
dan hima. Sedangkan lembaga pemerintahan (baitu! mal) lansung bertanggung jawab
atas semua itu, baitul mal di masa Rasul memang belum berfungsi sebagaimana pada
masa pemerintahan khalifah Umar di mana fungsinya lebih banyak ketika terjadi

penaklukkan tanah-tanah di negeni Iraq, Syirta, Mesir, dan lain-lainnya. Pembagian

5 Behesti, Kepemilikan Dalam Islam, Cet. 1, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992), hal 9-11

7 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, Cetl, {Jogjakarta : PT.Dana Bhaktt
Wakaf, 1995), hal 193-241

8 Ibid., Jilid 1L, hal. 177-347



dan pengelolaan tanah-tanah tersebut harus dilakukan khalifah secara cermat dan
telii. Oleh karena itu setiap propinsi didirikanlah kantor-kantor cabang baitul mal
supaya urusan pengelolaan tanah lebih mudah.’

Adam Smith mengungkapkan pengamatannya terhadap tanah secara tajam,
namun dalil-dalilnya tidak pernah secara lengkap dilaksanakan di mana pun juga.
Smith menyatakan bahwa sewa tanah gerjadi katena tiga\faktor, pertama adanya unsur
monopoli, kedua adanya sisa lebih, dan-ketigd l@danya harga altematif. Sesungguhnya
sewa tanah itu adalah harga monopolr asliyydi'mana tidak semua pemilik tanah bisa
mengelola tanah atau memproduksi Zsendir, | tetapi ~s¢éwa adalah apa yang bisa
dihasilkan oleh petani atau harga yang-dibayarkan |atas| pemakaian tanah, bisa juga
hasil lebih yang dibayarkan petani atau pengelola setelah modalnya kembali. Tidak
semua tanah bisa menghasilkan' dalam™miengelolaniya“ sepefti tanali” tandus, sebab
dalam pengelolaannya diperlukan | waktu..dan=pengaifah, oleh karena itu tidak
dikenakan sewa atasnya. '

Dalam membahas iput non tenaga kerja seperti tanah dan modal menurut
profesor Paul A.Samuelson dan William D.Nordhaus mempunyai elemen persamaan,

keduanya adalah kekayaan tahan lama yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu

® Abdul Qadim Zallum, Al-Amwil Fi Daulak Al-Khilafah, Cet 1, (Beirit : Dar Al-‘Timi
Lilmalayin, 1983), hal.23-29

' Lihat Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations,
{(New York : The modem Library, 1776), hal.144-174. Tentang sewa yang dikemukakan oleh Adam
Smith telah dianalisis dalam buku Robert B.EkelundJR. dan Robert fHebert, A History Of Economic
Theory And Method, Cet 1T, (New York : McGraw-Hill Publishing Company, ttt), hal.118-119



perekonomian pasar, mereka dapat diperjualbelikan atau dapat juga disewakan untuk
suatu periode waktu tertentu. Perbedaan utama antara tanah dan modal adalah tanah
bukan merupakan faktor yang diproduksi, sementara modal merupakan output
ekonom: yang terkumpul dan simpanan hasil keja keras di masa lalu. Sementara itu
sewa juga sebagai pengembahan terhadap faktor produkst tetap seperti tanah. Total
penawaran tanah ditentukan oleh kekuatan=kekuatammnenekonomi, sebab tanah adalah
sebagai hadiah alam yang orisinit dan tidakipada habis-habisnya. Dalam bukunya
tersebut pembahasan masalah tanah banyak meényor6ti pelaksanaan sewa tanah.''

Kaslan A.Tohir menyatakan bahwa kedudukan' tanah dalam produksi amat
sangat penting, alam adalah sumber pokok dari” segala sesuatu yang dibutuhkan orang
dalam usaha produksinya kearah kemakmuran, faktor alam itu lazim dinamakan
“salah satu faktor asli 'dari segala macam. proauksi. bahkan alam itu adalah ibu dari
kemakmuran (produksi). Dipandang _Sepintas mieteang, alam amat memberikan laba
bagi manusia, tetapi jika ditelitirakan-tampak-sifat alanyafig sésupgguhnya, seperti :

1. kikir, bahwa alam tidak begitu saja memberi sesuatu yang dibutuhkan

manusia perlu usaha dan pikiran untuk memperolehnya.

2. tdak atau kurang adil, yaitu lain tempat lain kesuburannya.

3. menghambat manusia dalam usaha produksinya kearah kemakmuran,

dikenal dengan istilah : “hukum tentang kemunduran kenaikan akan

"' Kedua profesor tersebut dapat dianggap sebagai ahlt ekonomi aliran Kapitalisme modem.
Paul A Samuelson & William D Nordhaus, Micro Economics, Alih Bahasa : Hans Munandar, dkk,
Cet ITL, (Jakarta : Ertangga, 1995), 311-312.



hasil”, oleh karena itu manusia harus pandai menyesuaikan usahanya pada

keadaan alam. "
Dudley Dillard menganalisis pemlklran Keynes dalam hal kepemilikan tanah,
bahwa tanah itu seperti bunga (interest) apabila tanah tersebut bisa dimanfaatkan
sendiri atau disewakan kepada orang lain, maka tanah tersebut bisa mendatangkan

keuntungan yang berlipat ganda. "

E. Kerangka Teori

Kepemilikan “A/-Malakiyah| (A1) Sdalam Cetimologi  berarti menguasai,
Misalnya hak  mengatur dan memanfaatkan /ataw’) hak memonopoli sesuatu.
Kepemilikan adalah sifat pemilik dan,yang. dimilikis. dua-sifat, yangetidak mungkin
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Alam semesta (langit dan bumi beserta isinya,
tanah, air, dan tumbuhan) adalah milik” Allah”swt. 'diserahkan kepada manusia dan
diberi kuasa untuk mengatumya, sebab ‘manusia‘adalah-khilafahrAllah (wakil Allah)
di bumi. Apabila pemilik hakiki Altah, maka apa yang dimiliki manusia dari harta
merupakan sandaran saja (kepemilikan tidak mutlak), baik kepada individe maupun

kolektif.

'* Kaslan A Tohir, Ekonomi Selayang Pandang, Cetll, (Bandung : Vorkink-Van Hoeve,
1955), hal 35-36

" Dudley Dillard, The Ecomomics of J.M.Keynes The Theory of Monetary Economy,
Cet. VIII, (Japan : Kinokuniya Bookstore, 1958), hal 193
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Karena manusia bukan pemilik hakiki," berarti ayat yang menyandarkan harta
pada manusia itu mempunyai beberapa maksud tertentu, yaitu : petama, kepemilikan
harta harus dimanfaatkan sebagaimana digambarkan Allah. Kedua, Islam agama yang
bertanggung jawab sebagaimana firman Allah : “tiap orang bertanggungjawab atas
perbuatannya”.® Ketiga, bahwa Islam agama fitrah yang dianugerahkan Aliah
kepada manusia (fitrah manusia ialah/ingms memiliki Barta dan mencintainya), sebab
dengan hak memiliki, manusia bergairah untukdberkarya %

Adapun kepemilikan individe memiliki” beberapa syarat, sebagaimana
mengelola suatu kepemilikan juga disértai ketentuan-ketentuan. Pemilikan tidak bisa
lepas begitu saja dan kepentingan kelompok seftd iidividu lain sebagai bagian dari
suatu community, yaitu individu yang hidup dalam sebuah masyarakat (society).'’
Begitu juga kepemilikan “umum “terhadap staftr” komuritas * ufitik sama-sama

memanfaatkan benda, di mana merekaJlsaling /membutuhikan, seperti fasilitas umum,

bahan tambang, dan sumber daya,alam yafg tidak terbata$™=-

'* M.Abdul Mannan, Islamic Economics Theory and Practice “Teori dan Praktek Ekonomi
Islam”, Alih Bahasa : M Nastangin, Cet.I, (Jogjakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 77-81

¥ Al-Mudagir (74): 38

'® Muhammad Faruq an-Nabahan, Sistern Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem
Kapitalis dan Sosialis, Cet 1, (Jogjakarta : UN Press, 2000), hal.41-42.

' Taqyuddin An-Nabhani, An-Nizam Al-Iqtisadi Fil Islam “Membangun Sistem Ekonomi Al-
Ternatif Perspektif Islam”, Alih Bahasa : Moh Maghfur Wachid, Cet.V, ( Surabaya : Risalah Gusti,
2000), hal 67.

18 Ibid , hal 237
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Kepemilikan negara adalah harta yang tidak termasuk dalam kategori milik
umum, melainkan milik pribadi semisal tanah, dan barang-barang bergerak. Namun,
kadang terkait dengan hak kaum muslimin secara umum, schingga barang tersebut
tidak termasuk milik individu juga tidak termasuk milik umum, schingga barang
tersebut menjadi milik negara. Milik negara adalah harta yang merupakan hak kaum
muslimin, sementara pengelolaannya/ menjadi/Awewenang (pandangan dan ijtihad)
khalifah "

Kapitalisme memandang kepemilikangitti-berdiri berlandaskan atas hak milik
khusus atau hak milk individu. Setiap-individu [berhak- memiliki apa saja sesukanya
dan barang-barang yang produktif maupun |yang konsuemtif, tanpa ikatan sesuatu pun
atas kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan maupun  mengeksploitir
kekayaannya. Paham Kapitalisme dalam™soal hak wilik sertpa ‘ini,“adalah kembali
kepada sandaran falsafahnya, yaitu.’falsafal=individualisme yang memandang
individulah poros segala yang“ada dan bahwa, kebahagiaan dndividu, kemerdekaan,
dan kebebasannyalah cita-cita sistem politik dan ekonomi. Oleh karena itu 1a
memandang suci akan hak milikk individu, sebagaimana undang-undang di negara
Francis bahwa kebebasan individu untuk memiliki secara mutlak adalah suci

Kapitalisme mengakui beberapa bentuk hak milik umum, karena Kapitalisme

ketika menghadapi kekejaman hak milik individu yang enggan melaksanakan rencana

19 Ibid , hal 243
® 1pid., hal.131.
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pokok dem: ekonomi bangsa, terpaksa mengambil pikiran hak milik umum dalam
bentuk menasionalisir sebagian rencana khusus.”

Islam menggunakan konsep produkéi barang dalam artian yang luas, Islam
menckankan manfaat dan barang yang diproduksi. Memproduks: suatu barang harus
mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia, berartt barang itu harus
diproduksi untuk memenuhi kebutihan| gnanusja.  Apabila memproduksi  barang
mewah secara berlebihan yang tidak! sesuaifdengan kebutuhan manusia, maka tenaga
kenja yang dikeluarkan untuk memproduksi,barang’ tersebut dianggap tidak produktif.
Keseimbangan adalah prinsip dan| sistem| ekonomr Islam, dalam perekonomian
pertanian misalnya soal penguasaan /atas’|tanah-atapn~hubungan hukum adat (istiadat)
yang didasarkan atas tanah, dipandang dari segi produksi dan distribusi, sangat
penting artinya karena*keduanya mempengaruhi “rangsangan produksi dan tekmk
pertanian melatui pola pemilikan dan penguasaan juga hak/milik.

Fungsi produksi nyata-nyata meénentukan kemakmuran/suatu bangsa dan taraf
hidup manusia. Islam telah meletakkan landasannya terhadap sistem produksi barang,
salah satunya bekerja keras dalam mencan penghidupan. Oleh karena itu kekayaan
harta benda penting bagi manusia sehingga disebut “karunia Allah” (4had 04> tetapi
manusia harus menjaga keseimbangan antara moral dan tuntutan ekonomi, yaitu jika

berhasil tidak menjadi kufur dan apabila gagal tidak putus asa.

2 Ahmad Muhammad Al-A'ssal, Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan tujuan-
fujuannya, Cet ], (surabaya : PT.Bina lmu, 1980}, hal.34-36
Z M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, hal. 77

B Al-Qagas (28) : 73, Ar-Rim (30) : 23, An-Nisa’ (4) : 32
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Jika seseorang ingin meningkatkan taraf hidupnya yang kompetitif ini, mereka
harus memperbatki dan mengembangkan teknik dan metode produksi, seperti
menggali dan menggunakan sumber alam melalui pengelolaan, modal, kemampuan,
dan kecenderungannya di dalam proses produksi pertanian dan tambang. Peluang
untuk mengadakan riset dan penelitian di bidang produksi menunjukkan tidak
terbatasnya kekayaan alam. Hal ini meémberikan\ kesempatan untuk memodifikasi atau
mengubah teknik produksi yang sesuai dengandtuntutan zaman dan secara implisit
dapat dipahami manfaat produksi melalui-usaha yangproduktif

Cara memperoleh harta dengan tidak ladil dam benar akan melahirkan rasa
tidak puas dalam masyarakat yang 'padd |[akhirhya ‘tiembawa kepada kehancuran.
Islam terbebas dari kezaliman dan penindasan dan tidak memberikan kebebasan tanpa
batas, Islam telah memberikan” keadilan=dan pefSamaan prinsip produksi sesuai
kemampuan masing-masing tanpa menihdas..ofang. lain’ dan memperbolehkan kerja
sama yang saling mengunfungkan ) dengan\jujur Sederajt\ serta memberikan
keuntungan kedua belah pihak.**

Kerjasama dalam beberapa faktor produksi seperti tanah memunculkan
masalah-masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan bersama, seperti masalah rente
atau sewa atas tanah, untuk melindungi kedua belah pihak yang bekerjasama
pemenintah harus memperhatikan produktivitas tanah, kesejahteraan penggarap, biaya

pengelolaan sebelum penetapan sewa atas tanah. Ada beberapa jenis kepemilikan

3 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam “Doktrin Fkonomi Islam”, alih bahasa -
Soeroyo, Jilid 1, Cet. 1, {Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 193-215
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tanah yang biasa diberikan khalifah kepada rakyatnya sebagai bentuk sumbangan.
Dalam hal pembagian tanah tersebut khalifah tetap mengutamakan kepentingan
masyarakat agar produktivitas tanah terus berlangsung. Semua metode
pengelolaannya baik itu memakai sistem persewaan, musagdr, dan muzara'ah adalah
usaha memperoleh keuntungan dengan usaha-usaha produktif.

Al-Qur'an menggunakan kata/tanaly| (¢au) dalam maksud yang berbeda-
beda, Al-Quran dan Sunnah Rasul| anenjelaskan, petbagai tanah yang membantu
manusia dalam menghasilkan harta. Bumi“adalahspermukaan tanah yang di atasnya
kita dapat berjalan, bekerja mendirikan-rumah, perusahaan, serta melakukan apa saja
menurut kehendak kita, termasuk keperluan imanusia-—vang timbul pada hari ini atau
masa yang akan datang. Tanah mengandung arti yang sangat luas sekali sampai
dengan keadaan geograff;” anginl, mineral,“gunung, Hitan, héwan, Klim, hujan, dan
apa-apa yang terkandung di dalamw-tanah. /Pada/ hdkekatnya seluruh alam ini
memberikan faedahnya kepadamanusia, Jadi“mereka “beleh/menggunakan sumber
tersembunyl dan berpotensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas. Ada
beberapa jenis benda yang mempunyai nilai konsumsi secara langsung (api, air,
padang rumput), benda-benda sepertt itu adalah milik bersama umat manusia.
Karenanya semua individu harus saling berbagi, dengan hiazat memainkan peran

memisahkan jatah masing-masing individu dari jatah keseluruhan umat manusia.®

® Lihat Bahesti, Kepemilikart dalam Islam, Cet.I, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992), hal 9-24
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Metode memiliki tanah dalam Islam

Membeli
—p| Warisan
Hibah

Metode memiliki
tanah dalam Islam

thya’ Al-Mawat
Tahyjir
iqta’

[slam mengakui hak manusia: untuk Smemiliki tanah, apabila seseorang
memiliki tanah besar atau kecil sedafa legal ‘menurut |hukum yang berlaku, maka
tanah itu adalah miliknya yang sah |dan tidak ada sesuatu halangan baginya untuk
menanaminya sendiri. Selain membeli,“wansan,‘(dan=hibah, dalam Islam tanah juga
bisa dimiliki lewat cara ihya’ (menghidupkan tanah mati), tahjir, dan igia’. *

Metode pengelolaan-tanah*dalam'Islam

TP Muzara’ah

Metode Pengeloldan > - -
Tanah dalam Islam Persewaan'depgan, sistem Tunai

—P Berbagi hasil kebun atau musaqat

Orang boleh memiliki harta dan menyewakannya kepada orang lain bila ia

mau, begitu juga ia boleh memiliki tanah dan menyewakannya kepada orang lain.*’

% Lihat Abdurrahman Al-Maliki, Pelitik Ekonomi Islam, Cet.], (Bangil - Al-Izzah, 2001),
hal.11-13

7 Lihat Muh’Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Cetl, (Jakarta : Gema Insani
Press, 2000), hal 265-268.
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Apabila ia mau memberikannya kepada orang lain tanpa imbalan, maka itu adalah
suatu sedekah dan padanya. Tetapi apabila ia bermu’amalah dengan seseorang secara
sewa menyewa atau muzdra'ah.”® berbagi hasil kebun (musagat), sistem tunai dalam
perdagangan, maka yang demikian itu boleh dilakukannya, sama halnya dengan bagi
hasil (mudarabah).®’

Dalam Kapitalisme sebagai pemmiliks berhak, atas, pendapatan dari modal yang
ditanamnya, dan menjadi sumber pembuaté@n ‘undang-indang untuk mengamankan
pendapatan tersebut. Kelemahan sistem Kapitalisme mendorong bangkitnya kembali
Sosialisme yang dinamakan keadilan| sesial, akibat dar kezaliman yang diderita oleh

masyarakat yang ada di negeri-negeri Kapitalis>

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian.naskah, (library research), yang diperoleh
melalw sumber literatur, yaitu kajian litératur melatur riset,Kepfistakan. Oleh sebab itu
sumber literatur yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber primer
dan sekunder. Adapun sumber primer diperoleh dari buku-buku yang berkaitan

langsung dengan sejarah kepemilikan tanah, hukum kepemilikan tanah, dan metode

® Muzira'ah ialah : seseorang yang mengerjakan tansh orang lain dengan memperoleh
sebagian dan hasilnya sebagai upah, sedang bibitnya dart sipemulik tanah.

® Abu A'lla al-Maudidi, Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam dan berbagai Sistemt Masa
Kini, Cetl, (Bandung : PT.al-Maarif, 1984), hal106-107. penjelasan lengkap tentang sistem
muzira’ah, berbagi hasil kebun atau musaqat, dan sistem tunai dapat dilihat pada halaman 70-75 dalam
tesis i,

* Lihat Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, Cetl, (Bangil : Al-Izzah, 2001),
hal. 14-33.
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pengelolaan tanah, baikk dalam Islam maupun Kapitalisme. Sumber sekunder
diperoleh dari sumber yang fungsinya menunjang data/sumber primer, yaitu buku-
buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang juga berkaitan dengan sejarah
kepemilikan tanah, hukum kepemilikan tanah, dan metode pengelolaan tanah baik
dalam Islam maupun Kapitalisme.

Dalam mencan konsep kepemilikar—tanah. dalam Islam dan konsep
kepemilikan tanah dalam Kapitalismie, perélitian 4ni menggunakan pendekatan
historis filosofis, %! yaitu : pendekatan yangiterdifi dari analisis linguistik dan analisis
konsep. Analisis linguistik yaitu untuk mengetahui”’ makna yang sesungguhnya,
sedangkan analisis konsep untuk menemukan, kata .kunci yang mewakili suatu
gagasan.”

Peneliban ini menggunakan\ietode, deskriptf,| komparatif-analisis, dengan
metode deskriptif dimaksudkan untuk<ymenemdkan ‘konsep Kapitalisme dan Islam
yang berkaitan dengan kepemilikary tarahihDalaii Gal JiniAkedua konsep akan
dipaparkan sebagaimana adanya, untuk memahami jalan pikiran kedua sistem itu
secara komprehensif. Metode komparatif dimaksudkan untuk membandingkan
konsep Islam dan Kapitalisme mengenai kepemilikan tanah, sehingga dapat diketahui

ada tidaknya perbedaan dalam dua konsep tersebut. Mengenai bentuk komparasi yang

*' Winamo Surakhmad, Pemgantar Penelition Iimiah ; Dasar, Metode, dan Tehnik, Cet |
(Bandung : Tarsito, 1980), hal 132 dan Muh.Nazr, Mefode Penelitian, Cetl, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1985), hal 55-62

* Imam Bamadib, Filsafat Pendidikan ; Sistem dan Metode, Cet.| ( Yogyakarta - FK-KIP,
1987), hal. 89
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digunakan dit sini adalah komparasi simetris (seimbang), yaitu perbandingan
dilakukan setelah masing-masing konsep diuraikan secara lengkap, masalah-masalah
yang dibandingkan menyangkut perumusan masalah, cara pendekatan, dan
argumentasi yang digunakan.

Selanjutnya penulis menggunakan metode analisis sintesis (paduan) pelbagai
pengertian, untuk mencan kelebihan ,dan kekurangam pada kedua konsep tersebut
{Islam dan Kapitalisme) tentang kepemilikdry, tanal- serta menemukan rumusan-
rumusan baru yang lebih sempurna/valid®dalam -menjawab persoalan-persoalan
kekinian.”

Sesuai dengan model pendekatan’yang digunakan, tehnik pengumpulan data
yang digunakan adalah tekmk analisis isi (content analysis). Teknik ini menurut
Boghdan dan Biklen ‘dimaksudkarVsebagai | pengambilan’ sampel «internal (internal
sampling) yang berartt keputusan ,yang diambil /pada, saat peneliti mempunyai

pemikiran umum tentang jumlah.dokiffien/Serta variasinyAyang akan direview >

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas penelitian ini agar terarah dan sistematis diperlukan

sistematika pembahasan. Dalam Bab Pertama dimuat latar belakang masalah,

* Jujun S.Suriasumantri, Penelitian Iimiak, Kefilsafatan, dan Keagamaan ; Mencari
paradigma kebersamaan, dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam : Tinjauan Antar Disiplin
Ilmu Agama, Mastuhu & M Deden Ridwan (ed), Cet.l, (Bandung : Nuansa dan PUSJARLIT, 1998),
hal 44-47

* Rober C.Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualifative Research For Education; An
Introduction To Theory And Methods, (Boston : Alhan and Bacon, 1982), hal 30
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rumusan masalah, tuyjuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teon,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Penjelasan lebth lanjut dari bab pertama terdapat dalam Bab kedua yaitu
dimuat uraian mengenai kepemilikan tanah dalam perspektif Islam secara umum yang
terdin dari makna kepemilikan dan makna tanah, fitrah manusia memiliki tanah
(harta), peran negara dalam kepemilikan | fanah, Aurgerinya kepemilikan tanah, dan
peran agama dalam memiliki tanah.

Pada Bab ketiga adalah rincian darivbab kedua‘yang akan dibandingkan pada
bab ketiga oleh karena itu bab ini Khusus memuat kepemilikan tanah dalam Islam
yang meliputi sejarah kepemilikan tanah, Konsep kepemilikan tanah dalam Islam, dan
metode pengelolaan tanah serta kritik terhadap kepemilian tanah dalam Islam

Kemudian untuk™ membandingkan™ " sistem Islam™ dan “Kapitalisme perlu
dipahami sistem Kapitalisme itu sendim-dalam /al"kepemilikan tanah secara rinci, di
mana rinciannya ada pada ‘Bab kéempat\ sepertl kepemilikan tanah dalam
Kapitalisme yang dirinci kepada sejarah kepemilikan menurut Kapitalisme, sejarah
kepemilikan menjadi individu, faham individualisme, konsep kepemilikan tanah
dalam Kapitalisme yang dirinci menjadi dua, yaitu : kepemilikan tanah atau modal,
dan metode pengelolaan tanah. Kritik terhadap kepemilikan tanah dalam Kapitalisme,
seperti kepemilikan modal atau tanah, metode pengelolaan tanah, dan kepemilikan
tanah sebagai faktor produksi.

Setelah pemaparan kedua sistem tersebut selanjutnya pada Bab kelima akan

diperbandingkan keduanya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan atas kedua
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konsep tersebut, di antara perbedaan ttu 1alah : konsep kepemilikan, konsep
kepemilikan tanah, negara memiliki tanah, sistem pembagian hak kepemilikan tanah,
sewa tanah, dan penetapan harga sewa tanah. Pada bab terakhir, yaitu : bab keenam

berupa penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.
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BAB II

KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Makna Kepemilikan

Milik berasal dari kata Arab, Milik menurut bahasa (etimologi) berarti:
kepunyaan atau hak.' Sedangkan pemilik (4had) adalah yang memiliki atau yang
empunya. Pemilikan yaitu merdpakar’ ' -prosés, _perbuatan, dan cara atau
mekanisme memiliki. Kepemilikan berartilmenguasai, misalnya hak mengatur dan
memanfaatkan. ° Jadi milik adalah penguasaan rterhadap sesuatu, di mana
penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang
dikuasainya itu dan dapat menikmati manfadtnya.’

Menurut 1stilah figh, milik yaite=pernyataan gsyari aptarg=seseorang dan
sesuatu menjadi mutlak untuk mepgaturnya dan terhalangnya orang lain untuk
mengaturnya atau hukum syarilah yang menentukan untuk memiliki dan
pemanfaatannya. * ini sestai demgdn pendapat “Hasbi As-Siddiqi dengan istilah

Haiz dan Mani’  atau hubungan yang ditetapkan oleh syar’i antara manusia dan

' Milik atau kepunyaan : dllal ; 4,80y 45Ky 1Sk dllay ¥ [ihat Ahmad Warson Munawir,
Kamus al-Munawir, cet.14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 1358-1359

? Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet X,
(Jakarta : Balai Pustaka, 1999), hal 655

* Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam),
(Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993), hal. 29

* Nazih Hammad, Mu'jam Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyah fi Lugah Al-Fugahd', cet.|,
(USA : The International Institute of Islamic thought, 1993), hal.263

’ Haiz ialah: sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu)
memanfaatkan dan bertindak tanpa izin pemiliknya. Mani' ialah: sesuatu yang mencegah pemilik
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benda, dan dijadikan khusus baginya di mana pemilik berkuasa mengambil
manfaat dengan segala cara yang diizinkan menurut syara’ yang bijaksana.”
Maka, milik adalah ketetapan syara’ yang memberikan kemungkinan pada
seseorang untuk memanfaatkan suatu benda atau menggunakan manfaat yang
timbul dari suatu benda secara lazim selama tidak ada halangan untuk itu.’
Kepemilikan merupakan pemberian hak yang bersifat sosial ° kepada
seseorang, suatu kelompok, atau piasyarakat Pembenan im mencerminkan hak
potensial.” Seperti kalimat "kacamata saya®, Mpena saya" adalah pemberian hak
terhadap barang tertentu Tetapi ketikagkitasmengatakan "tangan saya" berarti

10

merujuk kepada hubungan fisiologis=~ scbab |tangan saya adalah bagian integral
dari tubuhnya.
Istilah berhak mempunyai implikasi_yang sesuai dengan_penggunaannya

di berbagai masyarakat. Tidak semua jenis kepemilikan sah, tetapi dalam

sendiri bertindak terhadap harta miliknya “Hal=ini" melengkapi nagsul ahliyah dan melengkapi
haqqul gair. Lihat T. M. Hasbi As-Siddiqi, Pengantar, Figh Muamalat, Cet. I, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1984), hal. 8

 Muhammad Abu Zahrah, Al-Milkiyah wa Nazariyyah Al-Aqdi, (Mesir, Dar Al-Fikr,
1976), hal. 71

7 Zarkasyi A. Salam, Siyasah Maliyah, (Yogyakarta : ttp, 1980), hal. 4

® Hak sosial ialah : Hubungan antara pemilik dengan barangnya dengan konsekuensi hak
pemanfaatannya, dan mempunyai hubungan dengan kesadaran.

® Faktor di mana hak untuk memiliki dibatasi - Apabila pemilik jeruk menginjak jeruknya
sendin, maka tindakannya (suatu komoditas konsumsi) itu merupakan dosa. Apabila ia menginjak
jeruk orang lain, maka dosa yang ia lakukan menjadi lipat dua, sebab pertama ia melanggar dan
merusak milikk orang lain. Kedua ia telah merusak suatu komoditas yang jika tidak dirusak dapat
dimanfaatkan oleh manusia. Karenanya tindakan tersebut dilarang dalam Islam. Komoditas ialah :
barang yang mempunyai kegunaan secara langsung atau tidak, serta kegunaannya bersifat relatif
dan tak stabil.

' Fisiologis ialah : yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup

seperti organ, jaringan, dan sel. Sedangkan hubungannya tidak mempunyai kaitan langsung
dengan kesadaran atau ketidaksadaran.
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Kapitalisme, ada kniteria tertentu yang betapapun tidak sahnya menurut pendapat
kita, sang kapitalis menetapkan sebagai pemilik yang berhak atas pendapatan dari
modal yang ditanamnya, dan selanjutnya menjadi sumber pembuatan undang-
undang yang diperlukan untuk mengamankan pendapatan tersebut. Secara hukum
tidak sah, tetapi dalam lembaga kapitalis, modal sepenuhnya menjadi milik sang
kapitalts, dan secara hukum berhak memanfaatkannya.

Tidak semua jenis kepemilikafi bisa dibeparkan, misalnya seorang muslim
tidak boleh memuiliki minuman beralkohol @Namun, di negara non Islam terutama
Kapitalis, mustahil mengatakan bahway dilarangZ memiliki minuman keras.
Karenanya toleransi dan kelayakan- kepemilikan tergantung pada kebudayaan
yang ada dalam suatu masyarakat. "'

Ada beberapa jenis kepemilikan dalam Islam, yaitu : kepemilikan menurut
obyeknya, bentuknya, = dan karakteristiknya. Adapun kepemilikan menurut
obyeknya seperti Kepemilikan sempurna;=yaitu* © memiliki sesuatu benda yang
ditetapkan untuk memelihara¥ dan/ \_memanfaatkannya Sekaligus, atas dasar
syar'ah. Kedua kepemilikan tidak sempurna, yaitu : memiliki sesuatu benda yang
ditetapkan  untuk  memeliharanya tanpa  pemanfaatan, karena  yang
memanfaatkannya orang lain, sebagaimana dalam pemakaian, perdagangan, dan

peminjaman.

"' Kepemilikan menunjukkan hubungan sosial dan yang diakui antara individu atau
kelompok dengan barang, atas dasar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan
mencerminkan hak milik sah pemilik atas barang dan menghalangi pihak lain dari hak seperti itu.
Legitimasi ini merupakan batasan yang relatif dan bervariasi dalam masing-masing sistem sosial.
Behesti, Kepemilikan dalam Isiam, Cet 1, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992), hal 9-11
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Kepemilikan menurut bentuknya seperti Kepemilikan nyata, yaitu : bila
topik dan obyeknya jelas, mencakup seluruh bagian-bagiannya, dan pemiliknya
satu, seperti seorang memiliki rumah dengan segala isinya. kepemilikan samar,
yaitu @ apa-apa yang bertalian dengan sesuatu yang tidak jelas, hasil
pengikutsertaan (gabungan) tanpa penyortiran (memisah-misahkan), seperti dapur
tanpa rumahnya. °

Sepintas nampak bahwa hukumistam memandang milik sempurna adalah
milik mutlak yang harus dijamin Keselamiatannya~ dan kebebasan pemiliknya
melakukan tindakan-tindakan terhadap, “miliknya~ itu.'> Tetapi, sebenarnya
kebebasan pemilik benda bertindakZterhadap benda | miliknya tidaklah mutlak.
Islam mengajarkan bahwa hak milik berfungsi sosial/di mana kepentingan orang
lain harus menjadi perhatian setiap pemilik benda.'* Kepemilikan merupakan dua
sifat yang tidak mungkin’dipisahkan satu=dengan yang lainfiya, ‘yditt sifat pemilik
dan yang dimiliki, dapat dijelaskan Sebagai.berikut

. Kepemilikan lahiyahiy bahwa_kepemilikan dianggap) sebagai hal yang

alami secara nalar, dan logis."” Tuhan adalah pencipta dan sumber kosmos,

'? Sa'id Abu Al-Futuh Muhammad Basyuni, Al-Hurriyat Al-Iqtisadiyah fi Al-Islam wa
Asaruha fi At-Tanmiyah, Cet.l, (Kairo : Dar Al-Wafa’, 1988), hal.45-46. untuk keterangan
lengkap tentang kepemilikan menurut karakteristiknya lihat pada halaman 27-31.

13 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalar, hal 31

' Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Kehartaan dalam Figh Islam, (Yogyakarta:
Lembaga Penerbit Ilmiyah JAIN Sunan Kalijaga, 1975), hal. 50-51

'* Nalar ialah : aktifitas yang memungkinkan seseorang berpikir baik dan buruk. logis
ialah . benar menurut penalaran, atau masuk akal, artinya bahwa individu yang menciptakan suatu
benda juga bertanggung jawab atas wujudnya; sebagai pemilik ia memiliki klaim penuh atasnya,
bebas bertindak atas dirinya, dan mempunyai klaim atas apa saja yang telah dihasilkannya.
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yang merupakan bukti tidak terbantah atas cksistensi-Nya sebagai pencipta
mempunyai kepemilikan tak terhingga atas seluruh alam.'®

2. Kepemilikan Insaniah, ialah suatu sistem sosial yang ada kepemilikan
individual atau kolektif atas hak milik,'”” sebab kepemilikan insaniah
merupakan fenomena sosial yang tidak selalu dapat dibenarkan hanya saja
suatu kenyataan.'® Hubungan manusia dengan hak milik kenyataannya ada
garis pemisah yang dibenarkan/an tidak.

Hak seseorang bisa diakui— karefa Wsebabssebab, dan kondisi yang
menyebabkan sanksi tertentu ataupun;tidaks seperti kasus pencurian, perampokan,
perampasan, warisan, dan transaksi, baik dalam kondisi dibolehkan atau dilarang
untuk melakukan transaksi. Islarh, ‘membatasi -~ suatu kepemilikan dengan
menggunakan mekanisme _tertentu, seperti _cara_ memperoleh, _pengembangan,
mengelola, dan lain-lain™” Setelah diakui, hak milik harus Juga dihormati, dijaga,

serta tidak boleh diciderai. Oleh karena“itw; “dibuatlah sanksi-sanksi hukum yang

" Yunus (10):68, Lugman (31):11 & 20, Al-An'am (6):1 &102, Al-Anbiya' {21):33.

'” Hanya dalam kehidupan, manusia bisa menerima dalil kemunculan perasaan memiliki
sesuatu, yang memberikan tiang penyangga psikologis tentang konsep hak, kewajiban, tanggung
jawab, dan keharusan. Lihat Beaglehole.E., Property, International Encycklopedia of The Social
Science, Vol XII, (USA : The Macmillan Company and The Free Press, 1968), hal 590

"% Istilah "dapat dibenarkan" dan "kenyataan" seperti Amerika mengirim pesawat tempur
dan helikopter ke Iran, mempunyai motif untuk meraih tujuan-tujuan politis terselubung,
disamping membebaskan sandera Amerika. Operasi tersebut suatu kenyataan tetapi hal itu tidak
dapat dibenarkan. Begitupun sebaliknya warga Iran berupaya mencabut rezim monarkis dan
menggantikannya dengan republik Islam yang ideal. Hal itu dapat dibenarkan tetapt belum
merupakan suatu kenyataan.

"> Muh. Hasanin Al-Bath, An-Nizam Al-Iqtisadi Fil Islam, Cet.1, (Kairo : Dar Al-Kutub,
1997), hal.65
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bersifat preventif *° Secara umum menunjukkan bahwa karakteristik kepemilikan
selalu di misbatkan kepada individu, umum, dan negara, sebagaimana berikut ini :

1. Kepemilikan Individu (private property)

Alam semesta adalah milik Allah Swt., *' kemudian semua benda-benda
tersebut untuk manusia, diben kuasa untuk mengaturnya. Dari sinilah fugaha
menyatakan bahwa diserahkan kepada manusia karena manusia adalah khalifah
(wakil Allah) di bumi*® Selanjuthyal Sharta) disandarkan kepada individu,?*
pemakatan bentuk individu ketika menyandarkan harta sebagai argumentasi kuat
akan kepemilikan individu. Tetapi, | tidakgpmungkin~ dikatakan manusia pemilik
hakiki melihat dan ayat yang menyandarkan| harta, pada manusia, berimplikasi
bahwa harta harus dimanfaatkan sébagaimana /digambarkan Allah. Kedua, Islam
agama yang bertanggung jawab terhadap _harta Ketiga, Islam agama yang sesuai
dengan fitrah, anugrah Allah kepada manusia, fitrah manusia ialah ingin memiliki
harta dan mencintainya.’*

Apabila manusia adalah'.makhluk’ yang..mempunyai-\fitrah dan insting
bermasyarakat, di antara fitrah dan insting itu adalah ingin memiliki dan

mencintai harta, maka manusia termotivasi untuk berusaha, membangun, dan suka

2 yusuf Al-Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Alih Bahasa
Didin Hafidhuddin, dkk_, cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 1997), him. 121

2 Al-An’am (6) : 1

2 AlLA’raf (7) 128 Ketika Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah telah
mewariskan bumi Mesir. Lihat Isma’il bin Umar bin Kasir At-Damasqi Abu Al-Fida’, 7bnu Kasir,
juz.II, (Beiriit : Dar Al-Fikr, 1401 H), hal 282

B Al-Lahab (111) : 2

? Lihat tafsir Jbnu Kaglr, juz 1, hal. 352
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beramal soleh. Islam mengakui fitrah dan insting tersebut serta menghormatinya.
Manusia mempunyai karakteristik memiliki dari hasil pekerjaannya, yang berarti
juga menjadikan pemilik khusus pada produk buatannya. **

Harta penting bagi manusia, akibatnya manusia berusaha untuk
mendapatkan harta yang merupakan fitrahnya. Harta itu merupakan rizqi dan
suatu kebutuhan, asalkan bertanggung jawab dalam memilikinya. Oleh karena itu
syariat menetapkan kepemilikan  ndividu sseperti\pemilik hakiki. Selain itu
informasi dari agama penting sebagai kaidahhdalam 'sistem ekonomi Islam bagi
mempermudah fitrah manusia, juga;;memperdalamZinsentif seseorang dan aktif
dalam bekerja untuk kebaikannya, dan/ [Kebaikan| bersama serta menjauhi
kehancuran.

Penntah menjahui kerusakan _membuat__pemilik wajib._menjaga dari
bahaya, karena segala apa yang digunakan untuk menjahui bahaya menjadi
wajib.”® Sedangkan perantara lainfiya ‘mendrut Az-Zarqani mempunyai dedikasi
hukum mandub, makruh, dan haram' Dan sisi lain.individuadalah termasuk salah
satu unsur immaterial yang berkewajiban menyampaikan kepada yang lain untuk
membangun bumi ini, yaitu : membangun selurch isi bumi, kehidupan, dan alat
kehidupan, selain itu seseorang boleh juga memproduksi, menjual sesuatu yang

lazim, ¥’

% Al-Fajr (89) : 19-20, HR Muslim (2) Hadis no. : 725
%6 Al-Baqarah (2) : 279

gl L sesungguhnya perintah itu wajib” lihat Muh bin Abdul Baqi bin Yisuf
Az-Zarqani, Syarh Az-Zargani, Juz 1, Cet 1, (Beirit : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1991), hal.194
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2. Kepemilikan Kolektif atau Umum

Pemilikan kolektif atau umum ini memiliki bentuk yang berbeda-beda,
misalnya, sebuah obyek bisa saja dimiliki oleh dua atau lebih, organisasi ataupun
asosiasi. Banyak obyek tertentu bisa dimiliki oleh masyarakat di sebuah wilayah
tertentu dan kepemilikan itu biasanya diperlukan untuk kepentingan sosial. Jika
harta kekayaan itu dimiliki oleh dua orang atau lebih, mereka bisa saja
menggunakannya sesuai dengan aturah yang mereka tetapkan bersama. Tidak ada
salah satu pihak dalam kerja samattersebut| bolehtdisakiti atau dirugikan oleh
pihak lain. Apabila salah satu pasangan“berusala mengembangkan jumlah harta
tersebut untuk kemanfaatan kedua|‘pihak, ) pihak yang lain harus memberikan
kontribusinya dan bekerjasama untuk itu.?*

Contoh kepemilikan secara kolektif adalah wakaf ketika. sebuah harta
kekayaan disumbangkan untuk tujuan khusus atau untuk kelompok orang tertentu,
ada kewajiban harta itu digunakan séSuai“dengan fujuan yang ditetapkan ataupun
diingini oleh orang yang dimaksuds Tetapi, Ibnu—Tamiyalrberpendapat bahwa
harta wakaf bisa diganti dengan yang lain bila memberikan manfaat lebih besar.

Contoh penting lainnya dari pemilikan bersama atau sosial adalah anugrah
alam, seperti air, rumput, dan api. Salah satu alasan dari keharusan pemilikan
kolektif terhadap obyek-obyek alam itu adalah : semua itu diberikan oleh Allah

secara gratis, manusia tidak memiliki kesulitan apapun untuk menggunakannya,

% Sebagaimana Fatwa Tbnu Taimiyah dalam memecahkan kasus sebuah kebun yang
dimiliki oleh dua orang. Salah seorang ingin membangun dinding di tengah-tengah kebun tersebut,
tetapi yang lain keberatan. Setelah menerima fatwa Ibnu Taimiyah akhimnya pihak yang menolak
bisa menerimanya demi kebaikan dan kemajuan bersama. Lihat Ibnu Taimiyah, Kutub wa Rasail
wa Fatdwa Ibnu Taimiyah fi Al-Figh, Juz. XIX, (ttp : Maktabah 1bnu Taimiyah, ttt), hal 365
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dan demi kepentingan umum. Jika ada perorangan secara individual
menguasainya dan memilikinya secara pribadi, maka hal itu bisa mengakibatkan
kesulitan dan kesusahan bagi masyarakat. Air, rumput, dan api hanyalah sebuah
misal saja, banyak obyek lain yang mempunyai kesamaan karakteristik
dengannya, seperti seluruh barang mineral yang dihasilkan oleh tanah bebas

(tanah negara), nafta, emas, perak, garam, minyak, dan sebagainya.3 K

3. Kepemilikan Negara (state properiy)

Ada beberapa harta yang hdak termasuk dalam kategori milik umum,
melainkan milik individu, karena harta~“tersebut—berbentuk benda yang bisa
dimiliki secara pribadi, semisal tanah. Namun, barang-barang tersebut kadang
terkait dengan hak kaum [muslimin/seeara -uinumy, dengan/begitu=barang-barang
tersebut tidak termasuk milik individiy, fdan tidak termasuk dalam kategori milik
umum sehingga barang-barang tersebut menjadi milik-negara.

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin,
sementara  pengelolaannya menjadi  wewenang  khalifah, sesuai  dengan
pandangannya. Sebenarnya khalifah memiliki kekuasaan untuk mengelolanya,
karena makna kepemilikan itu sendiri, yaitu : adanya kekuasaan pada dir
seseorang atas harta miliknya. Apabila berdasarkan defenisi tersebut, maka tiap
hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah,

hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.

2 A.Alslahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Alih bahasa Anshari Thayib, Cet.l,
(Surabaya : PT Bina Iimu Offset, 1997), hal. 142-144.
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Harta-harta mulik negara yang berhak untuk dikelola khalifah sendir,
misalnya fai’, khardj, jizyah, sebab Allah tidak menentukan obyek yang akan
diberi harta tersebut, kalau obyek telah ditentukan, maka harta tersebut tidak
diserahkan kepada pandangan dan jtihad khalifah. Harta tersebut bukan
merupakan hak milik negara, seperti zakat milik as/naf delapan.®

Negara berhak mengelola hak milik umum dan milik negara sesuai dengan
pandangannya terhadap kepentingam—rakyat—Namun, dalam melakukan
pengelolaan milik umum dan milik <negaradada petbedaan. Milik umum tidak
boleh diberikan negara kepada siapapun,®mesky negara boleh memberikannya
kepada seseorang untuk mengelolanya dan mengambil manfaatnya, seperti air,
garam, dan padang gembalaan. Sedangkan hak miliksnggara bisa diberikan kepada
individu tertentu dan mencegah dan individu, apabila negara memiliki pandangan
demikian, seperti khards bisa' 'dibérikan—negara “kepada’ petani, “dan bisa untuk

membeli senjata saja.”’

B. Makna Tanah

Tanah (0af¥) *? menurut bahasa ialah : wilayah atau daerah yang

menghadap langit, artinya sesuatu di bawah dan di atas tanah,”* atau permukaan

3 Al-Hasyr (59) : 7, At-Taubah (9) : 60

' Tagyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,
Cet.V, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), hal. 243-244

32 Tanah adalah hamparan yang luas, dan lebar, bisa berguncang (gempa), dan

mengandung sesuatu yang berat di dalamnya (tambang). Ibnu ‘Abbas mengatakan : bumi adalah
tanah yang luasnya tertentu yang bisa dihitung panjang dan lebarnya oleh manusia. Lihat AL-
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bumi di atas sekali lebih khusus lagi adalah permukaan bumi yang terbatas dan
ditempati suatu bangsa yang diperintah oleh suatu negara. *

Para fugaha’ membagi dua macam tanah yang masuk dalam wilayah
kekuasaan Islam, di mana keduanya terkena kewajfban membayar pajak, vaitu :
tanah ‘usyriyah dan tanah khar@jiyah. Tanah ‘Usyriyah adalah ©  tanah yang
diambil darinya zakat pertanian dan buah, sepersepuluh jika pengairannya tanpa
bantuan dan seperlima apabila pengairannya-memakai bantuan. Sedangkan tanah
khargjiyah adalah : tanah yang |diwajibkéin, atastya kharaj (pajak) baik itu
sebagian dari hasilnya, misalnya seperlima®atall’ sesuatu yang ditentukan atas ahli
cimmah. Para fugaha’ merinci lagj Aanah milik tersebut kedalam lima macam
pertama, tanah yang penduduknya miasuk((Islam.((Kedya, tanah yang penduduknya
non mushm. Ketiga, tanah yang ditaklukkan dengan kekerasan. Keempat, tanah
yang ditaklukkan tidak-dengan’ keKerasan- Kelimiz;“tanah yang" fidak ada satupun
pemiliknya disebut tanah mati. Sedangkan.istilahsistilah'\tanah lainnya dapat dapat
dirinci sebagai berikut ;

|. tanah raja atau pemerintah (413a¥) Ua ) dalam istilah figh, yaitu : tanah-
tanah yang menjadikan pengawasannya oleh baitul mal, segala hak dan

tanggung jawab di tangan pemerintah, pengawasannya kembali pada

Insiqdq (84) : 3, Al-Gasyiyah (88) : 20, Al-Fajr (89) : 21, Al-Zal-Zalah (99) : 1-2 dalam Qurtubi,
Tafsir Al-qurubi, Muhaqgiq : Muh.Abdul *Alim, Cet.Il, (Kairo : Dar As-Sya’ab, 1372)

* Muh.Abdul Rauf al-Manawi, Ar-Ta’drif, Muhaqgiq : Muh Ridwan Ad-Dayah, Cet 1,
(Beirut : Dar Al-Fikr, 1310 H), hal 51

** Depdikbud, Kamus ... hal. 1000
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negara, tetapi hak memanfaatkannya kembali pada pandangan pemerintah
sesuai syarat dan waktu.

tanah tandus (sbasd a)), yaitu : tanah yang tidak pernah diolah dan
diperbaiki sebelumnya atau tanah yang tidak ada pohon dan tanamannya.*’
Adapun tanah yang ada pohon korma dan pohon lainnya disebut tanah
hitam atau tanah subur, karena orang-orang Arab menamai tumbuh-
tumbuhan hijau itu adalah tanah-hitam-atau-tanah subur. Menurut pendapat
Abu Yuasuf di dalam kitabnya “alékhardj’4sesungguhnya sahabat kita
penduduk Hiyjaz dan penduduk \Madimah melarang bertani atas tanah
tandus dengan sistem bagi hasil, sepertiga atatil semacamnya dan itu tidak
sah. Sesungguhnya tanah tandus(tidak bisa=djtanami dan menanami atas
tanah tandus berbeda pengairannya atas tanah subur, tidak bisa disamakan
dalam hal hukum# Adapun para“ulama-ulama’ Kiifah‘berbeda“pendapat atas
hal tersebut ada yang mengatakan.boleh\danvada yang mengatakan tidak
boleh.

tanah ai-taimar (Jas% o2 ), istilah ini sering dipakai oleh khalifah
‘Usmaniyah. Dalam buku-buku figh pengikut Hanaft menyebutkan bahwa
yang dimaksud at-taimar adalah : apa-apa yang diberikan imam dan tanah
milik kepada seseorang untuk diambil hasilnya dan sisanya untuk para

pekerja tanah tersebut, dan diawasi oleh baitul mal.

hal 180

3% Yaqut bin Abdullah Al-Hamawi, Mu’jam Al-Bulddn, juz.1, (Beirat : Dar al-Fikr, ttt),

33



4. tanah perang atau musuh (w,ad (aJl), yaitu : tanah-tanah wilayah kufar
yang dalam keadaan terjadi perang atau bertemunya wilayah Islam dan
wilayah kufar. Qadhi Abu Ya’la mengatakan : “semua wilayah yang
ditaklukkan di dalamnya hukum kufar tanpa hukum Islam™ Abu Yusuf
menyatakan : “jika penduduk suatu wilayah musyrik maka wilayahnya
menjadi wilayah perang”, maksud dari keduanya adalah semua wilayah
kalau tidak disandarkan kepada hukum), Islam, maka disandarkan kepada
hukum kafir. Disandarkan| ‘pada glslam apabila cocok di dalamnya
diterapkan hukum Islam, begitupunisebaliknya.

5. tanah-tanah milik (Jsad 23, menurut istilah figh adalah : pemilik-
pemilik tanah yang mempunyai-hak'-mengawasi dan pemanfaatannya, di
mana mereka tidak bisa menanaminya tetapi mereka wajib membayar
kharaj (pajak),“akhimya mereka serahkan kepada pemerintah untuk
dimanfatkan kemudian mereka” bisa=membayaf kewajibannya. Pemerintah
tidak boleh menjualnyaNatau membiarkannya, Karend-tanah tersebut harus
dikenai kharaj, selama belum menjadi milik baitul mdl dengan sebab
syar’i.

6. tanah mati (43ad Ga ), menurut istilah figh adalah : tanah-tanah mati
yang tidak ada pemiliknya, di mana ada bekas-bekas bangunan orang-
orang dulu tetapi tanah tersebut telah lama hancur. Kata “mati” adalah
kembali kepada mereka kaum dulu yang sudah mati. Al-Baihagi

meniwayatkan dari Ibnu ‘Abbas : “tanah mati adalah milik Allah dan

% Ibid , hal 284
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Rasul. setelah itu baru kalian, barang siapa yang menghidupkan tanah-
tanah mati tersebut maka ia berhak atasnya”, maksudnya adalah tanah
yang tidak ada pemiliknya, telah lama berlalu dan tidak diketahui siapa
pemiliknya.

7. tanah yang ditinggalkan (4Sssial oa ), menurut istilah figh ialah : tanah
yang sengaja ditingggalkan untuk dimanfaatkan oleh manusia pada
umumnya, baik penduduk desa —atau , Kota™ Sedangkan pengawasannya
kembali pada baitul mal dan‘tidakgboleh seSeorang pun memilikinya atau
memonopolinya. Tanah tersebut ‘ada dua-bentuk, pertama adalah : tanah-
tanah yang ditinggal untuk| Zmanusid banyak,| seperti jalan-jalan, pasar-
pasar, dan lain sebagainya "Kedua adalah™tanah yang ditinggal untuk

penduduk desa atau kota agar dimanfaatkan, seperti padang gembala.®’

C. Fitrah Manusia Memiliki Tanah-¢(harta)

Pemilikan dan penguasaan—Hartabenda “sebagian ‘dan naluri alami dalam
diri manusia (Mde add kb A &) <kd) 3 tidaklah baik dan adil jika menekan
atau menghapus naluri tersebut, seperti halnya cinta kepada wanita, anak, emas,

perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. * Sawah ladang dalam

%7 Nazih Hammad, Mu Jam Al-Mustalahat Al-Iqtisddiyah fi Lugah Al-Fugaha’, Cet.1,
(USA : The International Institute of Islamic Thought, 1993), hal. 44-47

* Ar-Riim (30) : 30 Islam agama fitrah, dinamakan demikian karena manusia diciptakan
mempunyai fitrah yang sejalan dengan agama Islam. Lihat Tafsir Al-Qurtubi., X1V : 30

9 Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran (3) : 14 yang berbunyi : G el 05

LN SLAN e G ANy padly L pusd GANy Lailly AN (a5 ol g 100y p LD 0 il g
D 5 e
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bahasa Arab disebut “al-harg” (&), yaitu : biji-bijian yang ditanam oleh para
petani di atas tanah. hadis Nabi menyebutkan 14 (has QS Qs & al “bekerjulah
di muka bumi seakan-akan kamu hidup selamanya”,"® maksud dari kata “kerjalah”
adalah : mereka para petani atau mereka yang kerjanya sebagai pemeriksa, dan
penghitung

Nabi bersabda : Ja 4134 Y} agb cuy VA JAY Y “tiduk masuk ke tempat ini
suatu kaum kecuall masuk dengun yingguh-sungguh’. Kata “Az-zil" adalah apa
yang biasa dilakukan oleh kaum pekérja dengan bercacok tanam, dan bersungguh-
sungguh dalam mendapatkan harta, ‘Paragulama’ mengatakan bahwa ada empat
sifat harta, di mana manusia selalu| éondong kepadanya, seperti emas dan perak
yang condong kepada perdagangan,‘kuda-kuda“pilihan yang condong pada
penguasa, binatang ternak yang condong kepada kaum yang ada di lembah
(padang rumput), sedangkan sawah ladang condong kepada petani sawah. Seluruh
sifat harta tersebut menjadi fitnah' bagi Setiap manusid yang condong kepadanya,
sedangkan wanita dan anak-anakymenjadi filnah'bagi Semid manusia.*!

Harta adalah bagian dari kehidupan dunia, harta sarana untuk memperoleh
kebaikan, sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah baik,
sebagaimana dalam konteks Al-Qur'an :

1 aadd il calddly

* Tafstr Al-Qurtubi., IV : 35

*! Tafsir Muh.Tbnu Jarir At-Tabari, Tafsir A+-Tabari, juz.Ill : 205
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artinya : “ dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada

42
harta’”.

2. Jaed) Ol g CuSenall g oAl g ca S 9 (A LB ik Cpe pld La

artinya : “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberi kepada

ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan

orang-orang yang sedang dalam perjalanan”, kata “al-Khair” berarti

harta, **

Mulia atau hinanya seseorang tidak(pdimifai“dari harta yang dimilikinya.
Harta hanya sebagai ujian bagi hambasNyay apakah mereka bersyukur atau
menjadi kufur, sebagaimana emas|diuji dengan dibakar. Oleh sebab itu Allah
menyebut harta dan anak sebagai fitnah atat’ jir= A aSalgly ash e Ladl ) galei

“Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan™.**

D. Peran Negara dalam Kepemilikan Tanah

Seluruh tanah atau barang yang berhubungan dengan hak kaum muslimin,
tidak masuk ke dalam kepemlikan umum, tetapt masuk pada kepemilikan negara.
Kepemilikan negara seperti milik pribadi, contohnya tanah dan barang-barang
bergerak, apabila suatu benda belum menjadi milik umum, maka dibolehkan bagi

khalifah memilikinya dan berhak memanfaatkannya kepada seseorang Oleh

2 Al Adiyat (100) : 8
# Al-Bagarah (2) : 215

* Al-Anfil (8) : 28 Dan Al-Quran juga menceritakan bagaimana pemilik kebun yang

congkak. Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Cet.1, (Jakarta : Gema Insani Press,
1995), hal. 72-79
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karena barang-barang tersebut milik negara, maka negara memiliki hak untuk

mengelolanya inilah makna kepemilikan oleh negara. Ada beberapa macam

kepemilikan negara terhadap tanah di antaranya :

I.

padang pasir, gunung-gunung, pantai, dan tanah mati yang tidak dimiliki
oleh seseorangpun, apabila seluruhnya tanah-tanah tersebut baik itu telah
lama matt maupun hancur dan tidak ada tanda ditanami, maka
sesungguhnya semua tanahstanah-itu—menjadi milik negara. Dikelola
menurut pandangan dan jjtihad 4Khalifah“~untuk kemaslahatan kaum
muslimin,*”* atau diberikan Kepadas€seprang untuk mengelolanya, dan
menghidupkannya kembali,| berdasarkan sabidd Nabi : akdi a,0a Jgu ¥ ¢
LLED Caa a0 el o D ([ Sestingeihnya Rasul memberi Bilal
sebidang tanah (di lembah) yang mengandung bahan tambang” *®

tanah rawa, yaitt tanah Iémbek-yang"digenangi 4ir, Seperti tanah rawa
yang ada di antara wilayah Kufah.dan"Basrah/Apabila tanah ini tidak bisa
untuk bercocok tanamymaka tanah 1hi termasuk dalam tanah mati. Untuk
mengelolanya serta menanaminya menjadi tanggungjawab baitul mal, dan
menjadi milik negara selama tidak seorang pun yang memilikinya.

tanah kosong, yaitu tanah-tanah taklukan, tanah tanpa pemiliknya setelah

ditinggal, tanah orang yang terbunuh dalam medan perang ataupun lari

* Ijtihad merupakan sandaran hukum ketiga, apabila di zaman sahabat terdapat masalah,

‘Umar dan Abu Bakar bermusyawarah untuk memutuskan masalah tersebut seperti memilih
khalifah, memerangi orang murtad, dan tidak membagi-bagikan tanah taklukkan di Iraq, dan
Syam. Kesepakatan tersebut menjadi hukum yang diikuti oleh kaum muslimin Wahbah Az-
Zuhaili, Usul AL-Figh Al-Islami, juz : 1, Cet I, (Syiria : Dar Al-Fikr, 1996), hal.487

“ Sunan Abi Daud, ”Bab Fi Iqia’ Al-Ardin”, 1V : 173, Hadis no. 3061
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dan perang dan meninggalkannya. Tanah-tanah tersebut diakui milik

khalifah sekaligus menjadi tanggungjawab baitul mal.

4. bangunan-bangunan, yaitu semua istana atau bangunan yang diserahkan
kepada negara di dalam wilayah taklukan, seperti rumah sakit, sekolah,
universitas, pabrik, dan lain-lain, menjadi hak baitul mal dan milik negara.

5. tanah hima (padang rumput), hutan-hutan, dan pertambangan atau mineral.
[slam menganjurkan khalifab”“unfuk ~memperhatikan masyarakatnya, dan

kesejahteraannya, dengan jalan kebaikan meénurtut pandangan dan ijtihad khalifah.
Oleh karena itu negara boleh mempergunakan hak niliknya untuk dimanfaatkan
hingga menambah pemasukan bagi baiful | mal:—dan didistribusikan untuk
kesejahteraan kaum muslimin, *’

Pemanfaatan hak milik negara bukan berarti menjadikan_negara sebagai
pedagang atau buruh, te€fapt sebagal penjaga, maka pemanfaatan hak milik negara
dalam rangka menjaga kepentingan ‘manusia; ‘melaksanakan kemaslahatan mereka.
Adapun cara memanfaatkan hak‘milik.negara dengan jalan sebagai,berikut :

. jual beli atau perdagangan, yaitu benda-benda yang condong kepada
kebaikan untuk dimiliki oleh manusia atau yang bisa dimanfaatkan dari
tanah atau bangunan yang dimiliki negara boleh saja dijual atau
diperdagangkan kepada manusia secara bebas demi kemaslahatan, seperti

untuk mendirikan pasar di dalam kota, perumahan di luar kota, mendirikan

7 Mahmud Abu Saud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, Cet 1, (Jakarta : Gema Insani
Press, 1991), hal 99-100
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gudang-gudang, pagar untuk binatang temnak atau binatang pertanian, dan
lain-lain.

2. memanfaatkan tanah yang ada pohon-pohonnya, baik seluruhnya ataupun
nya saja, mengadakan transaksi bagi hasil, seperti seperempat, sepertiga
atau setengahnya, sebagaimana Rasul memperkerjakan kaum Khaibar, dan

Fidak dengan bagi hasil.

(%]

memanfaatkan tanah pertanian-yang-subur-dengan mengupah para pekerja

untuk menanaminya.

4. menghidupkan tanah rawa, atau {afiah ¥ang digenangi air dengan membuat
waduk, mengain aimya ke |Suatu témpat kefhudian mengeringinya sampai
memungkinkan untuk bercocok tanam:

5. memberikan tanah milk negara kepada kaum muslimin demi
kemaslahatan katm muslinin. "Pemberiartersebut ‘berbefituk umum, yaitu
kepada siapa saja yang| didnggap /dan /dipandang perlu oleh negara,
sebagaimana yang dikerjakan( oleh “Rasul- dans, pard “khalifah setelahnya.
Pemberian boleh saja tanah ‘usyri maupun tanah khardj dan tanah-tanah
yang mirlp dengan keduanya.

6. menghidupkan tanah mati, dengan izin dan motivasi khalifah untuk

menghidupkan tanah tersebut, adalah sebagai penguat bagi kaum muslimin

untuk melaksanakannya, baik itu tanah kharaj, ‘usyri, tanah mati, maupun

tanah rusak atau hancur. *®

* a) Rasul pernah memberi tanah kepada Abu Bakar, Umar, Zubair, dan Vial bin Huja di
Yamamah, b) Beberapa masyarakat di Yamamah diberikan bantuan beberapa tanah tandus, ¢)
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Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan atau
penghasilan, sumber-sumber pendapatan dan penghasilan tersebut untuk
melaksanakan  kewajiban-kewajibannya, misalnya untuk menyelenggarakan
pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, hukum, melindungi
kepentingan matenial dan spiritual penduduk. Sumber utama pendapatan negara
adalah : zakat, barang rampasan perang (ghanimuh). Negara juga bisa
meningkatkan sumber penghasilannya—dengan—mengenakan pajak. Selain barang-
barang yang hilang yang tak berhasill ditemgkan siapal pemiliknya Juga Kekayaan
yang tak bertuan, wakaf, hadiah, dan pungutan.dénda.

Kekayaan negara merupakan kekayaan umum (publik), di mana kepala
negara hanya bertindak sebagai pemegng  amianahl| (caretaker). Negara wajib
mengeluarkannya guna kepentingan publik, dengan syarat tidak secara berlebih-
lebihan atau untuk kemubaziran. Negara=wajib themajukan ekonomi masyarakat,
mengembangkan sistem keamanan sesial.dan/mengurangi jurang perbedaan dalam
distribusi pendapatan. ** Negara harps mengingatkan_kepadd_semua warga negara
untuk meletakkan individu pada dasar tanggung jawab moral dan hukum. Jika

seseorang tidak bisa memenuhi kewajibannya, seperti pelit, malas, egoistik, maka

Rasul memberi rumah kepada Abdullah bin Mas’ud di Madinah. d) keluarga Abu Rafei’ diberikan
sebidang tanah yang tandus di Madinah. Abdul Qadim Zallum, Al-Anowdl Fi Daulah Al-Khilafah,
Cet 1, (Beiriit : Dar Al-Ilmi Lilmalayin, 1983), hal. 91-100

* A.Alslahi, Konsep., hal. 144-145
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negara bisa ikut campur tangan, mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan
tersebut. >

Peran serta negara dalam perckonomian terbatas pada perlindungan
masyarakat dari bahaya, °' kecuali aktifitas ekonomi dalam jual beli dan bertani.
Sesungguhmya jual beli dan penguasa sangat berbahaya bagi negara, karena peran
penguasa bisa menciptakan perbuatan ihtikar (menumpuk harta).”> Adapun unsur-
unsur yang memungkinkan negara untuk—campur—tangan harus berlandaskan Al-
Quran dan Hadis.>® Selain itu negard jugadberhak melakukan intervensi terhadap
hak milik individu demi manfaat yang debih'besarfivaitu :

1. menghilangkan kemiskinan, | sudah menjadi “kewajiban negara membantu
individu agar bisa mandiri; ) Seperti ((Jlarangan atas sistem bunga,
pengembangan lembaga =zakat, kafarat (denda tertentu berupa uang),
sedekah, hibah'

2. regulast pasar, yaitu di mana.fiegara memilikikekuasaan untuk mengontrol

harga atau menetapkantbesarnyd upah pekerja, demi kepéntingan publik.

*® Prinsip untuk mengamankan manfaat sosial yang lebih besar (masalih) dan meniadakan
kemadharatan (mafasid) atau menguranginya semenimal mungkin” lihat Tbnu Taimiyah, Kutub
Rasdil Wa Fatawa Ibnu Taimiyah Fi Figh, Juz 20, hal 192

5! Abu A’la Al-Maudidi, Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam, Cet.1, (Bandung ' PT Al-
Ma’arif, 1980), hal 34-35

*2 Mukaddimah Ibnu Khaldiin, Alih Bahasa - Ahmadie Thoha, Cet III, (Jakarta : Pustaka
Firdaus, 2001), hal. 273

> Pertama, Ali ‘Imran (3) : 110 yaitu : Negara berkewajiban mengajak rakyat untuk
berbuat kebajikan. Kedua, An-Nisa’ (4) : 75, yaitu . Negara dapat menggunakan kekerasan
terhadap orang-orang yang menindas orang lain. Ketiga, perbuatan yang tidak benar apabila
dibiarkan dalam kehidupan masyarakat, maka akibatnya akan menimpa juga kepada anggota
masyarakat yang lain. Lihat HR Bukhari. kitab Bada Al-Wahyi, Bab. Hal Yaqra'u fi Al-Qismati
wa Al-Istifham fihi, Al-Muhaqqiq : Musthafa Dib Al-Bagha, Cet. 11, (Bairiit : Dar Ibnu Kagir Al-
Yamamah, {987) II : 882 Hadis no. 2361
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3. kegiatan moneter, yaitu mengontrol ekspansi mata uang dan untuk
mengawasi penurunan nilai uang. Nabi melarang setiap muslim merusak
nilai mata uang tanpa alasan yang kuat, larangan itu meliputi individu
maupun negara.

4. perencanaan ckonomi, yaitu pengembangan dan kemandirian ekonomi
merupakan prasyarat penting bagi stabilitas negara. Sebagai salah satu cara

yang efektif untuk mencapainya-adalah-melalui perencanaan ekonomi.>*

E. Urgensinya Kepemilikan Tanah

Dalam usaha mencari kemakmuran,| manusia di antaranya berhadapan
dengan alam yang kikir dan tidak, memberi begitu/ saja segala sesuatu, hanya
sebagian kecil dari apa_yang diperlukan. dapat diperoleh sebagai.anugerah alam,
kebanyakan barang harus diperoleh dengan usaha dan pengorbanan. Usaha-usaha
untuk memperoleh barang-barang’ inilah yang lazimnya discbut : “Produksi”. Jika
demikian halnya, maka produksi-itv—adalah ‘sumber’ kefiakmuran masyarakat.
Mengingat kenyataan ini sudah selayaknya sumber kemakmuran yang bernama
produksi ditinjau lebih dalam, dengan mengenal berbagai jenis faktor produksi,
seperti : tanah, buruh, modal, dan organisasi yang sangat membantu dalam proses
produksi itu sendiri.

Tanah termasuk segala segala sesuatu yang ada di permukaan bumi,

seperti gunung, hutan, bahan galiantambang dan kekayaan laut, serta di atas

** A A Islahi, Konsep., hal 225-233
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permukaan bumi seperti hujan, angin, keadaan iklim, geografi dan sebagainya >
Tanah, di mana orang dapat bercocok tanam, memelthara hewan, berdiam,
mendirikan rumah dan perusahaan, menggali logam, pelikan-pelikan (barang
tambang), dan sebagainya guna memuaskan kebutuhan manusia. Kodrat lain yang
ada pada alam seperti panas, dingin, dan lain-lain merupakan sumber pokok dari
segala sesuatu yang dibutuhkan orang dalam usaha produksi ke arah
kemakmuran.*®

Pada hakekatnya seluruh alant ini berperan memberikan faedahnya kepada
manusia. Jadi mereka boleh menggunakan®sumber yang tersembunyi dan
berpotensi untuk memuaskan kehendaknya | Beberdpa fungsi tanah yang dapat
membantu manusia dalam menghasilkan hatta, ‘antaratain :

I. bumt (permukaan tanah), ialah faktor produksi paling penting bagi manusia
sebagai sumber~yang ‘fetap untuk ‘meménuhi kepérluan“yang senantiasa
bertambah. Jika daya distribusi..tandh=rendah\akibat penggunaan yang
intensif, maka digalakkan usalianya' dehgam mencari{manfaat baru dengan
meningkatkan  kesuburan tanah supaya memperoleh manfaat yang
dijanjikan. >’

2. mineral, ialah benda padat homogen bersifat takorganis yang terbentuk

secara alamiah dan mempunyai komposisi kimia tertentu, jumlahnya

%5 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Penerjemah Sceroyo, (ed.) H M Sonhadji,
Jilid 2, Cet.I, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.241

% Kaslan A Tohir, Ekonomi Selayang Pandang, Cet .11, (Bandung : Vorkink-Van Hoeve,
1958), hal 35

*7 Al-Baqarah (2) : 36, Had (11) : 6
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sangat banyak, misalnya tembaga, emas, intan, besi, dan pelikan.’®
Maksudnya, bahwa sesuatu yang tumbuh atau muncul dari dalam tanah
untuk kegunaan manusia.”

. gunung, ialah bukit yang sangat besar dan tinggi, ® gunung-gunung
tersebut berfungsi sebagai penadah hujan dan menjadi aliran sungai-sungai
yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. ©*

. hutan, ialah tanah yang luas yang—ditumbuhi pohon-pohon atau tumbuh-
tumbuhan,”* yang mana hutanl dapatd membefikan bahan apl, bahan-bahan
mentah untuk industri kertas/rdamar, perkapalan, dan lain-lainnya kepada
manusia. **

. hewan, ialah makhluk hidup- yang ‘dapat=bérgerak, tetapi tidak dapat
berpikir.®* Mereka mempunyai berbagai kegunaan yang penting bagi
manusia, sepefti “memberikan—daging, “susu, dan lemak” untuk tujuan

ekonomi, industri, dan perhiasan)®

38 Depdikbud, Kamus..... ., hal 656

* AL-Hadid (57) : 25

* Depdikbud, Kamus. .. ..., hal.330

' Al-Hijr (15) : 19-20, An-Nazi’at (79) : 32-33
%2 Depdikbud, Kamus. .. ..., hal 362

%' An-Nir (24) : 35, Al-Mu’Minin (23) : 20

64 Depdikbud, Kamus. .. .., hal. 348

* Thaha (20) : 54, An-Nahl (16) : 5-8, 14, 66, 68-69, Al-An’am (6) : 38,

45



6. iklim dan hujan, iklim ialah keadaan hawa (suhu, kelembapan, perawanan,
hujan, dan sinar matahari) pada suatu daerah® Semua Keadaan geografi
termasuk iklim, hyan sangat menentukan jenis dan cirt tanaman yang bisa
ditanam atau tumbuh.®’

Para pakar ckonomi selalu menempatkan tanah sebagai sumber produksi
utama dan segala sesuatu yang dibutuhkan orang. Kedudukan tanah sungguh
besar pengaruhnya dalam pertanian, peternakan—penkanan, dan kehutanan. Tanah
dan iklim adalah faktor yang dapat menéntukan“bentuk dan corak tanaman.
Gambaran kedudukan ekonomis dari tanah dapatidilihat dalam skema berikut ini -

Sumber-sumber ekonomi primer tersebut di ‘Regara manapun dan apapun
Jenisnya, sistem yang diterapkan selahuberkisar| padd tanah, tenaga, modal, dan
organisasi, baik negara maju, berkembang, maupun negara kaya®® Contohnya
dalam perusahaan pertamian di' Amerikas- tidak ‘kurang 'ddri 704=% dari harga
perusahaan adalah berupa tanah. Lebihdkurang®10y3 /%% terdiri dari ternak. Di Eropa
Barat tanah merupakan lebitwkurang( 57) %%\ dari~ harga périsahaan seluruhnya.
Sedangkan di Indonesia harga penghasilan petani itu lebih kurang 35-37 % %
harga tanah.

Kedudukan ekonomis dari tanah telah disebutkan dengan berbagai cara,

pertama munculnya benda yang dapat menghasilkan barang keperluan dan

66 Depdikbud, Kamus., hal. 368
®" An-Nahl (16) : 10-11, Al-Wagi'ah (56) : 68-69. Semua fungsi tanah tersebut dapat
dilihat dalam buku Afzalur Rahman, Dektrin...., Jilid 1, hal 226-241

% Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, Cet.1, (Bangil : Al-lzzah, 2001),
hal. 41
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bemilai ekonomi, seperti : biji-bijian (gamdum, padi, kacang, dll).*” Kedua, dapat
didirikan rumah, bangunan, kilang, jalan raya.”” Ketiga, adalah selain berfaedah
bagi manusia tanah juga berfaedah bagi binatang ternak atau hewan untuk mencari

makan dan minum, '

F. Peran Agama dalam Kepemilikan Tanah

Seorang mushim percaya bahwa -agama, [Slam yang dianutnya memiliki
dimensi yang komprehensif antara dimensigspiritual~dan sosial, karena itu ajaran
agama Islam tidak saja mengandung dektnn-doktrin| tentang ibadah dalam arti
ritual keagamaan (shalat, puasa Zzakat, | dan -haji) namun juga perilaku
kesehariannya.” Gambaran dari spinit-I$lam adalah dgar manusia berusaha keras
untuk memenuhi kebutuhannya demi kebaikan dan kebajikan serta bekerjasama
satu dengan lainnya SeCara aktif. Jadi“kegasama ekonomi adalah bagian dari
seluruh kerjasama yang dituntut olehIsldm:"

Islam juga mengatur téntang tanah,| mentiftit AQuran)\tanah, langit, bumi
dan segala isinya milik Allah SWT. Dengan kata lain tanah dan lain-lainnya itu

diperuntukkan untuk umum dan berguna bagi seluruh umat manusia sebagaimana

%? Taha (20) : 53, An-Naz’at (79) : 30-33, ‘Abasa (80) : 25-32

™ AL-Mursalat (77) : 25-27, Az-Zukhruf (43) : 10-12, Qaf (50) : 7-11

"Had (11): 6

7 Thahir Luth, Antara Perut dan Etos Kerja dalam Perspehtif Islam, (Jakarta : Gema
Insani Press, 2001), hal.38-39 dan Musa Asy’ari, Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi
Umat, (Yogyakarta : LESFJ, Institut Logam, 1997 )

7 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Some Aspects of The Islamic Economy, Alih Bahasa
Dewi P.Restiana, Cet.1, {Solo : CV.Ramadhani, 1991), hal. 15-26
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.....

(ini) kepunyaan Allah; dipusakakanNya kepada siupa yang dikehendaki dari
hamba-hambaNya.” * firman Allah dalam surat lain : 439855 plfs ¢y 82725 L o480
Qee I a3 e Artinya : “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Kumukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?”
Dalam dataran sostologis problem yang dihadapi umat Islam adalah sikap
mental yang sering bertentangan depgan—milai-nilai~ajaran agama. Seperti sikap
pasrah tanpa usaha, padahal diasumsikang)bahwaZ usaha seseorang berkaitan
dengan kualitas SDM, dimana SDM mitberkaitan |dengan faktor keyakinan,
pandangan hidup, dan agama yang menjadi|daya pendorong tingkah laku mereka
termasuk di dalamnya perilaku ekonomi.((Rasulullah«memerintahkan umat Islam
supaya bekerja secara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan penghidupan
mereka dari tanah. Rasul/bersabda ¥ clag¥h WS b 100 odbl™Aftinya : “Carilah
penghidupan kamu dari khazanah {(kekayaan)fbumilyargiersembunyi.
Berdasarkan pandangan, hidup, (falsafah’ hidup,~dan dasar hidup seseorang
dapat mempengaruhi bentuk dan cara menjalankan ekonomi, serta pokok-pokok
pendirian ekonomi. Menurut Islam, bentuk dan cara menjalankan ekonomi ada

dua macam : pertama, secara obyektif (kasab), yaitu : mengusahakan,

menghasilkan dan memiliki barang-barang tertentu Kedua, secara subyektif

7 Al-A’raf (7) : 128 Makna bumi dalam AL-Qur'an mempunyai maksud berbeda-beda,
salah satunya adalah tanah.

" AL-Wagqi’ah (56) : 63-64

® Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam., hal 227
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(infag), yaitu :@ mempergunakan, memakai, dan menghabiskan barang-barang
tertentu untuk keperluan pribadi, masyarakat atau negara.’’

Islam memuji orang yang mau bekerja dan berusaha, pujian itu tercermin
dalam sistem pemilikan yang diterapkan. Apa-apa yang ada di langit dan bumi
merupakan sumber rezeki yang terbuka bagi manusia untuk dimiliki, diolah, dan
diperdagangkan. Sumber daya energi yang berasal dani sumber daya alam dan
manusia, jika dikelolah, maka sumber-daya—energi tersebut menjadi hak hak
orang-orang yang mengelolanya.”®

Pengaruh agama terhadap prilaku ekonomi

Individu{-Masyarakat,

—P dan-Negara ¢
Pemahaman Tingkah laku dalam
Al-Our’an &Hadis P heraktifitas ekonomi

Agama tidak “hanya “berupa “refleksi® tingkah "laku ‘t€tapi juga akan
berpengaruh pada aktifitas ekonomi._seseorang ©/ \Tanda panah di atas
menunjukkan pengaruh, yaitth pemahaiman “terbadap “Al-Qdran dan hadis bisa
mempengaruht  individu, masyarakat, negara dan aktifitas ekonomi seseorang,

dimana aktifitas ekonomi seseorang juga bisa dipengaruhi oleh individu,

77 Pokok pendirian ekonomi : a) wajib bekerja, b) mengurangi pengangguran, c)
mengakui hak milik, d) kesejahteraan lahir dan batin, €) iman.

7 M.Dawam Raharjo, Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah
Cendekiawan Muslim, (Bandung : Mizan, 1999), hal 456

7 Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, Translated by Talcott
Parson, (New York : Charles Scribners, 1958) hal.35 juga dalam karya-karya pilihan Weber yang
telah diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Weber memang hebat sebagai pemikir tetapi
dia sangat kurang sebagai penulis.Stanislav Andreski, Max Weber; Kapitalisme, Birokrasi dan
Agama, Alih Bahasa : Hartono, Cet.1, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1989), hal 81, 107, 121
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masyarakat, dan negara. Penelitian-penelitian terdahulu baik lapangan maupun
teks telah membuktikan bahwa peranan agama Islam dapat mendorong kegiatan
perdagangan, baik yang tampak pada prilaku ekonomi pedagang muslim mupun
komunitas kegiatan ekonomi, dan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan
ekonomi yang memungkinkan kegiatan perdagangan berlangsung terus. Pada
prinsipnya Islam tidak melarang, atau pada prakteknya tidak menghalang-halangi,
perkembangan suatu sektor yang dinamakan-sektor-perekonomian Kapitalistik.*’

Dr Eropa sektor perekonomian gtélah bérkembang sedemikian rupa
sechingga menghasilkan apa yang disebut Kapitalisme modern atau formasi sosial
ckonomi kapitalis. Akan tetapi perkembangan| semacam ini tidak terjadi di dunia
Islam sampai abad ke 19, Perkembangan( ini (bukari karena agama Islam atau
ideologi Islam yang kurang mendukung evolusi dibanding agama lain. Pendapat
umum mengatakan sebabnya ‘adalah stkap "acuh “tak ‘acuh ‘dan® orang-orang Islam
berdasarkan suatu fatalisme (keyakinan.bahwa“\segala \kejadian di dunia karena
telah ditakdirkan atau sudah“npasibnya begity), "mungkin jiga disebabkan faktor

biologis atau fator rasial sebagaimana kasus yang dibahas Max Weber. *'

* Fungsi agama terhadap ekonomi telah dibuktikan tiap tahunnya, seperti penelitian Max
Weber tahun 1930, Robert N.Bellah “Tradisi Agama Tokugawa di Masyarakat Jepang”, Lance
Castles “Religion, Politic and Economic Behavior in Java - The Kudus Cigarette Industry”, tahun
1968. Clifford Geertz : “The Religion of Java”, tahun 1976, Alatas S.H. : “The Myth of The Lazy
Native”, tahun 1977, Dawam Raharjo “Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi”, tahun 1999,
Muh.Sobary : “Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi”, tahun 1999, semua menyimpulkan, bahwa
ada korelasi positif antara tingkat pemahaman keagamaan dengan perilaku ekonomi seseorang.
tetapi keyakinan terhadap agama bukan jaminan seseorang itu lebih baik dalam kepemilikan dan
pengelolaan tanah.

81 Maxim Rodinson, Islam dan Kapitalisme., hal. 132-181.
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BAB III

KEPEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM

A. Sejarah Kepemilikan Tanah

Awal sejarah kepemilikan sama dengan awal manusia itu sendiri. Banyak
teori untuk memahami asal mula terjadi kepemilikan, yang pasti bahwa manusia
tidak terlepas dan kepemilikan, sebab—dengam—hak memiliki manusia dapat
menyambung hidup. Adapun sejarah kepémilikan tanah di era Islam telah
berkembang bersama munculnya |[Slam, tetapt pemikiran tersebut tersebar di
berbagai sumber berbeda, seperti syariat [slam yang-beérsumber dari Al-Qur'an dan
Sunnah serta sumber-sumber lain, hal:itu dapat/diteranigkan berikut ini :

1. Kepemilikan tanah pada masa pemerintahan Rasulullah saw.

Semua tanah yang " ditaklukkan “dengan kekerasan atau tanpa
kekerasan di masa Rasulullah’menjadr-mihkvhegara, dan Rasul membagi
tanah tersebut di kalangan kaum muslimin dan| sebagian tetap menjadi
milik negara. Semua kekayaan dan tanah, diakui sebagai milik negara dan
Rasul sebagai pemimpin negara Islam, diberikan hak sepenuhnya untuk
mengatur kekayaan dan tanah tersebut demi kepentingan masyarakat.

Tanah di Banii Quraisy dan Bana Kanuka yang ditaklukkan dengan
kekerasan, dan tanah Banii Nazir, Fidak serta Raim yang takluk tanpa
peperangan, semuanya adalah tanah yang dibagikan di kalangan kaum
Muhidjirin dan Ansar yang miskin. Tanah-tanah di khaibar yang

ditaklukkan dengan kekerasan dibagi menjadi 36 bagian, 18 bagian di
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antaranya disimpan oleh khalifah untuk menanggulangi biaya-biaya
negara, sedangkan 18 bagian lainnya dibagi di kalangan kaum muslimin,
Dengan demikian seratus orang mendapat bagian masing-masing. Tanah di
Fidak diperuntukkan bagi Rasulullah sebagai pemimpin negara Islam
untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran pribadinya dan negara. Tanah
di Wadi Al-Qura menjadi milik negara, tetapi dibiarkan ditempati
penduduk setempat dengan” maksud ,agar“diolah, sebagaimana yang
dilakukan orang orang Yahudi digKhaibar—Tanah-tanah di Yaman dan
Hadramaut juga dijadikan milik“negarasdan”Rasul, tanah-tanah tersebut
dibagtkan kepada rakyat sebagai bantuan. Selain itu semua kekayaan dan
tanah di Makkah yang diperoleh melalui|peperangan juga dikembalikan
kepada penduduk asli. '

Jelaslah, Kira-kira satu juta hektar tanah menjadi milik negara Islam
selama masa pemerintahan Rasululiah saw’, tdnah-tanah yang ditaklukkan
dengan kekerasan di bagi_dikalangan ‘para_muhajirins-dan yang diperoleh
tanpa peperangan dianggap sebagai milik negara dan Rasul yang memiliki
hak penuh atas tanah-tanah tersebut. Apabila ada tanah-tanah yang berada
di wilayah yang direbut negara Islam yang kemudian diminta oleh
penduduk aslinya yang telah memeluk Islam, seperti di Hammah,

Hadramaut, Oman dan lain sebagainya atau milik orang-orang Nasrani

U Gy il J g Yponad dgony (0 K1 ol L il sy JS00 30y B e gl Tl B Jgeas

Cuadenal Cua “Rasul menaklukkan Khaibar dengan kekerasan sedangkan hartanya sebagaimana
dijanjikan 1/5 untuk Allah dan Rasul sedang sisanya untuk kaum muslimin”. Lihat Muh.Ibn Jarir
At-Tabari, Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, juz : II, Cet.I, (Beirit : Dar ‘Imi Al-‘IImiyah, 1407),
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atau para penyembah api yang telah menyetujui untuk membayar pajak,
maka negara akan membiarkan tanah tersebut dipegang oleh penduduk asli
untuk diolah sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan
tanah tidak bertuan yang pemiliknya terbunuh atau melarikan diri dari
medan pertempuran diambil oleh negara Islam dan menjadi tanah negara,
sebagian dari tanah ini dibagikan di kalangan para pejuang.’
2. Kepemilikan tanahk masa pemerintahan Abu-Bakar

Pada masa ini, sistem{pembéfian bantuan berupa tanah itu tidak
berubah, beliau memberi bantuan Kepada orang-orang yang membutuhkan
dan mengambil alih tanah#tanah| dari orang-orang yang murtad. Hak
kepemilikan dalam meraup-keufitungan/dafi tanah-tanah yang tadinya
adalah milik mereka dihentikan oleh khalifah, sebagaimana diceritakan
oleh Tabrani bahwa orang-orang murtad~Semakin banyak bermunculan,
ketika keamanan telah pulih,.8eperti/penduduk ‘Banii Talibah yang dahulu
tinggal di kawasan “tersebuf datang kembaliy unfuk mendiami rumah
mereka, akan tetap: orang yang sedang menempati rumah mereka tidak
membenarkan mereka berbuat demikian. Kemudian mereka datang kepada
khalifah Abu Bakar di Madinah untuk bertanya mengapa mereka dihalangi
untuk menempati tanah mereka? Abu Bakar menjawab : kamu berdusta,
milik kamu atas tanah tersebut telah berakhir. Kini tanah tersebut menjadi

milikku dan akan kumanfaatkan (sebagai pemimpin negara Islam).”

2 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa Soeroyo, Jilid 1I, Cet.1,
(Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 318-319
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Selanjutnya beliau menjadikan tanah-tanah tersebut padang rumput untuk
tempat merumput kuda-kuda milik orang-orang Islam.’
3. Ijtihad ‘Umar mengenai Kepemilikan Tanah

Di masa khalifah ‘Umar, Syiria dan Iraq telah ditaklukkan kemudian
kaum muslimin menginginkan pembagian tanah-tanah tersebut di
kalangan para muhajinn. Berdasarkan Ijtihad * dan saran mu’az bin Jabbal,
‘Umar pun tidak membagikanpya Sebab\ jika tanah-tanah tersebut
dibagikan, maka akibatnya pendudiik! Syiria—dan Iraq akan menjadi benci
kepada mereka, sejumlah besar‘kekayaan akan menjadi milik beberapa
orang saja. Apabila merekasmeninggal, maka kekayaan tersebut akan
terbatas pada sekelompok Orang-orang tertemtu, dan generasi yang akan
datang tidak akan memperoleh apa-apa lagi.

Ketika beberapa keluarga muslim menuntut pembagian tanah, Umar
berkata : “Seandainya saya~tidak ‘memikirkan tentang generasi Islam
setelah kita niscaya “saya ‘akan membagikan (setigp wilayah yang
ditaklukkan kepada para mujahidin sebagaimana khaibar yang telah
dibagikan oleh Rasulullah saw”. Di saat ‘Umar mengkonsultasikannya
kepada beberapa sahabat dari kalangan Muhajirin dan Angar, Sebagian

sahabat menuntut pembagian tanah-tanah tersebut, tetapi ‘Umar menjawab

? id , hal.319-320

* [jtihad dari (%) artinya : usaha sungguh-sungguh atau kekuatan dan daya upaya.
Maksudnya mencurahkan segala usaha dalam pekerjaan apa pun. Menurut istilah : usaha
mendapatkan hukum syar’i dengan jalan istinbat atau mengambil instinbat hukum syar’i dari dalil-
dalil secara rinci. Lihat Sya’ban Muh. Isma’il, Usul Figh Al-Muyassar, Juz : 1, Cet.1, (Kairo : Dar
Al-Kitab AL-Jami’l, 1994), hal 424425
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“Negara yang ditaklukkan setelah masa pemerintahanku tidak
mendatangkan manfaat yang besar bahkan akan menjadi beban bagi
kaum muslimin. Jika tanah Iraq dan Syiria dibagi. “Lalu bagaimana
mempertahankan daerah-daerah perbatasan? Apa yang akan diberikan
kepada anak-anak dan para janda di Syiria, Iraq, kota ini (Madinah) dan
kota-kota lainnya 77

Banyak orang tidak sefujucdengan ytihadnya ‘Umar, Pandangan
sepihak ini dikenal dengan istilah fighVjzhad fardi (s $4=a) dari diri
‘Umar, sedangkan sahabat mierasa,bahwa harta rampasan itu merupakan
anugerah Allah kepada mereka atas kesediaan mereka mengangkat
pedang. Selanjutnya ‘Umar‘mengitim’|sepuluh orang dan kaum Ansar,
lima di antaranya pemimpin dari al-Khardj dan lima lainnya dari al-*Aus
yang mempunyai pengalaman cukup dalam masalah pertanian.

Dalam musyawarah" térsebut= “Umar” bérpendapat bahwa : betapa
pentingnya para pejuang_untuk/pertahananegaris/depan dan serangan
musuh-musuh, yang siaga setiap saat untuk melindungi kota-kota seperti
al-Jazirah, al-Kiifa dan Bagra, mereka seharusnya diberi upah untuk
menghidupi keluarga mereka. Jika semua tanah dibagi kepada orang-orang
tertentu, maka dari manakah akan diperoleh bantuan untuk membayar

mereka. Akhimya semua kaum Angar dan Muhdjirin sepakat dengan

* Ijtihad fardi ialah : mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, mengetahui hukum-
hukum syariat, bagian-bagiannya dan cara menetapkannya, mengetahui dalil umum dan khusus,
tahu cara istinbat qa’idah, hukum, usul seperti . qiyds, istihsan, perkataan sahabat, syariat sebelum
kita, istishab, dan lain-lain. Lihat wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami, Juz : V1, Cet.III, (Syiria
- Dar Al-Fikr, 1996), hal 653
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pendapat sayyidina ‘Umar. Kesepakatan bersama ini dikenal dengan
ijtihad bersama (Slaall sgsal) ©
Kesepakatan kaum Angsar dan Muhajirin, diaplikasikan ‘Umar
dengan menjadikan tanah dari negara-negara taklukan sebagai milik
negara dan dibiarkan tetap dihuni oleh penduduk aslinya dengan syarat
membayar ongkos tanah sebagai imbalan (kharaj) kepada khalifah.” Salah
satu alasan yang mendasan pendapat ‘UJmar adalah :
4 gy Bl B 8 5 S N 9\ S adlllBn st g Lad agia 4L o) Ao 409 508 Tag
Ll O (o0
Artinya : “dan apa saja harta rampasan{fa-l) yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) jmereka,maka untuk mendapatkan
itu kamu tidak mengerahkan sesekkor kudapun dan (tidak pula) seekor
untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya
terhadap siapa yang dikehendaki=Nyd.™ Dengan dasar inilah semua tanah
dalam negara-negara taklukan dijadikan milikaumum:
Dengan demikian ‘Umar telah berhasil meyakinkan para sahabat dan
kalangan muhajirin dan ansar. Di antara alasan ‘Umar lainnya, yaitu :

karena persediaan tanah tidak sama dengan faktor-faktor produksi lainnya,

¢ Jjtihad jama’i ialah : berkumpulnya atau bersepakatnya para pemikir dalam

memutuskan masalah, untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, demi kebahagiaan dunia dan
akherat, seperti : mengenai hukum, memilih pemimpin dan ulama, mengenai kemasyarakatan, dan
ekonomi. Keputusan tersebut harus bersandar kepada nash atau kemaslahatan. D1 dalamnya bukan
hanya ulama tetapi termasuk orang-orang awam. lihat fbid , hal 652

7 Afzalur Rahman, Doktrin ..., hal 320-323

¥ Al-Hasyr (59) : 6-10 Ayat-ayat ini berhubungan juga dengan desa-desa dan kota-kota

lainnya, serta harta rampasan dan kebutuhan generasi setelah mereka.
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sifatnya terbatas dan tidak dapat di perbanyak. Jika kepemilikannya
mutlak diberikan kepada para pejuang, maka generasi mendatang akan

kehilangan kesempatan memanfaatkannya.’

4. kepemilikan Tanah Masa Pemerintahan Khalifah Usman dan Ali

Setelah ‘Umar, ‘Usman dan ‘Ali menjalankan kebijakan yang sama
terhadap tanah-tanah dalam negara-negara taklukan. Mereka menyatakan
bahwa semua tanah menjadi/milik negara dah tidak dibagi di antara para
pejuang. Selain itu Imam Abu-Hanifah berpendapat sama, bahwa tanah itu
menjadi milik bangsa, dengan mengatakan<: |“Semua hal-hal yang ada
dalam negara Islam itu berala di bawah kekuasaan masyarakat muslim”.
Demikian juga imam Abu Ydsuf) mengakui bahwa negara menjadi satu-
satunya pemilik semua jenis_tanah dan memungut sewa_dari tanah yang

dimiliki oleh semua warga muslim."

B. Konsep Kepemilikan Tanah dalam Islam

Sejumlah prinsip dasar yang berhubungan dengan hak kepemilikan dapat

disimpulkan sebagaimana berikut :

1.

kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah Allah.
Secara alamiah, hak-haknya ditentukan oleh batas-batas yang diganskan

oleh Allah dan harus digunakan menurut apa yang diperintahkan-Nya.

? Kasus ijtihad ‘Umar ibn Khatab dalam masalah tanah, beliau sangat mempertimbangkan

kemaslahatan dalam menangkap makna dan semangat ketentuan keagamaan Nurcholish Majid,
Islam Doktrin dan Peradaban, Cet IV, (Jakarta : Paramadina, 2000), hal.390-406.

'° Afzalur Rahman, Doktrin..... ., hal.318-327.
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Merupakan kewajiban jika Allah berkehendak maka harus dilaksanakar
dengan tulus. Sejumlah contoh dari orang-orang yang mementingkan
dirinya sendiri atas timbunan harta bendanya justru menyimpang dari yang
maha berhak, seperti rakyat Syu’aib : “Mereka berkata : hai Syuaib’
Apakah hakikat shalatmu ini menimbulkan gagasan kepadamu supaya
kami  meninggalkan  kebiasaun  peribadatan  leluhur  kami,  atau
menghentikan kegiatan pengolahan harta benda kami menurut sistem
kami sendiri?” "' menuntut| Hak béfbuat apa \yang dunginkan terhadap
kekayaan seseorang merupakan kesombengan yang besar, sama dengan
menuntut kesamaan status yang dimiliki Allah;

. hak kepemilikan bukan sama'sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan,
mengingat dasar dalam hidup sesecorang. Kekayaan adalah harta untuk
tujuan hidup, hatta dapat menolong manusia melaksanakan kewajibannya
dengan sempurna dan mendapatkan-kesejahterdan dalam kehidupannya. '
secara alamiah hak|pemilikan ‘dan’ kebutuhan.umat/manusia yang berupa
karunia alam dan barang-barang duniawi bisa didapatkan oleh semua
orang. Oleh sebab itu mereka tidak boleh berlaku sebagai monopolitan di
antaranya. Sabda Nabi : “tidak beriman salah satu di antara kamu sampai

la mencintai saudaranya atau tetangganya sebagaimana ia mencintai

"Had (11): 87

'2 An-Nisa’ (4) : 5, dan Al-Anfal (8) : 10
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dirinya sendiri” ' Terakhir yang dapat dicatat tentang pendekatan Islami

pada hak-hak pemilikan yang disimpulkan ialah semua kekayaan, hak

kepemilikan, dan kegunaan dari hak kepemilikan merupakan bentuk suatu

ujian atau cobaan alami."

Apabila kepemilikan dipandang darn sudut sosial, maka kepemilikan bisa
berkarakteristik individu, kolektif, dan negara, hal ini merupakan prinsip ilmiah
dan dapat dijelaskan sebagai berikuty

1. individu, masyarakat, dan negara akén menuntut hak-hak pemilikan dalam
kaitan yang dibertkan kepadanyass”Dengan menghilangkan hak
memperoleh, memiliki, dan ‘mengatur matéti | sumber penghasilan akan
membahayakan fungsi-fungsi, pénting” yang harus mereka lakukan, dan
berakibat tidak seimbang.

2. hak-hak pemilikan dari ketiganya selain tidak boleh mendatangkan
ancaman atas tindakan yang dilaktikan salah satunya. Hak-hak individu
tidak boleh merusak kepentingan.sosial‘atau.menghanctrkan fungsi-fungsi
negara, negara tidak boleh mengambil atau membatasi hak-hak individu
tanpa proses hukum yang berlaku dalam Islam.

3. negara Islam mempunyai suatu yurisdiksi terhadap hak-hak individu,
yuridiksi ini secara fungsional tergantung pada nilai-nilai dan tujuan yang

dimuliakan Islam. Intervensi negara harus dirancang berdasarkan

" HR.Muslim. kitab AL-Iman bab Ad-Dalili ‘Ala Anna min khisali Al-Iman, Hadis no. :
1743.

' Muhammad Nejatullah Siddiqi, Aspek-Aspek Ekonomi Islam, Alih Bahasa - Dewi
P.Restiana, Cet.1, (Solo : CV.Ramadhani, 1991), hal. 42-45
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keinginan untuk melaksanakan hukum Islam dan memajukan derajat
kebaikan individu dan masyarkat.

4. individu-individu tidak boleh mendendam pada intervensi negara yang
berdasar dan sesuai dengan hukum Islam serta ditujukan demi
kesejahteraan masyarakat, '° sebagaimana dalam Al-Quran dan Hadis.
Mengenai Konsep Kepemilikan Tanah, Islam telah mensyari’atkan

hukum-hukum khusus bagi tanah. Isldm menjadikan kepemilikan tanah itu dengan
sebab membeli, warisan, hibah, menghidupkan tanah mati (memproduktifkan
tanah terlantar), memagan tanah,| dan“pemberian®negara secara cuma-cuma.
Rincian konsep tersebut sebagaimanaberkut imi :

a. Menghidupkan Tanah mati (<4 sl yaitu ” apabila ada seseorang yang

menghidupkannya, maka tanah itu menjadi miliknya, sesuai sabda Rasul: (=

> Muhammad Nejatullah Siddiql, Aspek-Aspek/Ekonomi Islam., hal 60-61.

S a) tujuan (pemuasan/kesejahteraan), b), prinsip. atau.motif {usaha mencapai hasil ye
sebesar-besarnya dengan tenaga atau| ongkos yangh sekecil-kecilnya/dalam waktu sesingkat-
singkatnya.). Hubungan manusia dengan benda™ 1) seluruh alam semesta mutlak milik Allah, 2)
manusia diberi hak untuk mengola dan mengambil faedah dalam batas tertentu, 3) hak
memanfaatkan dan mengurus diimbangi dengan kewajiban agar terwujud kebaikan dan
kemakmuran bersama, 4) menggunakan sesuai kehendak-Nya sebagaimana al-Quran dan Hadis.
Kesimpulannya : (a) tidak diakui hak milik seseorang secara mutlak (b) adanya jaminan hukum
dalam masyarakat untuk damai hidup bersama. Jika hak milik diperoleh secara halal, berfungsi
sosial. Cara memperoleh hak milik : (1) usaha yg halal, (2) pewarisan. ( 3) hibah.

Usaha yg dilarang ialah : 1. merampas harta orang lain, 2. mencuri, 3. menipu, 4.
penggelapan, 5. memakan riba, dan lain-lain. fungsi hak milik ialah : a) tidak boleh ditimbun saja
tanpa ada manfaatnya bagi orang lain, b) tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya saja, c)
diantara harta orang kaya ada hak orang miskin, d) harta warisan harus segera dibagi kepada yang
berhak. Cara memanfaatkan hak milik ialah : 1. tidak boleh boros dan kikir, 2. hati-hati dan
bijaksana dalam memanfaatkan harta, 3. salurkan melalui lembaga yang telah ditentukan (sedaqah,
infaq, hibah, qurban, zakat, wakaf) lihat Muhammad Daud Ali, Sistern Ekonomi Islam Zakat dan
Wakaf, Cet. 1, (Jakarta : Ul-Press, 1988), hal 17-28

7 slyal : membuat sesuatu itu hidup. <dsal : tanah yang kosong dari bangunan dan
tempat tingggal. Maksudnya tanah mati adalah : tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah
dimiliki seseorang; tidak tampak adanya bekas sesuatu seperti pagar, tanaman budidaya,
bangunan, dan lainnya. Tidak ditemukan adanya seseorang yang memiliki atau memanfaatkannya.
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Al b Laj Gal artinya : “Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka
tanah itu menjadi miliknya”'® s Gal sgd Y Gl Laj ee 0 artinya :
“Siapa saja memakmurkan tanah yang tidak dimiliki siapa pun, maka dia
berhak atas tanah itu.”" 4 3l pgd o g a8 g 2 B e Lisd 1 gl a8 Wil artinya
“Kaum manapun yang menghidupkan sesuatu dari bumi atau mereka
memakmurkannya, maka mereka berhak atasnya.”

memagari (3) % yaitu : menCegah| orang lain menghidupkan tanah mati
tersebut. Setiap sesuatu yang cmenufijukkan ratas pembatasan tanah dan
pemisahan dani yang lain dengan batas-batas tertentu dianggap memagari.
Memagari tanah sama seperti |menghidupkan tanah. Memiliki tanah hanya
dengan meletakkan sesuatu yang dapat membatasinya, seperti batu dan yang
lainnya. Al-muhtajir memiliki tanah yang dipagan segera setelah terjadinya
pemagaran, sesuai sabda Rasul : 4 43 ga} & taila Blaj Ga artinya : “Siapa

saja yang membatasi tanah dengan dinding, maké ia berhak atas tanah itu.**!

Menghidupkan berarti memakmurkannya, yakni menjadikan layak untuk lahan pertanian, seperti
peranaman pohon, membuat bangunan di atasnya, atau membuat seseatu apapun yang
menunjukkan atas pemakmuran tanah

'* Abu Daud, Sunan Abi Daud, “kitab Taharah”. “bab Fi Thya Al-Mawat”, (ttp : Dar Al-

Fikr, ttt), IIT : 178, Hadis no. : 3073.

' Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Mesir : Mu’assasah Qurtubah, ttt),VE : 120,

Hadis no. | 24926.

* Tahjir adalah : membuat batas-batas tanah yang menunjukkan atas paembagian tanah

dan membatasinya dengan batas-batas tertentu, seperti menaruh (membuat) bebatuan,pagar,
dinding, atau tiang-tiang dari besi, kayu, atau balok, atau yang sejenis dengan itu di seputar tanah.
al-muhtajir ialah : Orang yang memagari.

21 Ahmad Tbn Hanbal, Musnad Akmad., V - 21, Hadis no. : 14556
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A ggd p s Je Bl g artinya ; “Siapa saja yang membatasi dengan sesuatu,
maka ia berhak atasnya.”*

Menghidupkan dan Memagari keduanya menjadi sebab kepemilikan
tanah. Untuk memiliki tanah dengan cara ini tidak perlu izin negara. Jika
seseorang menghidupkan tanah mati atau membuat batas-batas sekitarnya,
maka dia berhak memilikinya tanpa perlu minta izin kepada negara secara
mutlak.

(sWa®y)) al-iqta’ secara bahasa-beraifi memberi hak milik dan memberi
manfaat,” seperti tanah yangdibemkan negara kepada individu secara
gratis.”* Tanah al-iqta’ adalah tadgh hidup, tetapt.tidak ada pemiliknya. Tanah
al-igtha’ tidak dapat dimiliki kecuali/ kepemilikan dari negara. Rasul telah
memberi tanah dengan cuma-cuma_kepada_Abu Bakar, dan..Umar. Tanah
yang diberikan negara kepada salah seorang di antara rakyat dinamakan al-

1qta’, al-1qtd’ ini hukumnya mubah déngan dalil perbuatan rasulullah saw.

Tanah yang diperoleh (dimiliki)-sebab ‘igsa- rahyir, danvihya ' sama seperti

tanah yang dimiliki dari pembelian, warisan, dan hibah. Hukum-hukum semacam

ini tidak terdapat pada selain tanah. Tanah yang diperoleh dengan salah satu cara

di atas memaksa pemiliknya agar mengelolanya. Berarti pengelolaan tanah

% Ibid , Hadis no. 19271
* Nazth Hammad, Mu 'jam Al-lqtisadiyah. ..., hal 67

* Tanah al-igta’ adalah tanah yang sudah dihidupkan, tapi tidak ada pemiliknya. Dengan

demikian negara yang memilikinya, tanah ini tidak dimiliki dengan (sebab) menghidupkan dan
tidak pula sebab memagari, sebab tanah itu bukan tanah mati, selama sebelumnya sudah ditanami.

@ 4abll - memberikan kepadanya hasil dari tanah itu. Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-
Munawir., hal. 1134
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merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepemilikannya.”” Sebagaimana
sabda Rasul :

3> 23aal paily A (o Aaa Q) Lal (e (gns (0 S S Al gl g b gl Y g8

e B0 1y

artinya : “Sebelumnyu tanah itu milik Allah dan rasuinya, kemudian setelah iru

milik kalian. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi

miliknya. Dan tidak ada hak bagifyangsmemagari setelah (menelantarkannva)
selama tiga tahun.”*

[ni menunjukkan bahwa pemilik fanah-dipaksa agar mengelolanya. Jika ia

tidak bisa mengelolanya, maka /& diberl \waktu tiga tahun. Jika ia tidak

mengelolanya sampai tiga tahun, maka negara mengambilnya dan memberikannya

kepada yang lain, sebagaimana yang dilakukan khalifah ‘Umar terhadap Bilal bin

Haris Al-Muzni, * hal tersebut dilihat dan didengar oleh para sahabat, namun

% Jika pemilik tanah mengabaikan (dan menyia-fiyiakaitanal_selama tiga tahun, maka
tanah itu diambil dengan paksa (oleh negara/khalifah) dan diberikan kepada orang lain.
kepemilikannya menjadi batal, ia dipaksa melepaskan tanah tersebut. Dalil-dalil lain yang
menunjukkan dan menguatkan pendapat ini diantaranya kritikan Umar kepada beberapa orang dari
Muzainah atau Juhainah yang telah mengabaikan tanahnya lebih dari tiga tahun, lihat dalam kitab
Muh.Ibn Qudamah al-Muqaddasi, AL-Mugni, Cet.1, (Beiriit : Dar Al-Fikr, 1405 H), V, hal.332.
Ketika Umar mengambil sebagian lembah yang tidak dikelola Bilal Lihat Abu Bakar al-Baihaqi,
Sunan Al-Baihagi AlLKubra, “Bab Man Aqua'a Qthi'atan aw Tahjiru Ardan Suma Lam
Ya'maruha aw Lam Ya'maru Ba’'duha” al-Muhaqqiq : Muh. Abdul Qadir ‘Atha (Makkah al-
Mukarramah : Maktabah Dar Al-Baz, 1994), V1 : 148, Hadino. 11604

 Ala ad-Din al-Kasani, Badai’As- Sana’i, CetII, (Bairit : Dar Al-Kitab Al-‘Arabi,
1982), Juz VI, hal 194 lihat dalam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Bab Fi Thya Al-Mawat, III : 178,
Hadis no. 3073.

" Bilal bin al-Haris al-Muzni datang kepada Rasul lalu meminta sebidang tanah
Kemudian Rasul memberinya tanah yang sangat luas. Ketika khalifah ‘Umar, beliau berkata
kepada Bilal : “Engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada dalam kekeuasaanmu. Bilal
menjawab : “ya" ‘Umar berkaia : lihatlah, mana di antara tanah itu yang mampu kamu garap,
maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, maka serahkanlah kepada kami, dan
kami akan membaginya kepada kaum muslimin. Demi Allah, kamu harus melakukannya.
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tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya. Padahal kalau dilihat sepintas,
tindakan ‘Umar itu perlu diingkari, sebab ‘Umar mengambil kepemilikan orang
Islam dengan kekuatan (paksa). Tindakan ‘Umar dan diamnya sahabat sebagai
ijmad’ yang merupakan dalil syara’. Dengan demikian, hadis dan ijma’ sahabat
(raal £laa¥l) menjadi dalil syara’.

Ada yang mengatakan bahwa hadis itu merupakan nas (ketentuan) atas
tanah yang dipagar, tidak mencakup-yang fainJika.diabaikan selama tiga tahun,
maka tanah itu harus diambil darj Srang y@hg memagari berdasarkan ketentuan
(nas) hadis itu. Sedangkan tanah Cyang ‘dimiliki -dengan cara menghidupkan,
membeli, warisan, hibah, dan pemberian negara, maka tanah itu tidak boleh
diambil.

Tidak dapat dikatakan demikian, sebab penyebutan ar-tahjir (pemagaran)
hanya merupakan pefiyebutan ‘terhadap sati™ sebab “diantafa sebab-sebab
kepemilikan, bukan al-gayyidiyyah-{pembdtasan),\sebab lafaz, muhtajir dalam
hadis itu bukan sifat yang memberikan permahamman(yasde tiay ) hingga dapat
dijadikan batasan.

Lafaz (,%aal), bukan sifat yang memberikan pemahaman yang

mengandung pengertian i//at hingga layak dijadikan pembatas, ** begitu Juga lafaz,

Kemudian ‘Umar mengambil tanah yang tidak mampu digarap dari Bilal, selanjutnya tanah itu
oleh ‘Umar dibagikan kepada kaum muslimin. Abu Bakar Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihagqi Al-
Kubra V1 : 149, Hadis no. 11605,

* Tiga contoh yang mengandung pengertian illat sehingga dapat dijadikan pembatas
seperti : 1. ( alad o8 ) “menghormati orang alim” illat penghormatan adalah ilmu. 2. (e J3Ab )
“pembunuh tidak mendapatkan waris” illat tidak mendapatkan waris adalah keberadaannya
sebagai pembunuh. 3. ( Ghewa® gh g paldd Ladl ) “Tidak boleh memutuskan (perkara) sedang dia
dalam kondisi marah”, illat tidak bolehnya memutuskan adalah eksistensi marah.
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(o3aad) bukan memberikan pemahaman pembatas (gayyid).”® Untuk itu, lafad
(oiaal) bukan sifat yang memberikan pemahaman atas eksistensi tanah orang
yang mengabaikan, namun hanya pemagaran. Penyebutan (,a3aal) adalah
penyebutan bagi individu di antara individu-individu, yakni penyebutan salah satu
sebab di antara sebab-sebab kepemilikan,’® bukan pembatas yang mencegah selain
individu itu, artinya bukan pembatas khusus sebab kepemilikan, yaitu pemagaran.

Penyebutan (23x4d ) adalah penyebutankepemilikan dengan satu sebab di
antara sebab-sebab kepemilikan. Dapat kitaypahami bahwa tidak ada hak bagi
mereka yang menghidupkan tanah mati setelah tanah itu diabaikan selama tiga
tahun. Maksud menghidupkan diZsini jalah memagari termasuk kategori
menghidupkan. Ini juga dikuatkan bahw4|ijma’([yang|terjadi pada sahabat ketika
mengambil tanah dan orang yang mengabaikannya bukan tanah yang dimiliki
sebab pemagaran.

Pendapat lain mengatakan«bahwa-ijima™ di‘sini dikhususkan pada jenis
tanah tertentu, yaitu tanah perberian fiegara,‘sebagaimana tindakan ‘Umar kepada

orang-orang dari Muzainah, Juhainah, dan kepada bilal. I[jma’ itu khusus terkait

* Contoh yang bukan memberikan pemahaman pembatas : 1. (JMad a8 ) “menghormati
orang bodoh” Bodoh bukan illat untuk menghormati. 2. (4 4 L2 & Unils blal ¢ ) “Siapa saja
yang memagari tanah dengan dinding, maka tanah itu menjadi miliknya”, bukan illat kepemilikan
tanah, tetap: tanah itu menjadi miliknya kalau dia menunjukkan atas pemagaran tanah, meski batu
atau tongkat besi, atau lainnya. 3. (Llab ,Sial (4 ) “Siapa saja menimbun makanan”, bukan illat
menimbun, tetapi menimbun apapun dilarang Kalau dia menimbun sutera maka dia berdosa,
sebab lafaz (Lelak ) bukan sifat yang memberikan pemahaman. Sifat dalam contch-contoh ini
adalah sifat yang tidak memberikan pemahaman ( Lagds £ Uway ), maka ia tidak mengandung
pengertian illat.

% Sebab-sebab kepemilikan : a) bekerja, seperti : menghidupkan tanah mati, menggali
kandungan bumi, berburu, menjadi makelar atau samsarah, mudharabah, musagqat, dan ijarah. b)
warisan. c) pemberian harta negara kepada rakyat. d) harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta
atau tenaga. Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi. hal 71, 116, 120, 121

65



dengan tanah igta’. Tidak termasuk tanah yang dimiliki dari membeli, lewat
warisan, atau hibah.

Tidak dapat dikatakan demikian, sebab ijma’ itu umum, tidak khusus pada
tanah igya’ saja tetapi ketetapan yang dikatakan ‘Umar itu berlaku umum. Kalimat
(A (ot 1z 0 8 plad LA jary o) (i &30 L f Jbe (s ) artinya :  Siapa saja yang
mengabaikan tanah selama tiga tahun, tidak mengelolanya, lalu datang orang
lain mengelolanya, maka tanah itu gdalah miliknya, Lafaz (Wa Jbe () adalah
termasuk shigat (bentuk) umum, Ketetdpan, ‘Umar itu didengar oleh para
shahabat, dan tidak ada satu pun yang ‘mengingkarinya. Dengan demikian telah
terjad1 yma’ pada sesuatu yang umum, sedang terjadinya pada kasus tanah igta’,
hal ini merupakan sebab saja, sebagaimana kaidal syara’ berbunyi
() Qapady ¥ LiD agany 3 ad) artinya ; “Hukum itu diambil berdasarkan
umumnya lafaz, bukan berdasarkan sebab yang khusus™ "

Sehingga lafaz, (WaJ} ke ¥y yaiter /siapd sdja'yang mengabaikan tanah,
sifatnya umum mencakup| setiap.tanah./Baik| tanaheitli dimiliki dari pemberian
negara (igta’), membeli, warisan, atau yang lainnya. Dengan demikian
mengabatkan tanah selama tiga tahun berturut-turut, maka keputusannya tanah itu
diambil dari yang menelantarkannya, apa pun sebab kepemilikannya, seperti

menghidupkan, memagan, membeli, /gfa’, atau yang lainnya. Pengelolaan tanah

3 Maksudnya adalah diambil keumumannya atas sebab-sebab yang khusus. Muh Al-
Ghazali Abu Hamid, Al-Mustashfa, Tahqiq : Muh.Abdul Salam, Cet.I, (BeirGt : Dar Al-Kutub Al-
‘Iimiyah, 1413), hal 236
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merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kepemilikan. Jika tidak, maka

kepemilikannya gugur, sebagaimana disabdakan Rasul.*

C. Metode Pengelolaan Tanah

1. sewa tanah

Penetapan sewa tanah telah dilaksanakan pada zaman Rasul dan
kekhalifahan, penetapan sewa zamamn ‘Rasul memberikan perhatian besar
untuk menjaga dan melindungj-hak<hak petani-penggarap dalam penentuan
sewa. Setelah kemenangan dalam peratig Khaibar, Rasul memberikan tanah
tersebut kepada orang Yahudi dan atas/permintaan mereka, kemudian Rasul
mengikat kontrak dengan sistemv'bagi-hasil.

Penetapan jsewastanagh pada~zamian ‘@'mar-senantiasd “mengingatkan
para pejabatnya untuk berlaku<jujur dan,adil,dalam menetapkan sewa atas
tanah. ‘Umar pernah mengutus dua pejabat pemerintahannya, yaitu :
Hudifah bin Yaman dan' “USman bin Hafif k€ negara yang ditaklukkan
Islam yaitu : Iraq, dan Syiria untuk menetapkan sewa atas tanah, beliau
berpesan kepada keduanya : “Kalian harus mempertimbangkan dengan
hati-hati manakala kalian menetapkan atau memungut sewa, jangan

mengambil lebih dari apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah tersebut.”

*2 Berdasarkan Sabda Rasul : (g-iw ¢33 3y 3a ja%aad ey artinya © “dan fidak ada hak
bagi yang memagari setelah (diabaikan) selama tiga tahun.” Dikuatkan oleh ijma’ sahabat atas
perkataan ‘Umar : Al (o W and 0 18 slad L pany ol (e 235 Lia f e (e artinya : “ siapa saja yang
mengabaikan tanah selama tiga tahun, tidak mengelolanya, lalu datang orang lain mengelolanya,
maka tanah ity adalah miliknya” Lihat Abu Fadl Al-Asqalani, Fathu AI-Bari, Juz : V, Ditahgiq
oleh : Muh Fuad dan Mihib Ad-Din, (Beiriit : Dar Al-Ma’rifah, 1379 H), hal 20
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Penetapan sewa tanah pada masa pemerintahan khalifah ‘Al tidak
berbeda dari prinsip-prinsip penentuan sewa yvang telah ditetapkan Rasul
dan khalifah yang pertama, serta khalifah penggantinya. ‘Ali menjelaskan
dasar penentuan sewa : “Kami diperintahkan agar hanya memungut sewa
setelah para petani memenuhi kebutuhannya”

Penetapan sewa tanah pada masa khalifah ‘Umar bin Abdul Azis,
beliau pernah menulis surat Kepada gubernurn Adi bin Arfat menyangkut
masalah penentuan dan pemungutdn| Sewa ratas tanah, yang berbunyi :
“Dengar baik-baik, apapun|kewapban-yang” harus dibayar sebelumnya,
ambillah sesuai yang mereka dapat bayar setelah terpenuhinya kebutuhan
mereka, kalau tidak tinggalkaniah| |[Demi Allah, hal itu lebih baik apabila
orang-orang ini datang membayarnya daripada_saya yang mesti datang
untuk menghukum mereka karena tidak membayar sewa.™

Sewa (rent) adalah kelebihamdari sebidang tanah yang tersisa setelah
dikurangi oleh biayalpengolahan.dan Setelah«mémbayar ongkos sejumlah
faktor dalam produksi, sisanya disebut sewa ekonomi (economic rent).
Dengan kata lain, sewa ekonomi adalah kelebihan dari biaya pengelolaan.
Sebagian pakar ekonomi mendefinisikannya sebagai bagian dan hasil
produksi tanah yang tersisa setelah pembayaran biaya-biaya pengelolaannya
dilunasi. Ciri khususnya adalah ia merupakan suatu pemberian bebas, yang
mendatangkan keuntungan tanpa mempergunakan tenaga apa pun, karena

adanya kondisi-kondisi alamiah atau yang kebetulan menguntungkan.

33 Afzalur Rahman, Doktrin....... ., hal 177-179
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Istilah sewa dipergunakan dalam pengertian jumlah hasil produksi atau
uang kontan yang dibayarkan oleh si penyewa atau si pengelola pada si
pemilik tanah’* kata rente ekonomi adalah surplus di atas biaya
pengolahan.

Dalam menetapkan sewa ada dua prinsip yang mendasan pemilik
tanah, yaitu : “keadilan” dan “kemurahan hati” yang merupakan penentu
dasar dari sewa atas tanah.’® Pfinsipintberlandaskan dari Al-Quran : & o)
Ol g Jaala b artinya : “Sesung@ubthya Allah menyuruh kamu berlaku
adil dan berbuat kebajikan.”* | Jika'pemilik tafiah berusaha berlaku adil dan
baik kepada petani penggardp, maka| dengan sendirinya mereka akan
bekerja sungguh-sungguh dengan segala kemampuan dan kekuatan mereka
untuk meningkatkan _ produktivitas...tanah _agar dapat. memberikan
keuntungan. Sedangkan hubungan antara pemilik tanah dan petani harus
bisa mengamalkan prinsip ayat <330 | 3A3ul8” artinya : “Maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikanZ ““selain itu-juga-ayat g s-alls ¥ g cyeallis ¥

artinya : “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” **

** Afzalur Rahman, Muhammad as A Trader., hal 290

» Keadilan yaitu : sewa yang dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan

kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka bisa merasa bahagia dan puas, dengan
bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanah tersebut. Kemurahan hati
yaitu, sewa yang hanya akan dipungut ketika yang mereka hasilkan melebihi di atas kebutuhan

mereka.

3% An-Nahl (16) : 90.
*7 Al-Maidah (5) : 48.

*¥ Al-Baqarah (2) : 279.
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Secara tidak langsung prinsip ini menerangkan bahwa sewa harus
dijalankan dengan cara tidak merugikan pihak pemilik tanah maupun petani
penggarap. Prinsip tersebut harus dijalankan sehingga kepentingan
keduanya aman dan terlindungi. Untuk melindungi kedua belah pihak ada
tiga unsur yang menjadi pertimbangan di negara Islam sebelum penetapan
sewa atas tanah, yaitu : produktivitas tanah, penggarap dan
kesejahteraannya, serta biayapengelolaan;

Prinsip sewa tanah jugatharusdnemperhatikan, sifar tanah, sifat hasil
panen, sifat irigasi, dan pembayaran bagi tenaga pengelola, karena sifat
tanah memainkan sebuah peranan penting dalam menetapkan sewa tanah.
Jumlah sewa tanah ditentukans¢suai-dengati| sifat-sifatnya, seperti tanah
yang subur harus dikenakan sewa yang lebih tinggi, sementara tanah yang
kurang subur diKenakan sewa 1ebih rendah, dan tanah yang tandus tidak
dikenakan sewa sama sekali~'Jika- 402 ‘tanah yang menghasilkan hanya
cukup untuk menufipizbiaya/ pengelolaarn Saja,“maké-tanah yang demikian
tidak dikenakan sewa, sebab harga sewa dipungut hanya dari kelebihan
hasil produksi setelah dipotong biaya pengelolaannya.*

2. Sewa dengan Sistem Tunai
Dalam hal ini pemilik tanah yang menentukan pembayarannya kepada

petani secara tunai sebagai pengganti hasil setiap tahun yang jumlahnya

% Prinsip ini ditunjukkan oleh Al-Quran : “Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya”. Al-Baqarah (2) : 286. Jika ada tanah yang memiliki kelebihan
hasil di atas biaya pengelolaannya. Pengelola diminta agar membayar sewanya : “Dan tunaikaniah
haknya di hari memetik hasilnya”. "Al-An’@n (6) : 141
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bervanasi tergantung kesuburan tanah dan jenis tanamannya yang tumbuh.
Petani memperoleh tanah untuk diolah dengan sistem sewa dan dibayar
dengan uang dalam jumlah tertentu secara tunai kepada pemilik tanah.
Dalam bentuk pengolahan ini, semua hasil menjadi milik petani sedangkan
pemilik tanah tidak mendapat apa-apa kecuali sewa (biaya persewaan).
Persewaan dengan sistem tunai di masa kekhalifahan adalah suatu jenis
kerjasama yang mirip muzdara/ah dan kedudukannya berdasarkan hubungan
suka sama suka atau hubungan Xemitr@an(parinership).*’
3. Sewa dengan Sistem Musaqat

Musaqat adalah sebuah perjanjian antara_dua orang, yaitu : si pemilik
kebun dan petani yang menyepakati bahwa apapun hasil dari kebun tersebut
akan dibagi di antara mereka. Sistem persewaan kebun yang memperoleh
bagian dari hasil Kebun sebagai imbalannya ini disebut musagar.! Musagar
di masa Rasul dan khalifah sangat-uhum' dildkukan, seperti kaum Ansar
ingin menolong kaumn Muhajirtn\di’Madinah.untik nfembagi tanah mereka
tetapi Rasul melarang, kemudian mereka meminta kaum Mubhajirin menjaga

kebun-kebun mereka dengan imbalan pembagian hasil kebun dan Rasul

“ Abdur Rahman bin ‘Auf yang selalu menyewa tanah untuk diolah dan menggantinya
dengan emas dan perak, Salim bin Abdullah berpendapat bahwa tidak ada kemudharatan dalam
pengelolaan tanah orang lain dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai gantinya. Ibnu Sirin
berpendapat bahwa tanah adalah sama dengan kekayaan yang dapat dipindahtangankan. Abu
Yusuf mengatakan tanah sama seperti modal dalam mudharabah.

“ Menurut etimologi Musaqat ialah : mu’amalah, yaitu bermu’amalah dalam pekerjaan
seperti, menjaga pohon sedangkan hasil buahnya dibagi berdua. Berlandaskan Hadis Nabi S
(raan plaby g 800y Sl WS Wy W 0tk o 4 Bermu’amalah dengan syarat telah terjadi ijab
dari yang punya tanah dan qabul dari pekerja atau petani. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, A-Figh Al-
Islami wa Adillatuh., hal 630. Musaqat adalah salah satu bentuk dari syirkah, di mana pohon dari
satu sisi dan pemeliharaan dari sisi lain, sedangkan hasil buahnya dibagi di antara keduanya dan
Nazth Hammad, Mu’jam al-Mustalahdt al-Iqtisddiyah fi Lugah AL Fugahd’., hal 246
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menyetujuinya. Begitupun penaklukan Khaibar, Rasul membiarkan tanah
dan kebun tersebut di tangan kaum Yahiidi dan menetapkan separuh dan
hasilnya untuk pemerintah, **
4. Penetapan Sewa Tanah
QQadi Abu Yala merangkum prinsip yang menentukan sewa tanah
dalam sebuah negara Islam, Sewa memang perlu dipertimbangkan menurut
Cir-cirinya :
a. ciri-ciri tanah
Tanah yang subur akan; dikenakan’ sewa yang tinggi, sebaliknya
tanah yang tidak subur akan dikenakan sewa yang rendah. Tanah kerng
yang hasilnya hanya cukup/ untukl/memenuhi biaya pengelolaan semata
tidak akan dikenakan sewa. Sewa hanya ditetapkan atas kelebihan
produksi yang ada dan melebihi biaya pengelolahan. Prinsip ini merujuk
pada : Waws ¥ Ludi & i Seartinya £ “AHahidak membebani seseorang
melainkan sesuai | dengun Jkesanggupannya.” |Kata, “sesuai dengan
kesanggupan” jelas menunjukkan bahwa Islam tidak menyetujui sewa,
atau pembayaran lain yang diminta di luar kemampuan petani penggarap.
Sewa maksimum dapat dilakukan atas tanah apapun asal sesuai dengan
kesuburan tanah, dan apabila hasilnya melebihi dari biaya pengelolaan.
Petani penggarap diminta untuk membayar sewa dan tanah yang

digarapnya, sesuai ayat : sdwas pgy 4ha 33y artinya : “Dan tunaikanlah

42 Afzalur Rahman, Doktrin .. ..., hal 289-295.

# Al-Bagarah (2) : 286
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haknya di hari memetik hasilnya” ** Kata “hak” bermakna kewajiban
membayar zakat, tapi dalam hal ini kata tersebut bermakna hasil lebih
(surplus) atas biaya pengelolaan, yaitu : petani penggarap diminta untuk
membayarkan hak sewa dari kelebihan yang dimilikinya.
b. jenis tanaman
Jenis tanaman yang tumbuh dari sebidang tanah juga akan
mempengaruht jumlah produkst,-demikian-pula dengan sewanya. Tanah
yang mampu menghasilkan banyak tanaman<yang bermilai komersial akan
dikenai sewa yang lebih tinggi dibafiding dengan tanah yang menghasilkan
tanaman yang kurang bernilatkomersial.
C. Jenis irigasi
Jumlah sewa akan bervanasi sesuai dengan jenis irigasi yang
digunakan. Lebilt banyak modal-yang“digunakan oleh petani penggarap
untuk mengairi tanahnya, sewa.yang-dikenakan lebih rendah, demikian
pula sebaliknya.
d. upah buruh tani
Sebelum menentukan sewa tanah, upah harus diberikan kepada
pengelola tanah untuk buruh yang digunakannya. Kalkulasinya
berdasarkan : (isbead aGiS La ¥} (9523 ¥ g Usd (e plEN agald artinya : “Maka

pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak

“ Al-an’am (6) : 141
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» 45 Kalimat

dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan
“Seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun” merupakan peringatan untuk
berlaku adil dan jujur dalam melibatkan berbagai pihak termasuk buruh.
Semua faktor-faktor seperti jenis tanah, tanaman, irigasi, dan biaya
pengelolaan, termasuk upah buruh harus menjadi bahan pertimbangan
dalam penentuan sewa tanah.*® ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azis menulis pesan
kepada Gubernur Kiifa menyangkut masalah\sewa ini, yang isinya agar
berlaku adil dan bermurah hati, bisa'meémbedakan antara tanah yang subur
dengan tanah yang tidak subur, Yangansmemungut dar hasil tanah yang
tidak subur melebihi apa |yang telah ditetapkan, dan memperhatikan
kesejahteraan hidup petani*penggarap.!’"Di| awal masa pemerintahan
khalifah sangat mementingkan untuk melihat ciri-ciri tanah, penggarap,
dan biaya penggarapan sebelum menentukan sewa atas tanah. Karena
faktor-faktor inilah maka"tingkat=sewa yang’ dipungut itu berbeda-beda

berdasarkan perbedaan |tanah. dipelbagai. negara’~selama awal masa

pemerintahan khalifah tersebut.*®

* Yasin (36) : 54

% Afzalur Rahman, Doktrin.. ..., hal 183-185,

47 Cara pengelolaan tanah tandus, pertama melalui pembiayaan pemerintah. Kedua
mengizinkan penggarap tanah dengan modal dan tenaga berasal dari penggarap dan menggunakan
hasil panen tersebut untuk kebutuhan mereka. Terakhir khalifzh memberi sebidang tanah kepada
siapa pun dan diizinkan untuk mengelolanya.

% Ibid , hal. 180-183
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3. Muzara’ah (pertanian atau perkebunan)

Al-muzira’ah di ambil dari kata az-zar 'u yaitu : transaksi (Aelaal) atas
tanah dengan bagi hasil. *° Sedangkan menurut istilah figh ialah : akad
transaksi atas penanaman di antara pemilik tanah dengan petani atau pekerja,
atas dasar bagi hasil di antara keduanya dari apa yang telah disepakati
bersama. ** Transaksi ini termasuk dalam bentuk syirkah di mana pemilik
tanah dari satu sisi dan pengelola| darissatu sisi, serta menjadikan hasilnya
untuk berdua. Dalam Hadis disebutkdn :¥‘Bahwa Rasulullah Saw. melarang
kalian dari bertani”. Ibnu ‘AbdulNBar berkata | “Yang dimaksud dengan
bertani ialah bertransaksi dengan sepertiga dan seperempat, adanya larangan

sebenarnya di tanah tandus.”"

D. Kritik Terhadap Kepemilikan Tanah dalam Islam

Kritikan ini ditujukan kepada mereka yang melarang sistem bagi hasil atau
sewa tanah. Di kalangan ahli fight€rjadi perbedaan tentang keabsahan sistem bagi
hasil dalam pengelolaan tanah. Ada yang menganggap kesepakatan bagi hasil

sama dengan persekutuan dalam perdagangan dan menganggap hal tersebut terlalu

* Nazih Hammad, Mu’jam Al-Mustalahdt. ..., hal 245

" Abu Zakaria, Tahrir AL-Alfi; At-Tanbih, ditahqiq oleh : Abdul Mugni, Cetl,
(Damaskus : Dar Al-Qalam, 1408), hal.217.

*! Perbedaan diantara ulama dalam hal muzira’ah kembali kepada hadig-hadis yang
melarang menyewakan tanah kosong dan penyerahan tanah dengan sistem bagi hasil. juga sistem
muzanba, yaitu pertukaran kurma yang telah dibersihkan dengan kurma yang berada di atas pohon
dan sistem haqal, yaitu pemberian tanah dengan sistem persewaan. dengan Hadis yang
memperbolehkannya dengan syarat pemilik tanah dan pengelola jauh dari bahaya dan
ketidaktahuan. Lihat Fuad Abdul Latif As-sarfawi, At-Tamwil Al-Islami Wa Daur AlQita’ Al-
Khas, Cet.1 (Jordan : Dar Al-Massirah, 1999), hal 264-265
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berat dan bersifat menindas, pandangan ini dikemukakan oleh banyak ahli figh,

seperti :

Imam Abu Hanifah, Maliki, dan imam Syafi’i. Imam Abu Hanifah

menentang sistem bagi hasil baik dalam pengelolaan bidang pertanian maupun

perkebunan. Beliau berpendapat bahwa : pembagian hasil tanaman atau buah-

buahan terlarang karena adanya kelompok masyarakat yang berwatak parasit dan

mengeksploitir serta mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan

tersebut. Hal ini diperkuat dengan alaSansalasanlain sebagaimana berikut ini :

1.

menyewakan tanah pertanian-haram menurutisyara’ dengan pengharaman
yang umum tanpa takhsis, dan mutlak-tanpa“pembatas. Rasul Bersabda :
) Uil b i B L T LTS asl [ WS a artinya : “Siapa
yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah dia menanaminya, atau
hendaklah dia berikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya,
maka hendaklah tanahnya diambil.” *
Rasul telah melarang seseoratig mengambil séwa atas tanah, dalam Sahih
Muslim disebutkan a9l el 5% Gty e A o 40 Jy) 45
artinya: “Rasulullah saw. Melarang mengambil sewa atau bagian atas
tanah,” >
Rasul melarang seseorang menyewakan tanah yang dimiliki dan harus
dikelolanya sendiri. Uy &y G S Uy ST g (500 f g 50 {yia )} 4K [
raan alady Uy adly artinya : “siapa yang memiliki sebidang tanah,

hendaklah dia menanaminya atau hendaklah saudaranya yang

52 H R.Bukhari, dalam Kitab Al-Muzara'ah, Hadis no. 2172

%3 H.R Mustim, dalam Kitab Al-Buyii’, Hadis no. 2864
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menanaminya, dia tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga, atau
seperempat (dari hasil pertanian), dan tidak pula dengan makanan yang
telah ditentukan" >*
Rasul sangat membenci akad mukhabara, sebagaimana Abu daud
meriwayatkan : O3l 5 sl 536 (e ks aluy 48 agdl L Al g it
g, 9 4 e s artinya : “dku mendengar Rasulullah saw. Bersabda -
siapa yang tidak meninggalkan ((akad)ral-mikhabarah, maka hendaknya
dia mengumumbkan perang dengan@llah, dan Rasul-Nya.” >
bentuk persewaan apa puntetapydibaramkan Rasul, sebagaimana An-
Nasa’i meriwayatkan : b Q8= /6058 e iy Glo aglll Lo alll 4, Lo
oot Lo g S B8, U UG A1 GO U7 O WOE Cadl (g L S8 13 o
Al Gadd G U U8 S A artinya : “Rasulsaw.melarang
menyewakan tanah. Kami bertanya :wahai Rasulullah, kalau begitu kami
akan menyewakannya dengan bibit, beliau menjawab: jangan, bertanya
(sahabat): kami akan menyewakannya denganjerami\ Beliau menjawab
:jangan’ bertanya (sahabat): kami akan menyewakan dengan sesuatu
yang ada di atas rabi’ yang mengalir. Beliau menjawab :"jangan. Kamu
tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu.” >

larangan Rasul terhadap sistem bagi hasil atau sistem persewaan

dikarenakan sistem tersebut sama seperti riba, sebagaimana hadis riwayat

% H.R Abu Daud, dalam Kitab Al-Buyii’, Hadis no. 2947
% bid., Hadis no. 2957

5 H.R An-Nas@'i dalam Kitab Al-Iman wa An-Nuziir, Hadis no. 3802
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Abu Daud : o Al Ypiesy sk g aluy 4% aglh L (00 45 S L 51 4
B Ly f b i o iy D (s g (5 R (L5 B (e aly 1Y
JER 3y Yt e oa Y artinya : “Bahwa ia telah menanami sebidang
tanah, lalu Rasulullah melewatinya, ketika itu, dia (Rafi’) sedang
mengairinya. Rasulullah bertanya kepadanya : milik siapa tanaman ini ?
Dia menjawab : tanamanku dengan benihku, kerjaku, dan (hasilnya)
sebagian untukku sedang segbagian lagi untuk fulan. Beliau bersabda :
kamu berdua telah berbuat| piba. Kembalikan tanah itu pada pemiliknya
dan ambillah biaya yang telah kamiikelwarkan.” 77

Mereka menganggap hukum-tersebut| adalah |solusi terbaik dan efektif
dalam masalah tanah. Yaitu memecahkan |metode kepemilikan, metode
pengelolaan yang menjamin produktivitas tanah, kontinuitas_produksi, dan
peningkatan produksi. Hadis-hadis tersebut di atas jelas menunjukkan dengan
sempurna tentang larangan menycwakamn~tanah'dengan larangan yang sifatnya
umum. Tidak terdapat satu/dalil pun ‘yang mengkhususkan-dan membatasi jenis
tertentu. Maka larangan itu tetap bersifat umum dan mutlak. Ini menunjukkan
bahwa menyewakan tanah itu haram, ancaman mengandung pengerttan haram,

ancaman merupakan indikasi haramnya (akad sewa) al-mukhabara, yakni al-

muzdra'ah, yaitu menyewakan tanah dengan sewa sebagian dari hasil tanah.

" H.R Abu Dand, dalam Kitab Al-Buyi‘, Hadis no. 2953. Larangan ini berlaku di awal-
awal Islam karena ditakutkan terjadinya penindasan dan kemalasan di kalangan kaum muslimin.
Lihat Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam., hal. 279-283. Bandingkan dengan Abdurrahman
al-Maliki, Politik Ekonomi Islam., hal 59-72.
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Hadis-hadis mengindikasikan dengan tegas (jazim), sebagai larangan.
Penegasan dalam hadits lebih kuat dari penekanan yang sifatnya lafaz, seperti : ¥
o ) 185 el Y 19085 Ve 8 3 4SS artinya : “Kamu Jjangan menyewakan tanah,
kamu jangan menyewakan tanah, kamu jangan menyewakan tanah”. Walaupun
sahabat meminta izin agar menyewakan dengan jenis sewa tertentu, Rasul
menolaknya, selama tiga kali. Nabi mensifati mu’amalah (transaksi) ini termasuk
riba, sedang riba haram. Sedang jmenyewakan tanah untuk selain pertanian
hukumnya mubah, sebab larangan | itu terdapat dalam hadis-hadis yang terkait
langsung dengan pertanian. Dengan ‘demikian larangan itu terfokus pada
penyewaan tanah pertanian saja, tidak bersifat umum|tentang setiap penyewaan
tanah.

Adapun pendapat yang membolehkan, seperti pengikut mazhab imam Abu
Hanifah, Abu A’la AFMaududi, Imam Abu Yisuf, Syah Wali Ullah. Para
pengikut mazhab Abu Hanifah bérpendapat bahw4 sistem bagi hasil diakui
sebagai suatu bentuk kefjasama_yang/mengandung Junsur\persewaan. Pada
awalnya bersifat perjanjian sewa tapi pada akhirnya menjadi bentuk kerjasama.*®
Adapun alasan-alasannya sebagaimana berikut ini :

1. apabila seseorang yang memberi modal sedang yang lain menyediakan

tenaga kerjanya dan keduanya membagi keuntungan darinya (sistem

*® fmam Abu Yasuf berpendapat bahwa : tanah itu merupakan modal mudarabah,
seseorang memiliki tanah dan yang lain menyewanya kemudian keduanya membagi keuntungan
dari tanah tersebut dengan cara bagi hasil atau membayar sewa. Syah Wali Ullsh berpendapat
bahwa . sistem bagi hasil penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tapi tidak
memiliki lahan, sementara yang lain memiliki lahan tapi tanpa modal dan tenaga kerja. Keadaan
sepertl ini membuat orang saling bantu-membantu dan bekerjasama dengan cara efektif yaitu
memakai sistem bagi hasil sehingga menguntungkan kedua belah pihak.
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muddharabah), maka hal itu diperbolehkan sebagaimana sabda Rasulullah
el Ll Agid ANy ANy Al Loy el 4ud sled) cdu Led artinya
“Apa-apa yang menggunakan air hujan atau mengairi langsung air hujan
maka baginya sepersepuiuh, sedangkan mengairi dengan tenaga atau alat
seperlima” >’
ketika kaum Yahudi meminta kepada Rasul agar diijinkan untuk menetap
dan menggarap tanah di wilayah-Khajbardan bersedia membagi hasil dari
garapannya, sebagaimana sabda Rastil; 2% Jate aluy 4l agdh L 200 o
SO By Qg By Ala AR (A GBS £ e s e e A L R
S a8 awdh alk Ry Qu)REy artinya: < Nabi memperkerjakan orang-
orang Khaibar dengan sygrat-dari_apa|yang dihasilkan dari pertanian

atau buah-buahan dibagi bersama” *°

. kaum Ansar meminta kaum Muhajirin ‘agar menjaga kebtn-kebun mereka

dan kemudian hasilnya dibagl dua, sebagaimana sabda Rasul : ¢ o U
oo U B3Ry (5 Ay skaliy 5 5 dhaiia Gvyrpio I8 Wil o LAY )
s Y o By (155 1 ok U i By .52 0 of iy LD (i
sasa Jal ) kesimpulannya bahwa : tidak apa-apa memperoleh kapas
setengah dan buah-buhan juga setengah serta tidak apa-apa membagi

dengan 1/3 atau % pada waktu yang ditentukan.®'

2203.

“HR Ahmad, dalam Musnad Al-‘Asrah Al-Mubsyirin bil Jannah, Hadis no. 1176
® H R Bukhdri, Hadis no. 2160

! 1bid, Kitab Al-Muzdra'ah, Cet 11, (Beirt : Dar Tbnu Kasir, 1987), I : 820, Hadis no.

80



4. “Ali pernah mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam pemberian tanah
untuk digarap dengan sistem bagi hasil dari tanah tersebut.
5. ‘Usman memberikan lahan kepada para sahabat dan kemudian mereka
menyerahkan tanahnya untuk digarap dengan sistem bagi hasil 1/3 atau Va.
6. Tudos meriwayatkan bahwa Mu’az bin Jabbal memberikan tanahnya
untuk digarap melalui sistem bagi hasil, sebagaimana Rasul, Abu Bakar,
‘Umar, ‘Usman, dan ‘Ali melakukannya >
Dalam sistem bagi hasil baik‘pemilik tanah maupun petani penggarap akan
mendapatkan bagian dari hasil tangh tersebut dan pembagiannya berubah sesuai
perolehan hasil panen. Jika tidak,Zmaka petani tidak mesti memberi sesuatu
kepada pemilik tanah yang berasal--dari kantongnya sendiri. Pendapat yang
mengharamkan sistem bagi hasil menunjukan tahun-tahun tersebut petani
penggarap tidak bekefja sungguh-sufigguh sehingga " pfoduksi~tidak berubah
bahkan menurun. Ada beberapa kesepakatanSistem/bagi hasil yang diakui oleh

ahli fiqih, seperti muzara’ah vang tetlarang °, damn mizara’ahyang dibolehkan.®*

2 Afzalur Rahman, Doktrin. ... , hal. 273-278

6 Terlarang : 1. menetapkan sejumlah hasil tertentu, apapun yang terjadi pemilik tetap
akan menerima lima atau sepuluh dari hasi! panen, 2. bila bagian-bagian tertentu yang diproduksi
karena untuk pemilik tanah, seperti sekitar aliran sungai, daerah yang mendapat cahaya matahari,
3. menyerahkan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap miliknya jika pemilik
ingin mengambilnya maka hak petani terhapus, 4 ketika petani dan pemilik sepakat bagi hasil, tapi
yang satu menyediakan bibit dan yang satu menyediakan alat pertanian, 5. tangh menjadi milik
pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat pertanian pihak ketiga, tenaga pthak keempat.

¢ Boleh : 1. tanah milik satu pihak, peralatan, benih, tenaga pihak lain, keduanya setuju
memperoleh bagian tertentu dari hasil, 2. bila tanah, alat, benth dari pemilik tanah sedangkan
buruh pihak kedua, maka ditetapkan bagian tertentu dari hasil, 3. begitu juga tanah dan benih dari
pemilik tanah, sedangkan alat dan tenaga dari petani, 4. bila keduanya sepakat atas tanah, alat,
tenaga dan bagian masing-masing, 5. jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada penggarap,
semua biaya ditanggung oleh petani, maka khardj dibayar oleh pemilik, dan jika ‘usyri akan
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Ungkapan pendapat imam Abu Hanifah sebenamya mencakup tiga hal,
pertama, sistem mukhabara yang mempunyai makna yang sama dengan
“muzdara’ah’. Kedua, membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga
kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi, schingga nampak seperti
“kafiz tahhan” yang terlarang itu, jadi otomatis perjanjian itu terlarang juga.
Ketiga, kadar sewa tergantung jika tanah itu berproduksi, berarti ada hasil yang
diperoleh. Tetapi jika rusak, maka-trdak ada hasihyang diperoleh, jadi sewanya
tidak tetap, oleh karena itu sistemani terlarang Transaksi Rasul dengan kaum
Yahiidi dit Khaibar merupakan perbayaran‘yang bersifat upeti, hasil bumi yang
dibayar sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan-mereka.

Awalnya kesimpulan yang-<dibernkan ((olel/| imam Abu Hanifah dapat
diterima, karena adanya bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemilik tanah,
tetapi sekarang sistet’bagi hasil telal"bersih dafi nilai-nilai“kejahatan sehingga
bentuk pengelolaan dapat meningkatkan-pertanian ddn'membuat tanah tandus jadi
subur, serta manusia bisa menikmati thasilnya.

Hadis pertama sebenarnya Rasul melarang sistem batai tapi tidak
mengomentari tentang persewaan dengan tunai. Hadis kedua adalah persoalan
negara dan melibatkan wilayah taklukkan. Ini tidak dapat digunakan untuk
membenarkan persewaan yang dilakukan individu-individu, tetapi peraturan itu
hanya sementara sampai saatnya dibolehkan. Hadis ketiga beberapa sahabat selalu

mempersewakan tanah tapi Rasul tidak membolehkan atau setuju. Hadis keempat

dibayar cleh petani, 6. tanah satu pihak, benih kedua belah pihak, jika ‘wsyri dibayar dari hasil, dan
khardj dibayar oleh pemilik tanah.
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tidak menunjukkan perintah dan batas waktu pelarangan. Sedangkan Hadis
kelima dan keenam menunjukkan Rasul menyukai orang yang tidak melakukan
muzara’ah melainkan memberikan tanah-tanah mereka secara cuma-cuma dari
pada mempersewakannya.®’

Hadis-hadis Rasul yang digunakan untuk melarang sistem bagi hasil
sangatlah wajar dan logis, di mana tidak seharusnya orang-orang menguasai lahan
yang luas dan tidak diolahnya sendiprserta-orang-orang yang butuh terhadap tanah
tidak bisa memanfaatkannya atau fidak dibelehkannya orang-orang memiliki
tanah secara berebih-lebihan, karenathakitu'dapat menghancurkan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu yang tidak begitu-lama, sistem bagi hasi! dapat
berjalan, karena baik pemilik tanah maupun petani penggarap akan mendapatkan
bagian dan hasil panen. Jika tidak ada hasil, maka petam tidak mesti memberi
sesuatu kepada pemihk tanah yang “berasal ‘dari”kantongnya sendiri. Larangan
tersebut merujuk pada pengalaman-tahun-tahun sebélumnya yang menampakkan
bahwa petani penggarap “idak) (bembah ‘bahkam mengalami penurunan.
Pengelolaan seperti ini bisa merubah tanah yang tadinya baik dan subur menjadi
gersang dan tandus. Dengan melihat perkembangan pemahaman dan kemakmuran
zaman Rasul telah tercapai, maka dengan demikian sistem bagi hasil dalam

pertanian (perkebunan) itu benkutnya dibolehkan.

%5 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam., hal 298-300
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BAB IV

KEPEMILIKAN TANAH DALAM KAPITALISME

A. Sejarah Kepemilikan Menurut Kapitalisme

Akar kesejarahan lembaga Kapitalis sesungguhnya telah terdapat semenjak
zaman kuno. Dalam sejarah para nabi disebutkan bahwa Qarun adalah pelopor
golongan kapitalis. 1a adalah kaum nabi 'Musa' yang kemudian menentang kepada
Allah Swt. yang telah memberikan harta yang berlimpah ruah kepadanya.’

Sebagaimana yang terjadi pada Feodalisme,Kapitalisme juga mengalami
beragam persepsi. Kapitalisme sebagai pemikiran, Kapitalisme sebagai tahapan
sejarah, dan juga Kapitalisme sebagai suatu paham-yang secara terang-terangan
diperjuangkan dan ditentang, *jRersepsirini-dapat dirinci-sebagai berikut :

1. Kapitalisme sebagai pemikiran, pertama kali digagas oleh Adam Smith
(1776), bersama-sama dengan David Ricardo (1817). Mereka inilah yang
pertama kali mempermasalahkan dan' merumiuskan sistem masyarakat
Kapitalis, dengan menteorisasikan apa yang kemudian dikenal dengan teori
kerja (Theory of labour value). Perumusan ini kemudian dikembangkan

oleh Karl Marx dan Friederich Engels, dengan elaborasinya mengenai teori

' Yusuf Qardawi, Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan, Alih Bahasa Umar
Panany (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hal. 5

? M. Dawam Raharjo, “Kapiltalisme Dulu dan Sekarang”, kata pengantar, dalam
Kapitalisme Dulu dan Sekarang, Cet 1, (Jakarta: LP3ES,1987), hlm.10. sampai saat ini asal-usul
Kapitalisme masih merupakan problematik. Sejarawan Fernand Braudel pun tidak memberikan
informasi yang pasti dalam karyanya Civilization and Capitalism. Meski Kapitalisme pada zaman
kuno sudah terdapat cikal-bakal namun baru berkembang sejak abad ke-16. Hikmat Budiman,
Pembunuhan Yang Selalu Gagal ; Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menururt Daniel Bell,
Cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hal. 65-66
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nilai lebih (theory of surplus value) dan konsep cara produksi (mode of

production).’

2. Kapitalisme sebagai tahapan sejarah, Dillard membaginya dalam tiga fase,’
sedangkan Kahrudin Yunus membaginya dalam empat fase, yaitu :

a. masa Merkantilisme, yaitu : semenjak berhasilnya apa yang dinamakan
dengan pembukaan geografi pada akhir abad ke 15, hubungan langsung
secara dagang terbuka luag{ kemudjan bangsa-bangsa Eropa berlomba-
lomba mencari emas dan| perakskarena udah lazim kedua logam itu
dipakai dijadikan mata uang “dan alat takar, mereka yakin bahwa
keduanya pokok kekayaan, hingga timbul teori “merkantilisme”, ialah :
satu bangsa bisa jadi kaya'raya denganjjalan memiliki emas, perak dan
barang-barang metal lainnya.

b. dari abad ke 18 sampai akhir abad ke 19, yaitu : semenjak
mempergunakan teknik bartu“seperti kekuatan uap, perdagangan pun jadi
lebih besar dan meluas .dan ‘sebelumnya,.selain bertambah luas tanah-
tanah jajahan, juga bertambah banyak campur tangan pemerintah dalam

kegiatan ekonomi rakyat dan perseorangan. sehingga timbul prinsip

* Bonni Setiawan, Peralihan Ke Kapitalisme di Dunia Ketiga, Cet. 1, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999), hal.17.

* a). Kapitalisme Awal (1500-1700), yakni masih bertumpu pada industri sandang di
Inggris dengan perlengkapan sederhana, dan selama abad ini muncul istilah merkantilisme; b).
Kapitalisme Kilasik (1750-1914), yakni pembangunan kapitalis bergeser dari perdagangan ke
industri, dan selama abad ini muncul istilah Laises Faire; ¢). Kapitalisme Fase Lanjut sejak tahun
1914, dengan momentum perang dunia ! sampai II sebagai titik balik perkembangan sistem
kapitalisme hingga abad ke 20.
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kemerdekaan dan kebebasan dengan mottonya “/aisser faire laisser
fasser’ artinya : biarkan mereka bekerja, biarkan mereka maju.

. dari akhir abad ke 19 sampai tahun 1954, yaitu : dengan prinsip bebas
disertai dengan memakai alat-alat permesinan baru secara besar-besaran,
serikat-serikat ekonomi dan dagang yang teratur serta luas mulai berdin.
Keadaan ini membawa ketidakseimbangan pemakai dan penghasil yang
berlipat ganda besarnya. Pé€nghasilan lebih*banyak daripada permintaan,
sehingga mereka mempertahankah tanah-tanah jajahan. Perang ekonomi
seperti itu salah satu sebab ményalanya api perang dunia pertama pada
tahun 1914 sampai tahun 1918.

. selesainya perang dunia pertama kebanyakan perusahaan besar menjadi
lebih besar dengan kebanyakan hasil-hasil produksinya, di mana rakyat
sedang dalam kemiskinan karena perusahaan tersebut menumpuk-
numpuk kapital menjadi berlipat-ganda: Dengan kapital raksasa, mereka
mulai merancang program menurut keinginan dan-kepentingan mereka
masing-masing, apalagi para Kapitalis berhasil menjabat dalam
pemerintahan atau mempengaruhi orang-orang pemerintahan. Dengan
uang dan perckonomian mereka turut mencampuri politik nasional dan
internasional. Besarnya kekuasaan kaum Kapitalis terhadap kaum

pekerja dan lapisan kaum buruh. Dan bertambah hebatnya pertarungan

86



antara sesama kerajaan dan negara-negara industri, sehingga memuncak
dengan perang dunia kedua tahun 1939-1945.°
3. Kapitalisme sebagai faham, menurut Peter L. berger adalah fenomena
historis yang tumbuh dalam jangka waktu yang lama.® Menurut Dudley
Dillard kepitalisme adalah istilah yang dipakai untuk menamai sistem
ekonomi yang mendominasi dunia barat sejak runtuhnya feodalisme.
Disebut Kapitalisme karena hubungan antara para pemilik pribadi atas alat-
alat produksi yang bersifat non-pribadi Sépertitanah, tambang, industri dan
sebagainya, yang secara kescluruhan, disebut“modal atau kapital.” Secara
sederhana dalam sejarah abad pertengahan disBarat, kapitalisme dimaknai,
penggunaan uang sebagai kombdit] dalath manufaktur dan perdagangan.®
Maxim Rodinson mendefinisikan Kapitalisme dalam dua pengertian.
Pertama, susunan masyarakat atau bangunan perekonomian tertentu yang
terisolir dengan pemilikan alat=alat"produksi seCara pribadi. Kedua, sebutan

yang diberikan kepada“suatu ‘masyarakat..secara /keseluruhan, dengan

* Lihat Kahrudin Yunus, Sistem Ekonomi Menurut Islam “Islamisme”, Cet.1, (Jakarta -
Fikiran Baru, tt), hal.33-37

¢ Para sejarawan akan berbeda pendapat tentang secara rasional dapat dikatakan ada.
Karena itu, Berger menyimpulkan bahwa kapitalisme itu adalah sebuah konsep. lihat Peter L.
Berger, Revolusi Kapitalis, alih bahasa: Muh. Oemar, Cet 1 (Jakarta: LP3ES, 1990), hal 18-19.

7 Dudley Dillard, “Kapitalisme” dalam Kapitalisme Dulu dan Sekarang, Cet.1, (Jakarta:
LP3ES, 1087), hal 15.

® Henry S Henry S. Lucas, Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan, alih bahasa; Dr.
Sugiharjo S. dan Drs. Budiawan, Cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), him. 158
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susunan serta mentalitas kapitalisnya.” Faham Kapitalisme ini memang
bermula di akhir abad ke 14 dan awal abad ke-15, paham Kapitalisme tidak
bisa dilepaskan dengan imperialisme jagat raya. Melalui imperialisme,
akumulasi modal terpusat di negara-negara maju di Eropa dan di sisi yang
lain  meninggalkan  kemiskinan di wilayah-wilayah yang menjadi

: . 10
imperiumnya.

B. Sejarah Kepemilikan Tanah Meénjadidndividu

Khusus sejarah evolusi atau:fasepemilikantanah menjadi individu, Irfan
Mahmud R. membagi dalam enam periode, yaitus
1. suku-suku yang menumpukan; kehidupan-pada berburu atau bagi orang
pedusunan yang hidup mengembara, memiliki tanah.tidaklah berarti
memiliki raison d’etre. Namun begitu memasuki tahapan pemilikan
langsung menjadi kebutuhan, Kendati pada tahap awalnya kebutuhan
tersebut belum melembaga. “Sebab “pertaria”’ adalah persediaan tanah
melebihi kebutuhan dan tak ada yang merasa perlu membatasi luas
tanahnya. Kedua, metode pertanian yang diterapkan masih memilih pola
primitif, yaitu : peladang meninggalkan tanah garapannya setelah sekali

menggarapnya kemudian membuka ladang baru. Di sini tanah menjadi

? Maxim Rodinson, Islam dan Kapitalisme, Alih Bahsa: Asep Hikmat, Cet [ (Bandung:
Igra, 1982), hal. 29
' Hikmat Budiman, Pembunsuhan yang Selalu Gagal , hal. 65
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milik seluruh masyarakat, atau paling tidak, milik suatu suku, dengan
hasilnya menjadi milik penggarapnya.''

2. pada tahapan kedua masyarakat semakin ingin hidup menetap dan mulai
mencintai tanah, karena populasi semakin bertambah sehingga pengolahan
tanah harus menggunakan metode yang lebih produktif. Fase kedua ini
berlaku pemilikan sementara (temporer) atas tanah bersamaan dengan
periode pembagian kembali” (redistribusi).\Pada periode ini, tanah
walaupun masih dianggap milik masyarakat, dibagi sama rata pada kepala-
kepala keluarga. Pembagian inj tidak untuk s€lamanya tetapi untuk jangka
waktu tertentu saja.

3. masa ketika pembagian secara,periodik ity tidak dipakai lagi. Mereka yang
telah mengolah tanahpya tidak_mau_tunduk lagi pada ketentuan yang
ditujukan untuk kemaslahatan komunitas, mereka mempertahankan tanah
garapannya yang menjadl produktif berkat” usaha yang keras. Maka
muncullah suatu lémbaga._pemilikan ‘keluarga,” yang-selanjutnya setiap
keluarga menjadi pemilik mutlak atas bagian tanah yang mereka garap.
Bentuk ini belum merupakan pemilikan individu, karena ketentuan tentang
pembagian hak belum berlaku. Kepala keluarga tidak dapat menjual tanah
milik bersama itu, atau memberikan kepada orang lain. Pendeknya, tidak

boleh selama tanah tersebut masih dianggap milik bersama.'?

" Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi, Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab, Alih
Bahasa Mansuruddin Djoely, Cet 111, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hal.20-21

I fase 3 adalah fase peralihan yang masih menunjukkan sistem kepemilikan bersama tapi
sudah mulai tampak kepemilikan individu. Teori peralihan ke Kapitalisme disebut akumulasi
primitif, yang terdapat dua mekanisme umum. Perfama, negaraisasi tanah dan kekayaan alam
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4. tahapan berikutnya berlaku peraturan pemilikan tanah yang bebas (semua
bentuk kepemilikan), namun belum identik dengan kepemilikan barang
bergerak.I3

5. tahapan akhir proses evolusi ini, meliputi pembuatan hak kepemilikan
vang lebih rinci lagi baik barang bergerak maupun tidak, sehingga
seseorang bukan hanya dimungkinkan memiliki tanah tapi juga dengan
mudah dapat memindahkan hak pemilikannya, *

6. tahapan yang lebih jauh dapat_dicapai manakala kepemilikan tanah
diwakilkan secara bersama, misalaya dengansmenunjuk hak pemilikan atas
sesuatu. Namun, yang amat ‘penting| bagi kegiatan usaha pertanian ialah
melakukan kerja sama dengan| rasa“fanggung jawab terbatas. Hal ini
sebenarnya merupakan perbaikan dari bentuk pemilikan bersama.'
Kesimpulan yanhg dapat diambil dari keterangan sebelumnya ialah

kepemilikan atas tanah berlangsurng=tahap" demt tahap“dan terus menerus, yaitu

kepunyaan rakyat melalui hukum matipun “kekerasan, “Kemudian lembaga negara (birokrasi
pemerintah, pengadilan, dll) memberi hak-hak baru pada pihak perusahaan/proyek lain. Kedua,
konsentrasi tanah dan kekayaan alam melalui proses sosial-ekonomi baik berbentuk transaksi
ekonomi jual-beli, maupun bentuk ekstra ekonomi, seperti gadai dll. tentunya, sisi lain dari kedua
mekanisme ini adalah terlepasnya akses dan kontrol petani dari tanah dan kekayaan alamnya.
Bonnie Setiawan, Peralihan Ke Kapitalisme di Dunia Ketiga; Teori-Teori Radikal Dari Klasik
Sampai Kontemporer, Cet. 1, (Yogyakarta : Insist Press & Pustaka Pelajar, 1999), hal x-xi.

" MFaruq An-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem
Kapitalis dan Sosialis, Alih Bahasa : Muhadi Zainuddin, Cet 1, (Yogyakarta : UIl Press, 2000),
hal.41

'* Fase 4 dan 5 adalah tahapan kedua yang menghasilkan kepemilikan individu. Teori
W.Rostow seorang pentolan dari faham Kapitalisme, mengatakan bahwa fase ekonomi ada lima,
pertama : taraf primitif, kedua : taraf peralihan, ketiga : taraf bertolak (take-off), keempat : taraf
dewasa (maturity), kelima : taraf konsumsi masal pada tingkat yang tinggi. Diringkas dari Zainal
Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Cet.1, (Jakarta - Bulan Bintang, 1979), hal.129-
150.

'* Fase 6 adalah di mana sistem individu kembali lagi ke sistem kolektif.
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dan bentuk kepemilikan kolektif kepada bentuk kepemilikan individu dan bentuk
yang cenderung merupakan penyempurnaan siklus evolusi dengan kembali lagi

pada pemilikan kolektif.'®

C. Faham Individualisme

Awalnya milik pribadi, alat buru, dan pakaian menjadi bagian seseorang
apabila seseorang itu mati, maka benda-benda’ tersebut ikut dikuburkan bersama
sang pemilik. Kemudian bergulirlah suatii peradaban, [di mana mulai tampak hak
milik individu sedikit demi sedikit,| dan mulai pudarrsistem kepemilikan kolektif.
Masyarakat Yunani dan Romawi—sangat/‘menghargai hak miliknya dengan
sepenuh jiwa sebagai pelambang’‘warisan/ lelubir nenek moyang, faham
individualis ini dapat kita dirineivlagirsebagai-berikut ;

1. Kepemilikan Pribadi dalam Hukum Romawi
Institusi tentang hak milik di bawah hukum Romawi masih tetap
relevan pada waktl sekarang ifii, karena paling awal di antara sejumlah
sistem paling kuno. Karakteristik utamanya adalah sangat keras dan tentu
saja tegas melindungi hak-hak individu. Para ahli hukum Romawi
cenderung untuk mempertimbangkan bahwa setiap warga negara memitiki
hak melakukan sesuatu yang ia sukai atas milik pribadinya. Konsep ini

bukan sekedar untuk menikmatinya, juga kebebasan untuk menggunakan

¢ frfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi, Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab, Alih
Bahasa Mansuruddin Djoely, Cet.II1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hal 20-23.
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seenaknya sendiri ataupun merusaknya. Logikanya, hal semacam itu
merupakan hak turun-temurun yang tak bisa dihalangi.

Pengakuan terhadap pemilikan tanah secara mutlak mungkin
merupakan ciri-ciri paling khas dalam hukum Romawi. Pada jaman awal
Romawi, pengakuan kepemilikan tanah individu sebenarnya hanyalah
sebentuk rumah dan sebidang tanah yang sangat kecil di sekeliling rumah
tersebut, lebih kurang setengah hektar,Gagasan tentang hak milik tanah di
kalangan orang Romawi tidak didsosiasikan kepada tanah yang diam,
melainkan terhadap tanah pérkebunan-dan tanah peternakan yang dikelola
oleh budak."’

2. Kepemilikan dalam Filsafat Yunani

Kepemilikan merupakan subyek yang sangat kontroyersial di zaman
Yunani Kuno. Menurut Plato (347-430 SM.), kelas ksatria tidak boleh
menguasai sesuatu di luat™ keébufuhannya. Bagt mereka diberikan
pembayaran tetap tertentu.untiuk.mencukupi kebutuhannya, tak lebih dari
itu. Mereka akan mendapatkan rumah, tanah atau uang, yang bisa
dikuasainya.

Sedangkan Aristoteles (322-384 SM.) yang mengkritik Plato
menyatakan bahwa sistem seperti itu tidak bisa dilaksanakan dan merusak
instink kemanusiaan yang alami. Kepemilikan umum akan merusak
kebijakan dan kebebasan, hak milik bersama tidak praktis dan

bertentangan dengan harkat manusia. Tanpa hak milik pribadi orang tidak

17 Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi ... ..., hal.19-20
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merasa puas, karena harga dirinya hilang serta tidak dapat berbuat amal
baik.'®

Democritus (370-460 SM.) berkata : “Kerja keras terasa sangat
menyenangkan ketimbang menganggur.” Pemilikan terhadap berbagai
sumber (kekayaan) secara pribadi mendorong seseorang melakukan
pekerjaannya dengan sangat rajin, ketimbang bekerja untuk kepentingan
publik. *

3. Menurut Ajaran Kristen dan|Filsafat Skelasttk
Pada awal kekuasaan |gerefayNasrani dan para tokoh Kristen lebih

cenderung pada sikap komunistik |terhadap| kepemilikan. Pandangan
tradisional yang mengakui kepemilikan pribadi dianggap berdosa, hatl ini
terjadi pada abad pertengahan. Tawney menyatakan : “Mencari suatu yang
berlebihan tak layak dilakukan, merupakan ketamakan dan ketamakan itu
merupakan sebuah dosa "yang “mematikan”.¥ Idealnya tak seorang pun
menyebut segala sesuaty itusebagal miliknyas.tétapi-memiliki sesuatu itu
bersama-sama.

Pandangan Aristoteles muncul kembali akhir periode pertengahan

di Eropa, la memperkenalkan kepada masyarakat FEropa tentang

'® Jika seseorang tidak merasakan kesenangan seimbang dengan kerja kerasnya, mereka
pasti akan menuntut, idealnya kekayaan itu menjadi milik pribadi, tetapi digunakan untuk
kepentingan umum. Pribadi yang memiliki adalah faktor utama terwujudnya masyarakat ideal.
Dengan memiliki manusia bergairah untuk berkreasi dan berkarya. M.Faruq An-Nabahan, Sistem
Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, Cet.1, (Yogyakarta :
UII Press, 2000), hal. 41-47.

' George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, dari Aristoteles hingga
Keynes, Alih Bahasa : T.Gilarso, Cet. 1, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hal. 13
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kepemilikan pribadi untuk mencapai tujuan kehidupan yang baik.
Pandangan ini mendorong terjadinya transformasi yang radikal dalam teori
hak milik. Aquinas merupakan tokoh pertama yang mengkombinasikan
pandangan Aristoteles dengan teks-teks tradisional. Pemilikan secara
pribadi atas sumber-sumber kekayaan digabung dengan penggunaan secara
komunal."”
4. Menurut Faham Pisiokratisme
Di abad ke 17 Fisiokratismefmengatakan bahwa pertanian adalah
dasar dari produkst negara,;oleh Karena -itu seluruh perhatian harus
ditumpahkan untuk memperbesar hasil pertaman, hanya pertanianlah yang
dianggap sebagai usaha yang ||produkfif /| Quesnay membagi usaha
produktif menjadi tiga golongan,20 dan setiap individu bebas bertindak
demi kepentingannya sendiri, setiap orang bebas memilih jenis pekerjaan,
pindah pekerjaan, menjadi~ kaya,” dan’ melakukan apa saja yang
dianggapnya baik dengan harta_miliknya itu. Konsep-ini dikenal dengan
“hukum moral alamiah” yaitu hak individu sejalan dengan kepentingan
umum. Sebagai hukum alam pasti berjalan sebagaimana mestinya,

diungkap dengan istilah “laissez faire laissez passer, le monde va de lui-

19 A Alslahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimipah, Alih Bahasa Anshari Thayib, Cet],
(Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997), hal 129-134

% a) golongan yang produktif, yaitu hidupnya dari pertanian, berburu, menangkap ikan,
dan lain-lain, b) golongan yang tidak produktif, yaitu bekerja pada perdagangan, perindustrian,
guru, dokter, dan lain-lain, ¢) golongan yang tergantung dari golongan lain, yaitu kaum pemilik
tanah. Zainab Shaleh al-Asyuh, Al-Iqtishad Al-Wadh’i wa Al-Igtishad Al-Islami ; Nazratu
Tarikhiyah Mugaranah, Cet.1, (Kairo : Ein For Human And Social Studies, 1998), hal. 13-27
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meme” artinya : Jangan campur tangan, alam semesta dapat mengativ
dirinya sendiri*!
5. Menurut Faham Merkantilisme
Di abad ke 16-18 merkantilisme mengatakan bahwa perdagangan
adalah lebih penting dan pertanian, sebab itu pemerintah harus
membulatkan perhatiannya untuk mencan mitra dagang dengan negeri-
neger lainnya. Selama masa“itu; usaha-usalia ekonomi masih bergantung
pada negara, manusia sebenarmnyd tidak begitu senang dengan cara
demikian, mereka ingin supaya masing-masing orang bebas berusaha dan
mempunyai hak milik, dan masing-masing bebas mengatur usaha dan hak
miliknya.
6. Menurut Faham Liberalisme
Faham im berasal dari Adam Smith (1723-1790) yang muncul di
Inggris.”* Beliau berpendapat-bahwa * Pekerjaan‘ekonomi harus diletakkan
atas dasar kepentingan (diri’ sendiri, ‘persaingan \merupakan syarat yang
mutlak agar sistem kebebasan alamiah dapat berfungsi. Jika seseorang
dibebaskan untuk berusaha, maka ia harus bebas mengatur kepentingan

dirinya sendiri, hal ini dikenal dengan istilah “laisser aller, laisser passer”

i George Soule, Pemikiran. .. ... , hal 48-49

2 The Wealth of Nations (1776), tidak bisa dikatakan orisinal. Sebab Ia hanyalah merakit
dan meramu berbagai pikiran guru dan pendahulu-pendahulunya, seperti konsep kepentingan diri
sendiri (self-interest) diambil dari Hume dan Mendeville. Xonsep sistem ekonomi pasar bebas
(laissez faire), telah dikemukakan oleh Thomas Mun dan Dudley North. Teori produktivitas yang
dicapai melalui pembagian kena (division of labour) telah dibicarakan Petty D’Avement dan
Cantillon serta Ludwig Carl. Konsep tentang kekayaan suatu bangsa (wealth of Nation) adalah
gagasan pokok kaum Merkantilis. M.Dawam Rahardjo, Pagmatisme dan Utopia, Corak
Nasionalisme Ekonomi Indonesia, Cet. 1, (Jakarta : LP3ES, 1992), hal 4-5
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artinya merdeka berbuat dan merdeka bertindak. Beliau berpendapat
bahwa sewa tanah adalah merupakan harga monopoli. Apabila luas tanah
yang baik yang dibutuhkan itu terbatas, maka orang-orang memilikinya
dapat menarik bayaran tertentu dari para pemakai. Teorinya yang terkenal
“unearned increment” artinya penghasilan bukan balas karya.”

Teori David Ricardo ** tentang tanah bahwa jika tanah berlimpah
ruah jumlahnya seperti halpya-udara;-setiap orang asal mau akan punya
tanah dan pasti tidak adacharganya, Para petani yang pertama tentu
memilih lahan yang palingisubufiitetapi jika lahan-lahan yang subur itu
habis, maka orang akan mengambil tanah yang tidak begitu subur.
Semenjak itu lahan yang subur(akan mérpunyai barga setiap jengkal dan
akan memberikan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada lagi lahan
yang seperti itu'yang tersédia=Jika proses’yang demikidr-itu berlangsung
terus dan lahan yang kurang)suburpunitelal’ dimiliki orang, maka harga
lahan yang subur akan semakin meningkat: >’

John Stuart Mill (1806-1873), berpendapat bahwa milik pribadi
yang melembaga dalam masyarakat primitif bukan karena berguna bagi
masyarakat tetapi semata-mata untuk mempertahankan perdamaian bila
terjadi pertengkaran. Kebudayaan primitif selalu memberi pengakuan yang

sah terhadap pemilik tanah, dan setiap cikal bakal memiliki harta, dengan

B Ibid , hal.59

* Teori Ricardo tidak lepas dari kepentingan yag melatarbelakanginya, posisi kelasnya
sebagai seorang Borjuis. M. Dawam Rahardjo, Pagmatisme. ..., hal 8

B Ibid , hal 68-69
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demikian setiap orang yang melakukan kekerasan untuk menyingkirkan
atau mengusir cikal-bakal dari harta miliknya dianggap agresor”.

Alfred Marshall (1842-1924) vyang menggantikan istilah
“persaingan” dengan “kebebasan” dan “usaha”. Ia melihat manfaat adanya
kekayaan yang dimiliki oleh orang-perorangan. Pengusaha sebagai
pengorganisir dan pengelola semua faktor produksi, adalah faktor utama
dalam proses produksi. Sedang-konsep-tanah dan modal hanya sebagai
faktor produksi yang bersifat. materilyla berpendapat bahwa Produk yang
berasal dant tanah mengalami {fambahan -hasil (produk marginal) yang
semakin berkurang”, tetapi 1a tambahkan bahwa keahlian manusia secara
kolektif menyebabkan hasilaya s¢mfakin bertambah. Dengan meningkatnya
keahlian kolektif produksi cenderung melampaui kebutuhan subsistensi. *°

John Maynard Keynes+(1883-1946), seorang penigikut setia kaum
klasik, di mana beliau melihat kepemilikan ‘tanah seperti bunga (interest),
apabila tanah tersebut\dimanfaatkansendiri atau/disSewakan kepada orang
lain. Beliau juga mengandalkan deduksi dalam menyusun hipotesa yang
baru, seperti kesempatan kerja bahwa upah yang tinggi bukanlah sebab
utama pengangguran, akibat penurunan upah secara teoritis sama dengan
akibat penurunan tingkat bunga, sebaiknya dipecahkan melalui penurunan
tingkat bunga daripada lewat penurunan tingkat upah. Keynes memandang
pemerintah  sebagai faktor utama yang mampu mengimbangi

kegoncangan-kegoncangan yang melekat pada tata ekonomi Kapitalis.

% Ibid , hal. 139
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apabila kegiatan bisnis lesu dan investasi menurun, maka pemerintah dapat
melakukan investasi, karena pemerintah tidak mesti mencari keuntungan.”’
7. Kepemilikan Menurut Kaum Borjuis.

Dari kaum hamba sahaya lahirtah orang-orang kota (poorters)
kemudian tumbuhlah kaum Borjuis yang telah dipengaruhi oleh sistem
ekonomi Kapitalis. Pada mulanya orang suka hasil pekerjaan kaum Borjuis
yang dapat memenuhi hajat hidup-manusta;-dan bisa menghubungkan satu
benua dengan benua lainnya, Kegembiraan- jtu akhirnya hilang setelah
nafsu kapitalisme mempengaruht jiwamercka.

Dengan semboyan keémerdekaan hak| milik kaum borjuis telah
merenggut hak milik dan tangan rakyat(niiskin, bahkan diri mereka, titik
peluh, dan tenaga jasmani. Selain itu mereka juga dipisahkan dari alat-alat
produksi. Dengan‘menguasai 'sumber ‘pfoduksi ‘dan pekerjaan distribust,
kaum borjuis berhak 'menentukan-"dan\/membatasi barang-barang

konsumsi.?®

D. Konsep Kepemilikan Tanah dalam Kapitalisme

Untuk mengetahui tentang konsep milik, salah satu langkah adalah dengan

mengetahui terlebih dahulu cin-ciri dani sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri.

? Ibid., hal.161-169. JMKeyns berpikiran bahwa tanah bisa mendatangkan bunga
(keuntungan yang berlipat) bila disewakan atau mengelolanya karena kepemilikan tanah sama
halnya dengan memiliki modal. Lihat Dudley Dillard, The Economics of J.M.Keyns The Theory
of Monetary Economy, Cet.VIIL, (Japan : Kinokuniya Bookstore, 1958), hal.193-194

2% Zainal Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Cet.1, (Jakarta : Bulan Bintang,
1979), hal 61-6%
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1. tidak adanya perencanaan terpadu. Semua harga dan jumlah produksi
diserahkan penentuannya pada kekuatan pasar.

2. konsumen adalah raja, karena hidup matinya produsen amat bergantung
pada daya beli konsumen.

3. kebebasan memilih pekenaan sesuai dengan tingkat upah yang ditawarkan
para produsen.

4. kebebasan berusaha sesuai dengan—modal~yang ia miliki. Karena itu
jaminan atas hak kepemilikaniindividual mertadi sangat penting.

5. kebebasan untuk menabung” dan“berinvestasi, oleh karena itu Bank
merupakan lembaga pentingsebab| berfungsi sebagai penghubung antara
pemilik uang dengan orang yang/(ingin berisaha.

6. kecenderungan memonopolistis, yaitu orang yang punya modal, ilmu dan
informasi lebih=banyak lebih "batk” untuk=berusahda dan “persaingan tidak
disukai, oleh karena itu | bentuk.monopolivimerupakan salah satu cara
menghindari hal itu.

Jelaslah bahwa sebuah kepemilikan sangatlah ditentukan oleh kemampuan
individu memiliki modal, dalam mengembangkan kepemilikannya perlu modal
banyak dan punya kekuasaan serta kesempatan untuk melakukan monopoli. Jadi
kepemilikan seorang individu sangat tergantung terhadap modal, pekerjaan,
tabungan serta investasi yang dimiliki. Sedangkan mekanisme pasar dan

pendistribusian kekayaan, keduanya diserahkan kepada ketertibatan dan peran
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aktif individu.  Keterlibatan dan peran aktif individu terhadap kepemilikan tanah
dapat dipahami sebagaimana berikut ini :

1. Kepemilikan Tanah Atau Modal

Apakah tanah itu masuk modal ataukah factor alam? Tidaklah mudah
bagi kita untuk mengambil suatu kesimpulan yang memuaskan. Dipandang
dan sudut ekonomi, kedua pendirian 1tu dapat dianut. Hal int tergantung dar
bentuk, corak dan tingkat pereKonomian‘masyarakat yang bersangkutan.

a. pendapat yang mengatakan tanah’adalah pémberian alam antara lain Von

Philippovich, Von Bohm BawerkyiWicksell, Bordewyk, alasannya :

1) tanah adalah kurmia alam, ia tidaklahdapat dianggap sebagai benda
yang dihasilkan orang, meskipun diakui'bahwa kebanyakan tanah yang
diusahakan orang hakekatnya.telah dizrobah.bentuk dan,sifatnya.

2) tanah dalam asasnya tidak dapat diperbanyak, tidak demikian sifat dari
modal yang bisa diperbanyak.

3) tanah itu hakekatnya-tidak-dapat dihancurkan, sebaliknya modal.

4) tanah itu pada hakekatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, tidak
demikian halnya dengan modal.

5) dalam mempergunakan tanah orang amat terikat oleh keadaan alam,

sedangkan tidak demikian pada modal.

# Majalah Ulumul Qur’an, Vol. VII no. 15, tahun 1992.
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6) tanah adalah sumber dari bahan-bahan mentah yang dibutuhkan orang
dalam usaha produksinya, modal sebaliknya terdiri dari barang-barang
tersebut atau barang-barang yang dibuatnya dan itu.

7) laba yang diperoleh dari tanah yakni pak atau laba tanah (grondrente)
mempunyai hukum-hukum sendiri yang menyimpang dari hukum-
hukum tentang laba yang diperoleh dari modal, misalnya saja semakin
intensif tanah itu dipergunakan;maka-makin tinggi laba tanah yang
diperolehnya. Tetapi |sémakinf jintensif modal dipergunakan, maka
semakin turun laba dariodalfitu’

b. Pendapat yang mengatakanzbahwa tanah adalah benda modal antara lain
Adam Smith, K Menger;~J.B/Cklack|/frving Fisher, Verryn Stuart.
Perbedaan antara keduanya tidaklah dianggap oleh mereka sebagai
perbedaan yang prinsip,”” olch-karena itu'tanah Harus dimasukkan dalam
golongan modal, alasannya.

1. tanah yang diusahakan)itu dapat mendatangkam, penghasilan kepada

pemilik, terlepas dari pekerjaannya {(modal pribadi).

*® Tanah dan modal adaiah input non tenaga kerja yang mempunyai banyak elemen
persamaan. Keduanya merupakan kekayaan tahan lama yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu
perekonomian pasar. Mereka dapat memperjual-belikan di pasar, atau dapat juga disewakan untuk
suatu periode waktu tertentu. Perbedaan utama antara tanah dan modal adalah tanah bukan
merupakan faktor yang diproduksi, sementara modal merupakan oufput ekonomi yang terkumpul
dari simpanan hasil kerja keras di masa lalu. Seperti sawah belum tentu pemberian alam yang asli;
bertahun-tahun, barangkali perlu saluran untuk pengairan dan pintu air untuk jalannya air. Jadi
sebagian pemberian alam, sebagian juga suatu benda yang diproduksikan manusia. Kalau tanah itu
menjadi subur dan dapat dipakai karena usaha manusia, maka tanah itu merupakan benda modal.
A H.Stikker dan Hasan Amin, Ekonomi, Cet.I1, (Jakarta : J.B Wolters Goningen, 1051), hal 31
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2. tanah yang telah diusahakan sudah mengalami berbagai perobahan dan
perbaikan, sehingga 1a tidak dapat lagi dianggap sebagai anugerah
alam.

Melihat keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Perfama, daerah-
daerah di mana orang masih dapat memperoleh tanah hanya dengan jalan
pencurahan keringat saja, tanah itu belum merupakan benda modal, tetapi keadaan
seperti di atas praktis tidaklah adaagi—Segalajenis pekerjaan yang dilakukan
oleh petani dan anggota keluarganya séndiri gnfuk mencukupi kebutuhan
keluarganya dengan tidak menggunakan®uang. ataul bantuan tenaga dari luar,
belumlah ada artinya untuk memasukkan tanah itu sebagai benda modal.

Kedua, daerah-daerah, di mana orang sudahemulai atau sudah menghadapi
kekurangan akan tanah, di situ tanah sudah merupakan benda modal. Bagi
perusahaan pertanian“yang sudal kapitatistis* sifatnya, di man&~Segala sesuatu
harus diperhitungkan, maka tanah«itw dianggapnya $ébagai benda modal, dengan
catatan, bahwa benda madal\yang berupa ‘tanah=ini*mempunyai keistimewaan-
keistimewaan, yakni :

a. dalam perhitungan perongkosan bagi tanah itu tidak perlu diadakan
perongkosan penyusutan.

b. tanah itu adalah satu-satunya alat produksi yang dapat melipat gandakan
benda-benda hidup. *'

Dalam usaha mencari kemakmuran manusia di antaranya berhadapan

dengan alam yang kebanyakan harus diperoleh dengan usaha dan pengorbanan.

3! Kaslan A Tohir, Ekonomi Selayang . ..., hal 94-96
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Usaha ini lazim disebut “produksi”, jadi produksi adalah sumber kemakmuran
masyarakat. Adapun benda-benda produksi yang dimaksud Kapitalisme ialah
benda-benda yang kekal seperti tanah, gedung, mesin, dll, serta benda-benda yang
tidak kekal, seperti bahan bakar, dan makanan.’’ Benda produksi atas dasar
sifatnya lazim disebut “faktor-faktor produksi”, seperti :

1) alam, seperti tanah, air, logam, dan tambang.

2) tenaga kerja, yakni tenaga manusia untuk bekerja.

3) modal, alat produksi yang dihasilkan,orang; seperti mesin, pabrik.dll.

4) organisasi, yakni kecakapdn orang\untuk menetapkan dan mengatur.>

Semua modal fisik sangat pénting bagi kehidupan perekonomian, baik itu

perekonomian pasar, komando maupun ¢ampufah=**/Karena modal fisik umumnya
milik pribadi atau swasta, maka pendapatan dari modal itu jatuh ketangan
indtvidu. Hak kepemilikan" (Propeérty " rightsy” memben "wéwenang kepada
pemiliknya untuk memanfaatkany=menjual;” mengecat, mengebor, pendeknya
mengeksploitir barang-barang modalnya. Setiap bararig medal yang memiliki nilai

pasar, bebas diperjual-belikan oleh pemilikya dengan harga yang sesuai dengan

2 Benda produksi yang kekal adalah benda produksi yang dapat dipergunakan lebih dan
satu kali dalam produksi. Sedang yang tidak kekal adalah benda produksi yang hanya dapat
dipergunakan sekali saja dalam produksi.

3 Faktor produksi yang asli ialah alam dan tenaga kerja namun tidak sama sifatnya. Lihat
Kaslan A Tohir, Ekonomi Selayang Pandang, CetIl, (Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1958),
hal.30-32

* Modal fisik merupakan salah satu bentuk inpuf atau faktor produksi berwujud pabrik,
peralatan, rumah, tanah, dan cadangan barang dagangan (inventiry). Medal finansial merupakan
wakil modal fisik, namun bukan merupakan input atau faktor produksi, seperti kertas berharga
atau piutang, saham, obligasi, cek, dan surat hipotik.
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keinginan mereka sendirni. Kemampuan memetik keuntungan dari modal (kapital)
merupakan asal muasal nama kapitalisme.

Meskipun begitu, kepemilikan pribadi (private property), hak milik
(property rights) dibatasi, seperti berapa banyak harta pribadi yang boleh
diwariskan, dan diberikan kepada negara sebagai pajak, begitu juga pendapatan
yang bisa dipungut dari kepemilikan barang-barang modal yang menyangkut hajat
orang banyak, seperti perusahaan gas;tistrik; damrtain-lain.>* Memetik keuntungan
dalam memiliki tanah dapat dimglai defgan ménelaah faktor produksi yang
bersifat tetap (fixed) dalam penawaran\tanah atau sumber daya alam dan
bagaimana pasar menetapkan sewa (renls) atas faktor produksi tersebut serta
teori-teori tentang sewa.

2. Metode Pengelolaan Tanah
a. sewa (rent) tangh
1) Menurut kaum Physiokrat bahwa-tentévtanah timbul dari kesuburan
alam atau tanah, karena tanahlah\yang membadtu,dalam produksi dan
memberikan kelebihan hasil yang melebihi dari biaya-biaya produksi.
Hasil lebih ini1 dinamakan “produit net” sebagian dari produit net ini
diterima oleh pemilik tanah sebagai “pak™ atau “rente tanah™.

2) Menurut salah satu bapak aliran kaum klasik, yaitu Adam Smith bahwa

sewa tanah adalah suatu harga monopoli yang asli, di mana tidak

semua pemilik tanah bisa mengelolanya sendiri, tetapi apa yang bisa

** Paul A.Samuelson & William D.Nordhaus, Mikro Ekomomi, Alih Bahasa : Haris
Munandar, Dkk, Cet III, (Jakarta : Erlangga, 1995), hal.38
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dihasilkan oleh petani, maksudnya adalah harga yang dibayarkan atas
pemakaian tanah atau hasil lebih yang dibayarkan petani atau
pengelola setelah modal awal kembali.*

Ricardo mengatakan bahwa pertama kali orang akan
menggunakan tanah yang paling baik atau subur. Jika penduduknya
bertambah banyak, maka orang akan menggunakan juga tanah yang
kurang subur. jika pendudukZitu fetus-menerus bertambah, sedangkan
tanah yang diusahakan jitu tidakylagi ‘mencukupi kebutuhan, maka
orang akan menggunakafn-tanah ketiga yang kurang kesuburannya, dan
seterusnya. Artinya bahwa :

a) sewa tanah itu bukanlah sebab-dari harga tanah tinggi, tetapi
akibat dari kelangkaannya.

b) sewd tanah 1tu akaf te€rus naik; oleh karena jumlah penduduk
akan terus naik;“sedangkan persedidan akan tanah yang subur
makin berkurang,

¢) sewa tanah itu tidak akan timbul, jika luas tanah yang subur itu
tidak terbatas.”’

Menurut VonThunen tanah yang lebth dekat dengan kota akan
mendatangkan bunga karena letaknya, hasil-hasilnya bisa membawa

lebth banyak keuntungan darpada tanah yang jauh dari kota,

3% Adam Smith, The Wealth Of The Nation, (New York : The Modern Library, 1937),
ha! 144-145

*7 George Soule, Pemikiran Para Pakar hal 68-69

------
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disebabkan biaya pengangkutan lebih tinggi untuk tanah yang
berjauhan dari kota, sedangkan harga penjualan hasil adalah sama.
Tanah yang dikelola dan penghasilannya hanya cukup menutupi biaya
produksi, dinamakan tanah marginal dan acap kali disebut dengan
nama : “no rent land” artinya : bukan sewa tanah.

3) teori modern, pada umumnya orang memakai teori Ricardo akan tetapi
teon tersebut tidak mampu jmembemnkar\keterangan tentang adanya
sewa tanah yang mutlak, yaitufanah,yang masih mendatangkan sewa.
Benar, bahwa sewa tanah; difterensil” dapat ttmbul karena perbedaan
kesuburan, letaknya. Semua tanah sebenarnya memberi sewa dan sewa
inilah yang dinamakan :“sewa tanah yang mutlak”. Dengan sendirinya
tanah super marginal akan memberikan sewa tanah mutlak ditambah
sewa tanah differensil. *®

Sewa adalah sebagai pengemibalian terhadap faktor produksi tetap, oleh

karena itu Penawaran tanah yang.tetap’adalah..karakteristiknya. Para ekonom
klasik menyebut tanah sebagai hadiah alam yang orisinil dan tidak ada habis-
habisnya. Menurut defenisi penawaran totalnya yaitu tetap atau tidak elastis
sempurna. Para ekonom klasik abad terakhir menganggap sewa berlaku untuk
setiap faktor yang penawarannya tetap, harga suatu faktor produksi yang tetap ini
sebagai sewa (rent), atau kadang-kadang disebut “sewa ekonomi mumi” (pure

economic rent).

** Kaslan A Tohir, Ekonomi Selayang Pandang., hal 347-350
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Apabila harga pembelian tanah di Belanda kira-kira 4% stand rentenya,
maka harga pembelian senantiasa kira-kira 30 kali harga sewa. Di Indonesia,
karena kurang memikirkan masa depan dan peredaran uang yang belum meresap
betul, maka harga penjualan tanah biasanya kurang dari 20 kali harga sewa, lagi
pula ditempat yang satu berbeda dengan tempat yang lain.” Nilai tukar tanah
bergantung pada permintaan dan penawaran, permintaan bergantung pada
kebutuhan dan penawaran pada harga-pokok—Jika~tanah itu tidak diproduksikan
dan bahwa tanah itu adalah pemberiandlam, maka tidak mempunyai harga
pembelian adalah tidak benar, karena tanah‘¥ang baik untuk pertanian sebagian

adalah benda modal.

Gambar Penentuans¢wa.dalam persaingan bebas

o

Sewa, tanah

N

D

Kualitas tanah

Pada gambar terlihat bahwa kuantitas yang tetap sama akan terus
ditawarkan, berapapun tingkat harganya. Penawaran yang tidak elastis sempurna
menimbulkan “sewa” atau kadang-kadang disebut “sewa ekonomi murni”. Sewa

ditentukan dengan menelusuri kurva SS ke atas sampai pertemuan dengan kurva

¥ A H.Stikker dan Hasan Amin, Ekonomi., hal.155-161
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permintaan. Di samping tanah kita dapat menerapkan sewa ini pada kekayaan lain
seperti sumber minyak dan emas.*’

Ekuilibrium Pasar, Pada gambar Kurva permintaan dan penawaran
berpotong pada titik ekuilibrium E, harga sewa tanah harus cenderung menuju
titik ini. Jika sewa naik melebihi harga ekuilibrium, maka jumlah permintaan
tanah oleh semua perusahaan akan kurang dari jumlah yang ditawarkan. Apabila
pemilik tanah tidak mampu menyewakan tanahnya sama sekali; maka mereka
harus menawarkan tanahnya lebih ‘murahdsehingga menurunkan kembali sewa.
Sewa tidak akan lama bertahan di bawah'perpetongan ekuilibrium, sebab tawar
menawar perusahaan yang tidak puas akan memaksa-sewa kembali naik ke tingkat
ekuilibrium.

Ekuilibrium tercapai pada suatu harga kompetitif di mana jumlah
permintaan tanah total” tepat’ sama "dengan “peniawarannlya yafig tetap. Faktor
produksi seperti sawah untuk bertanam.padi-dikatakan mendapat sewa ekonomi
murni bila :

1. total penawaran yang tersedia dianggap tetap (terbatas) atau tidak

elastis sempumna.

2. bila bisa diasumsikan bahwa tanah tersebut tidak mempunyai

kegunaan lain, misalnya untuk pertanian tebu atau jelai.

b. Penetapan Sewa Tanah

*“ Theodore Morgan, Introduction To Economics, E.AJohnson (ed.), cet.l, (ttp. :
Prentice-Hall, ttt.), hal 368

108



Beberapa teori eckonomi berpandangan bahwa sewa tidak
diperhitungkan dalam harga pokok produksi, artinya sewa merupakan
pendapatan bagi faktor produksi yang penawarannya tidak elastis,
sehingga kuantitas yang sama masih tetap akan ditawarkan pada tingkat
harga berapapun. Harga baranglah yang sebenarnya menentukan tingginya
sewa tanah, dan bukan sewa tanah yang menentukan harga barang yang
dihasilkan.

Kalau sebidang tanah hanya bisa ditawarkan secara inelastis kepada
satu jenis industn saja, dan| tidakybisasdigunakan untuk industri lainnya
maka tanah itu akan dimanfaatkan /tanpa melihat berapapun pendapatan
yang akan diterimanya. Harus diingat’bahwal pendapatan tanah adalah :
sewa yang ditentukan oleh harga (price determined rent) dan bukan biaya
yang menentukan harga (price determining cost).”

D1 beberapa daerah, "di’ mana’ belum“banyak tanah subur yang
dikerjakan seperti di Sumatra dan/sebagian.dinJawa/mungkin harga tanah
kira-kira sama dengan ongkos-ongkos untuk mengerjakan tanah itu.
Perbandingan antara nilai pakai sementara dan nilai pembelian tanah itu
bergantung pada stand-rente untuk penyimpanan uang yang kukuh (sewa
sewajarnya). Apabila di negeri Belanda stand-rente misalnya 3% dan nilai

pembelian tanah Rp.10.000,- maka nilat tanah kira-kira Rp.300 setahun.

! Paul A Samuelson & William D.Nordhaus, Mikro Ekonomi, hal 311-313
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Akan tetapi nilai tanah mungkin juga lebih dari ongkos yang
diperlukan untuk mengerjakan tanah baru,* oleh karena sewa yang tinggi
akan lebih banyak tanah-tanah baru dikerjakan dan harga barang-barang
pertanian berangsur-angsur menjadi rendah. Demikian pula permintaan
terhadap tanah, akan menerima setengah dari hasil dan nilai sewa akan
kembali sesuai dengan biaya atau ongkos mengerjakan tanah itu. Harga
pembehian tanah itu akan mefijadicsama dengan ongkos mengerjakan tanah
itu. Di sini timbullah perihal-nilaifpakidan @hli ekonomi Inggris Ricardo
yang pertama sekali memikirkan tentanghal n1. 3

Nilai pak sebidang tanah adajahlgantizkerugian, yang diterima oleh
pemilik tanah. Apabila pemilik tanah“menyerahkan tanahnya pada orang
lain dengan sistem bagi hasil, maka_ia akan mendapatkan tambahan laba
itu untuknya sendiri.

Tidak semua demikian, tisalfiya di"pulau jawa semenjak dulu orang

yang mengerjakan/pertanian dengan Ssistem ‘bagi hasth menerima Y2 dari

** Tanah subur yang belum dikerjakan, misalnya di Sulawesi selatan A, B, dan C telah
mengerjakan tanah seluas 12 ha, yang memakan waktu 3 tahun lamanya. Masing-masing
mempunyai hak terhadap 4 ha dan sekarang mereka dapat bertani di tanah itu. Akan tetapi A tidak
sanggup bekerja dan menyerahkan tanah itu pada X secara bagi hasil. Apabila A dan X masing-
masing mendapat setengah dari hasil dan X hanya menyerahkan tenaganya, maka bagian A dapat
dianggap sebagai sewa tanah dan bagian X sebagai upah.

Kalau penduduk bertambah, maka mungkin harga barang hasil pertanian naik, permintaan
terhadap tanah bertambah, dan A barangkali dapat menyerahkan tanahnya secara bagi hasil dan
memberikan 1/3 bagian saja kepada yang mengerjakan. A barangkali menerima lebih banyak
daripada apa yang dapat dianggap sebagai rente yang normal, untuk segala usaha dan ongkos yang
dikerahkannya untuk mengerjakan tanah itu.

“* Pak ialah : hak mengusahakan milik (tanah) orang atau memborong sesuatu yang
mendatangkan hasil dengan membayar sewa (pajak) setiap tahun Ricardo menjelaskan hasil panen
terdiri dari dua kelas tanah, kelas A jika hasil produksinya tinggi akan terkena rent dan kelas B
jika hasil produksinya rendah tidak terkena rent. Mortenson Krider Sampson, Understanding Our
Economy, Analysis, Issues, Principles, Cet.1, (Boston : Houghton Mifflin Co., 1967), hal. 195
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penghasilan, keadaan seperti itu tidak lekas berubah, kalau tanah itu

mendapat nilai pak, karena kebiasaan orang akan tetap menjalankan

pembagian seperti yang sudah-sudah. Apabila pemilik tanah sudah

mengetahui dengan pasti, bahwa tanahnya mempunyai nilai pak, maka

kemungkinan diperberat syarat-syarat bagi yang mengerjakan pertanian

dengan sistem bagi hasil, seperti pengelola tanah diminta lebih banyak

membeli benda-benda modal] membayar pajak bumi atau membayar uang

panjar, ketika persetujuan pertanian dengan sistem bagi hasil dibuat.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasmemiliki tanah itu sedikit banyak
dipengaruhi oleh hubungan sosial. |Seseorang kerabat| atau sekampung, misalnya
harus memberikan ¥ dari penghasilan kepada yang/berhak dan orang asing 2/3
bagian dari hasil. Harga tanah selain dipengaruhi oleh hubungan sosial ada faktor
lain yang mempengaruhinya, antara lain :

1) Pengaruh Letak Tanah
Sebidang tanah yang.baik.akan mempunyai/milai pak oleh karena

kesuburannya dan letaknya. Pembuatan jalan di suatu daerah seringkal

menyebabkan hasil pertanian di daerah itu naik harganya, disebabkan

barang-barang itu dapat lebih mudah diangkut ke pusat perdagangan,

kadang-kadang oleh karena hal tersebut tanah-tanah mendapat nilai pak.

2) Pengaruh Bertambahnya Penduduk
Jika hendak diselidiki pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh
bertambahnya penduduk, maka hal itu terutama bergantung pada tanah-

tanah yang masih dapat dikerjakan. Misalnya di suatu negeni ada 2 macam
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tanah, kita namakan jenis A dan jenis B. Tanah jenis A mempunyai nilai
pak dan tanah jenis B tidak. Apabila sekarang penduduk bertambah maka
tanah yang baru akan dikerjakan. Kalau tanah itu dari jenis B, maka nilai
pak tanah A tak akan berubah. Kalau tanah yang baru itu kurang baik
jenisnya, misalkan jenis C, maka nilai pak tanah A akan naik, dan juga
tanah jenis B akan mempunyai nilai pak.

3) Pengaruh Depresiasi dan Appresidsilljang

Apabila harga pada umumnya tusun maik oleh karena nilai uang
berubah, maka bagaimana pengaruhmyd pertanian dengan sistem bagi
hasil, sudah barang tentu pada produksi bahan makanan sendiri sedikit
sekali mempengaruhi sarat-sarat pertanian_dengan sistem bagi hasil. Jadi
sebetulnya mereka sama sekali. tidak_.dipengaruhi oleh perubahan-
perubahan harga.

Apabila diproduksi ketela atat ‘kacang untuk pasar dan harga-harga
hasil mi turun, maka"sekarang’ bergantung-kepdada ‘apa yang hendak
diperbuat dengan uang, yang didapat dengan jalan menjual bagian masing-
masing, akan dibelikan beras atau dibayarkan pajak? Kalau hendak
dibelikan beras, maka tak perlu dihiraukan betul perubahan harga dari
hasil pertanian. Kacang dijual dengan harga murah, tetapi dengan uangnya
dibel1 beras yang murah. Tentang pembayaran pajak, yang penting ialah
siapa yang membayarnya, yang mempunyai hak atau yang mengerjakan.

Bila A yang mengerjakan dan B yang mempunyai hak, A harus membayar
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pajak bumi dan mengadakan benda-benda modal dan menerima setengah
dari penghasilan.

Bila harga barang-barang turun, maka pajak bumi akan turun pula,
karena pajak bumi besarnya sesuai dengan harga hasil pertanian. Bila
pajak bumt masih tetap seperti sediakala, maka persetujuan antara A dan B
tak mungkin dilanjutkan dengan sarat sediakala. A akan membayar pajak
bumi, A akan menerima 2/3-dari-penghasilan dan bukan %.

4) Pengaruh Bertambahnya Permint@an Terfadap Hasil Pertanian

Apabila hasil pertanian naik,“misalnya apabila di Amenka sangat
disukai tembakau yang datang darl Jawa,-sehingga harganya naik, maka
permintaan terhadap tanah yang/ baik untuk penanaman tembakau akan
naik pula, sehingga pemiliknya dapat mengemukakan sarat-sarat yang
lebih berat kepada yang mengerjakan. Kalau tanah dipéfSewakan dengan
uang, maka besarnya sewa-ini-tenfu~saja sangat dipengaruhi oleh harga
hasilnya. Apabila|sewa bayar di muka; maka Haruslah diperhitungkan

stand rente.**

D. Kritik Terhadap Kepemilikan Tanah Dalam Kapitalisme

1. Kepemilikan Modal (tanah)
Kepemilikan mutlak dalam sistem Kapitalisme merupakan poros bagi

proses perputaran ekonomi. Individu merupakan penggerak sekaligus tujuan

* A H.Stikker dan Hasan Amin, Ekonomi., hal.161
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akhir aktivitas ekonomi. Negara tidak berhak mengatur individu, negara
harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu, bebas untuk
mendatangkan laba atau tidak, berdampak positif ataupun sebaliknya bagi
masyarakat, dan bebas menggunakan ataupun merusaknya,” bebas
memiliki barang-barang yang produktif maupun konsumtif tanpa ikatan
apapun atas kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan, maupun
mengeksploitasi kekayaannya-*Fenomena—ini terjadi karena Kapitalisme
mempunyai prinsip-prinsip | t€rsendifipdalam: menjalankan sebuah sistem
perekonomian, prinsip-prinsipitersebut@dalah:

a. hak individu, yaitu hak’yang tidak terbatas pada barang yang dipakai
dan dimanfaatkan olgh-manusial (tétapi/ juga meliputi alat-alat yang
digunakan untuk menghasilkan berbagai barang konsumsi dan bisa
dijual kepada orang lain;=seperti“mesin," alat-alat;~tanah-tanah dan
bahan-bahan mentahe

b. hak kemerdekdaan berusaha, yaitu-hak untuk/ mempergunakan alat-
alat yang ada di tangannya, semua hasil yang didapat baik untung
atau rugi adalah semata-mata untuk mereka dan risiko mereka,
karena itu mereka tidak diikat dengan suatu ikatan mengenat

keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

“ Bartley Robert, Kapitalisme, Mekanisme Pasar, dan Negara dalam Pembangunan
Ekonomi: Prespektif Amerika, (Jakarta, Ul Press, 1985), hal.130-170.

% Bulkan Farchan, Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara, (ttp : Prisma, 1984.)
hal.69.
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c. kepentingan pribadi, prinsip ini akan terus memproduksi kebutuhan-
kebutuhan konsumtif, meningkatkan dan menambah jumlahnya
untuk keuntungan pribadi dan dianggap sebagai fitrah manusia. Hal
inilah yang mendorong manusia untuk terus berusaha dan
mencurahkan tenaga dalam pekerjaannya. Jika pintu keuntungan
pribad: itu dibuka dan diperbanyak, maka kesempatan ini akan
meningkatkan produksi,

d. persaingan antar individu,dsesungguhnya persaingan  adalah
rintangan bagi individu-indivadu®untuk | melampaui batas-batasnya
dalam perekonomianz liberal. Persaingan akan menegakkan
keseimbangan dan keadilan/(di .antara mereka, seperti kaum buruh
dan kaum majikan akan menetapkan sendiri standar yang seimbang
dari upah<dan “gajtVbulanan, berkat 'adanya pefsaingan diantara
mereka, dengan syaraf tidak dikendalikan oleh sesuatu semacam
monopoli.

€. bersandar pada motif-motif alamiah, salah satu karakter ekonomi
liberal ialah tanpa adanya suatu campur tangan pihak luar, seperti
hukum alam (alamiah) dalam usaha untuk mencapai kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat. Bila keuntungan tergantung kepada
sedikitnya pengeluaran dan banyaknya produksi, maka metode-
metode 1lmiah 1nmilah yang paling wp o0 date (efektif)

melipatgandakan produksinya.
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f. negara tidak turut campur tangan, seseorang bisa mencapai
kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsipnya apabila kecuali
individu-individu menikmati kebebasan dalam pekerjaannya tanpa
tekanan atau ikatan oleh negara. Negara wajib menjaga keamanan,
memelihara ketertiban, melancarkan roda pemerintahan, melindungi
hak milik individu, negara tidak bertindak sebagai pedagang atau
sebagai pengusaha industri;atau-sebagai pemilik tanah .

Oleh karena itu dapat |kita lihaty beberapa kelemahan dari sistem
kepemilikan menurut Kapitalisme, yaitu

a. dalil-dalil yang menyatakan bahwa keseimbangan dalam pembagian
kemanfaatan (keuntungan) antdra sefhua+ pihak akan terjadi dengan
sendirinya, ternyata tidak benar adanya. Karena kenyataannya prinsip
tersebut telah~merenggut kepentingan' rakyat, Kaum burth, kaum pekerja
dan pemerintah. Mereka telah.menyita semua keuntungan yang dibawa
oleh revolusi industrivntuk diri mereka sendiriy Prifisip Laisses Faire telah
menyebabkan akibat yang buruk dan menyedihkan, seperti oknum-oknum
yang mengeksploitir golongan atau mayoritas kaum lemah kemudian
mendapat bantuan pemerintah dengan melindungi kepentingan oknum-
oknum tersebut, hal ini mengakibatkan kegoncangan dan kekacauan.

b. prinsip ekonomi liberal yang terjadi di masa revolusi industri, dengan
perubahan yang fundamental dalam cara berproduksi, seperti pekerjaan
digantikan oleh tenaga mesin, konsekuensinya adalah terjadinya banyak

pengangguran. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan
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bagaimana memberikan jalan bagi orang-orang yang kehilangan mata
pencaharian sebagai akibat kedatangan perindustrian modern. Tidak
adanya campur tangan pemerintah telah menimbulkan masalah
pengangguran.

perubahan cara produksi yang mendatangkan pengangguran ribuan
manusia, akhirnya si penganggur terpaksa bekerja pada kapitalis dengan
upah yang rendah dan tidak~mempunyai-kesempatan melakukan tawar
menawar dengan sang kapitalisgfsebab mereka yang datang kepada
kapitalis memohon pekerjaan, dapatpekerjaan merupakan nasib baik yang
belum tentu bisa didapatkan-oleh semua orang

. kaum borjuis telah menyalahi-dalil mereka) bahwa kepentingan pribadi
adalah pendorong satu-satunya untuk bekerja, meski nyatanya secara
retorika mereka” mempunyai kesempataritntuk memper6leh keuntungan
yang tidak terbatas. Mereka’ meninggalkan/ cara-cara perdagangan dan
perindustrian yang wajar dan berimbang;“dermi kepentingan pribadi yang
bertentangan dengan kepentingan masyarakat, dan menyebabkan naiknya
harga-harga di pasar secara buatan (artifisial), uang yang ada digunakan
untuk memborong barang-barang konsumtif dan alat kebutuhan orang
banyak kemudian menimbunnya, sehingga menghambat perkembangan
dan kemajuan ekonomi.

mengutamakana kepentingan pribadi dari kepentingan masyarakat akan
terjadinya eksploitasi bangsa yang lemah, demi membela kepentingan

perdagangan dan keuntungan mereka. Fenomena ini ditandai adanya
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pembagian dunia menjadi beberapa daerah pengaruh dan kekuasaan,
sehingga muncul raja-raja uang dari tiap-tiap bangsa, dan menjadikan
rakyat mereka sebagai alat untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka
yang ekstrem dan tak mengenal batas.

f membenarkan individu untuk menumpuk kekayaan dan berbuat riba
(memungut bunga) yang diyakini sebagai perbuatan yang sah dalam
perdagangan serta merupakan struktur;yang-sehat bagi sistem keuangan.
Selain itu riba dapat jugadmenjafiin  keuntungan dari modal yang
dikeluarkan. Sistem ini telah menganiaya pekerja untuk menghasilkan
kekayaan, di mana sistem inizbanyak menyerahkan kendali perekonomian
masyarakat kepada suatu kelompok_kaum-hartawan dan Kapitalis, yang
tidak memikirkan kebahagiaan, kesejahteraan bahkan mengeksploitasi
jerih payah masyarakat, memperhamba masyarakat, serta miempermainkan
nasib negara dan bangsa.

g masyarakat kapitalisme modérn sunyi dari tafiggunigjawab, seperti saling
bantu, tolong menolong, kasih mengasihi. Pemerintah, pabrik, kaum
hartawan dan kaum kapitalis tidak bertanggungjawab terhadap kaum
penganggur, orang lemah, karena sistem Kapitalisme modern telah
menciptakan jiwa individu, seperti egoisme, kelicikan, dan kepalsuan,
tidak ada kewajiban langsung untuk mengangkat saudaranya yang jatuh

terjerembab. *’

7 Abul A’la Al-Maudidi, Dasar-dasar Ekonomi Islam. ........ hal 36-49.
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Feodalisme yang menyamakan manusia terhadap kepemilikan tanah
bagaimanapun juga merupakan perkara yang tidak mungkin terjadi, sebab
menyamakan semua kepemilikan itu tidak realistis dan juga tidak dapat di
terapkan. Manusia menurut karakteristik fitrahnya diciptakan berbeda-
beda kekuatan fisik dan akalnya dan berbeda pula dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya.  Apabila mereka dipaksa menyamakan
kepemilikan barang dan jasasmelalui kKekuatan penguasa otoriter, maka hal
itu tidak mungkin membudt mereka, sama dalam menggunakan harta
produksi, dan dalam pemanfaatannya, danztidak mungkin menyamakan
tingkat pemenuhan kebufuhannya | Menyamakan kepemilikan itu
merupakan teori utopis.

Penyamaan di antara manusia dalam kepemilikan sedang mereka
berbeda-beda k€kuatannya, maka "dinilai“jauh” dari keadilan. Berbeda-
bedanya manusia dalam “-penguasazni* fasilitas-fasilitas dan alat-alat
produksi merupakan perkara'yang pasti dafi al&mi Jika mereka disamakan
dalam penguasaannya, maka ia telah berbuat zalim kepada orang yang
lebih besar dalam mengerahkan tenaganya dan lebih kuat bekerja ketika
disamakan dengan orang yang sedikit mengerahkan tenaga dan tidak kuat
bekerja. Kepemilikan manusia terhadap produksi dan konsumsi atau
keduanya secara bersamaan tidak mungkin. Produksi tergantung dengan
kemampuan melakukannya. Sedang konsumsi masalahnya tergantung
dengan pemenuhan kebutuhan melalui sesuatu yang hendak

dikonsumsinya. Masing-masing dari keduanya itu tidak ada hubungan
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dengan ada atau tidaknya persamaan. Namun, hubungan dengan produksi
adalah adanya kemampuan hingga diketahui apakah terjadi produksi atau
tidak. Sedang konsumsi yaitu ada tidaknya manfaat (wility) yang dapat
memenuhi kebutuhan pada sesuatu yang hendak dimilikinya dan adanya
kemungkinan pemuasan bagi orang yang hendak memiliki sesuatu.

2. Metode Pengelolaan Tanah

Asas pertanian adalah ténah.SSedang tenaga manusia, skill dan alat
hanya merupakan sarana bukan @@sas ‘pertanian. Benar, bahwa tenaga
manusia, skill, dan alat mempun¥yai pengaruh dalam menentukan jenis
produksi dan dalam peningkatan produksi, tetapi bukan asas pertanian dan
bukan faktor produksi yang asli, Terkadanglalat mempunyai pengaruh lebih
besar dibanding tenaga manusia Jika tanah.tidak ada maka.tenaga manusia,
skill, dan alat secara mutlak tidak akan mampu menghasilkan produksi hasil
pertanian. Namun, ketika tenaga manusia, skill, dan alat tidak ada, maka
tanah tetap berproduksi,’ ‘meski~hasil produksinya hanya untuk makanan
binatang, tanah dalam kondisi apapun tetap berproduksi. hal ini
menunjukkan dengan jelas bahwa faktor produksi pertanian yang ashi adalah
tanah.

Termasuk kesalahan mengatakan bahwa tenaga manusia, keahlian
(skill), dan alat sebagai kekuatan-kekuatan produktif, bahwa interaksi-
interaksi antara manusia-manusia yang bercocok tanam atau berproduksi

membentuk aspek lain dalam konteks produksi yang dinamakan hubungan
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produksi; dan bahwasannya teknik produksi ditentukan oleh keduanya
secara bersamaan, yaitu kekuatan produksi dan hubungan produksi.
Perkataan ini tampak sekali kesalahannya, metode penguasaan tanah dan
metode pengolaannya yang menentukan arah produksi, apakah metodenya
bersifat individu ataukah kolektif.

Sedang hubungan antara petani yang satu dengan yang lainnya tidak
berpengaruh dalam teknik produksi-Jika-pemilikan tanah itu mubah secara
individual, maka pemilikan atas usahd pertanran itu sifatnya individual. Jika
pemilikan usaha pertanian itaCindividual, maka pengelolaan pertanian itu
individual, dan individual|Zpula produksinya, sehingga bentuk arah
produksinya pun individual. Jika pengusaha:tanah dilarang, sedang tanah
menjadi milik umum di antara manusia, maka pengelolaannya dan
produkstya bersifat kolektif, serta"bentuk produksinya pun“bersifat kolektif.
Jika tanah milik umum dilantara.manusia,/sedang pengelolaannya bersifat
individual, yakni | stapapun ( bolehy mengambiluya, asalkan mampu
mengerjakannya, maka produksinya membawa pada penguasaan tanah
secara individual. Meski hal itu hanya berlangsung satu musim, yakni satu
tahun ketika bentuk produksinya bersifat individual.

Dengan demikian, yang menentukan bentuk produksi adalah metode
penguasaan tanah dan pengelolaannya bukan tenaga manusia, skill, alat dan
hubungan produksi. Untuk itu kajian produksi harus di fokuskan pada tanah,
yaitu metode kepemilikan tanah dan pengelolaannya dalam konteks

pertanian tidak ada hubungannya dengan tenaga manusia, skill, alat, dan
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hubungan produksi. Tenaga dan alat-alat produkst adalah sumber ekonomi
yang terpisah dan memiliki hukum-hukum sendiri. Skill dan hubungan
produksi jelas tidak ada hubungannya dengan pertanian sebagai pertanian
saja. Sekarang jelaslah bahwa kajian tentang pertanian terbatas pada hukum-
hukum pertanahan bukan yang lain.

3. Kepemilikan Tanah Sebagai Faktor produksi

Ketika mengkaji solusifsolustlpertanahan, yakni metode kepemilikan
dan pengelolaannya, maka“yang perlu diperhatikan bahwa konteks
kepemilikan tanah sebagai Lfaktéfnproduksi| pertanian bukan konteks
persamaan di antara manusia dalam kepemilikan tanah. Konteks
keberlangsungan produks: dan, peningkatannya, bukan konteks tentang
banyak atau sedikitnya,tanah yang.dimiliki=Olghkarena itu.dalam konteks
kepemilikan tanah dan pengelolaannya harus memperhatikan produksi
pertanian, keber]angsun‘gan dan peningkatannya, dan tidak ada hubungannya
dengan kajian lain manapun; kontcksnya-bukanlah pendistribusian tanah di
antara manusia secara sama atau berbeda seperti feodal, yakni pemilik tanah
yang luas. Oleh karena itu sangat salah kajian dalam konteks yang mereka
namakan reformasi pertamian, yakni menata kembali pendistribusian
kepemilikan tanah di antara manusia dengan mengambil dari mereka yang
memiliki tanah luas dan diberikan kepada mereka yang tidak memiliki tanah

atau kepada mereka yang memiliki tanah sedikit (land reform).
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Solust tanah bukan pada pendistribusiannya dan persamaan di antara
manusia, tetapi konteksnya terbatas pada satu hal, yaitu produksi,
berlangsungnya produksi dan peningkatannya. Masalah kepemilikan tanah
tidak sama dengan kepemilikan barang-barang lain, seperti real estate,
barang dagangan, uang, binatang ternak dan lainnya. Tetapi masalah
kepemilikan tanah adalah untuk produksi bukan semata kepemilikan. Bukan
pula untuk memuaskan kebutuhan primer,~sekunder dan tersier, sebab
memiliki itu untuk produksi bukan wftuk peruas kebutuhan, yakni bukan
untuk konsumsi. Produksi dalaf kepemilikan tanah merupakan bagian tidak
terpisahkan dan adanya tanahZyakni produksinya bagian tidak terpisahkan
dari kepemilikannya. Tanah tidak $ama|dengan pabrik, rumah dan setiap
komoditi sebab produktivitas pabrik bukan bagian dari keberadaannya.
Tidak ada barang 'di ‘dunia berproduksi “Sendin ‘tanpa Campur tangan
seseorang pun dalam produksinya-kecuali tanah; tanah tetap berproduksi
meski tidak ada campur tangan siapa pun.

Tanah memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan harta benda
lain sehubungan dengan kepemilikan dan pengelolaannya. Hukum 1tu
menjadikan tujuan kepemilikan tanah tidak terpisahkan dan kepemilikan.
Hukum menekankan pada tercapai tidaknya tujuan, hukum menilai tujuan
telah tercapat jika terdapat produksi, kepemilikan tetap ada jika produksi

ada, dan hak kepemilikan akan hilang jika produksi tidak terealisast, terlepas
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apakah tanah yang dimiliki itu luas atau sempit, apakah kepemilikan tanah di
antara manusia itu sama atau tidak. "’

Terkait dengan kepemilikan secara umum, dalam penguasaan tanah,
produksinya merupakan bagian dari karakteristik pembentukannya,
sebagaimana tumbuhnya rambut dan gigi merupakan bagian dari
pembentukan manusia. Bagian dari karakteristik pembentukan tanah
pertanian adalah munculnya tumbnh-tarmbuhan, meski tidak ada seorang pun
yang menanaminya. TumbubStumbuban ini“apapun jenisnya merupakan
produksi tanah pertanian. Produktivitas tanah merupakan bagian tidak
terpisahkan dari karakteristik|pembentukan tapah pertanian, artinya memiliki
tanah itu hanya untuk produksi:pertanian,/sebab kepemilikannya memang
terbatas pada produksi pertanian.

Jika persamdan itu termasuk-dalant péfiguasaan tanah Pertanian, maka
hal ini akan mengeluarkan ‘tanah-pertanian ‘dan pokok permasalahannya
yaitu sebagai sumber preduksi. (Sebab jikatianusia dilarang memiliki tanah
pertamian kecuali jika sama, maka hal ini akan membawa pada
terabaikannya tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu
bekerja, lemah dan malas yang akhimyar berdampak pada berkurangnya
produktivitas tanah. Keberadaan orang-orang tidak mampu, lemah, dan

malas pada setiap umat dan bangsa adalah perkara yang pasti ada.”

* Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, Alih Bahasa : Ibnu Sholah, Cet.1,
(Bangil : Al-Izzah, 2001), hal 45-47
0 Ibid., hal 49-51
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BAB YV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

A. Konsep Kepemilikan

Dalam Islam, kewajiban datang lebih dulu, baru kemudian yang kedua
adalah hak. Setiap individu, masyarakat dan negara memiliki kewajiban tertentu.
Hasil dari pelaksanaan kewajiban fdtu ddalah sétiap‘orang memperoleh hak-hak
tertentu. Individu adalah titik utama dan pélaksanaan/hak dan kewajiban itu, tetapi
sebagal makhluk sostal, seluruh materi ‘dansaspirasi| spiritualnya membutuhkan
usaha bersama untuk mewujudkannya. Kemajuan | materi, perubahan sosial,
kestabilan polittk dan perdamaian./ Seluruhnya”’membutuhkan pendekatan
bersama, pada sisi lain dari keterlibatan.indivadual.

Konsep fundamental mengenai subyek penggunaan hak milik itu
dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hak milik
adalah sebuah power untuk menggunakan sebuah ‘obyek] Sesekali kekuatan itu
sangat lengkap untuk tujuan produktif. Sekali tempo, kekuatan itu tak lengkap
karena terbatas, Seperti kepemilikan oleh masyarakat maupun negara.

Dalam Kapitalisme, hak datang lebih dahulu baru kemudian kewajiban
sebagai pengecualian. Kemerdekaan dan kebebasan individu dalam hal berusaha
memiliki secara mutlak adalah suci. Kebebasan ditafsirkan sebagai kemerdekaan
untuk memperoleh hak milik dengan produksi, pekerjaan, atau pertukaran, dan

melepaskannya dengan sekehendak hati selama itu tidak direbut dengan paksa
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oleh pihak lain. Hak milik diperlukan untuk memelihara kemerdekaan pribadi.
Kebebasan berusaha ini tanpa batas dan tidak dapat digugat oleh siapa pun.’
Perbedaan konsep kepemilikan dapat dirinci lagi dalam tiga bagian, yaitu
1. kepemilikan individu, tentang akuisisi hak milik secara individual sebenarnya
berputar pada hal yang dibenarkan oleh syarniat dan tidak. Terlepas dari
batasan-batasan tersebut, pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu.’
Jelaslah bahwa kepemtlikan adalah sifat pemilik dan yang dimiliki, dua sifat
yang tidak mungkin dipisahkan satufdengan—yang lainnya. Untuk itulah
disebut harta milik Allah sedangkanikepemilikan untuk manusia. Allah adalah
sang pencipta,3 bertitik tolak dari'sini fagaha menyatakan bahwa pemilik bumi
bukan manusia, diserahkan pada’ manusia/karena manusia wakil Allah*
kemudian harta tersebut disandarkan kepada individu,” bentuk individu ketika
menyandarkan harta sebagai argumientasi kuat kepemilikan individu. Untuk
memilikinya dengan jalan usaha-® dan-beketja. Wlaksud dari penyandaran ini

pertama, adalah harta harus dimanfaatkan ‘S€bagaimana digambarkan Allah.

! M.Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Cet 1, (Yogyakarta : PT.Dana
Bhakti Prima Yasa, 1997), hal.313-114

? Kewajiban pokok (fardu ‘ain). Kewajiban sosial (fardu kifayah). Sebuah amal baik yang
dibutuhkan (mustahab). Kewajiban individu bila tidak ada orang lain yang mampu. Kewajiban
individu terhadap tetangganya, seperti mengalirkan air melalui tanah orang lain (tetangga).

> Al-‘An’ am (6) : 1

* H.R. Ahmad , Musnad Al-*Asyrah Al-Mubsyirin Bil Jannah, Hadis no. 1346

S Al-A’raf (7) - 128

¢ Al-Masad (111) : 2

7 At-Tagabun (64) : 15
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Kedua, bahwa Islam agama fitrah dan bertanggung jawab® batasan dan
kewajiban inilah yang tidak diatur dalam sistem Kapitalisme. °

Dalam Kapitalisme apa yang dimaksud dengan istilah kebebasan
pribadi sangat jelas meskipun penggunaannya sangat bermacam-macam.
Katakanlah seorang mahasiswa vyang sedang belajar di Amerika
menggambarkan negeri itu sebagat individualistis, maka yang dimaksud di
Amerika ia diperlakukan sebagai individu, tanpa acuan pada keluarga, kasta
atau bahasa. Relatif lebih bebas dafiykewajiban-kewajiban walaupun itu
dikecam oleh keluarga, dan|teman. Pembebasan tersebut disebut dengan
istilah: “individualisme”."

Sebenarnya karena falsafahnya individualisme, maka individulah poros
segalanya. Cita-cita sistem politik dan ekonominya adalah kemerdekaan dan
kebebasan yang dianggap suci. Kalau dicermati seksama bahwa aliran ini
tidak mengakui kepemilikan kolektif-atail umnum adalah tidak cocok dengan
kenyataan yang sebgnamya, karepa di |bagiandlain-sistem ini mengatur
kepemilikan kolektif, sebab ketika sistem ini menghadapi kekejaman hak
milik individu yang enggan melaksanakan rencana pokok demi bangsa,
terpaksa mengambil pikiran hak milik umum dalam bentuk menasionalisir

atau pengecualian sebagian rencana khusus.

¥ Al-Mudasir (74) : 38

® Sa’id Abu al-Futuh Muh.Basyumi, Hurriah Al-Iqtisddiyah fi Al-Islam wa Asaruha fi
Ar-Tanmiyah, Cet.1, ( Kairo : Dar al-Wafa, 1988), hal 46-46

'° Peter L Berger, Revolusi Kapitalis, Pengantar : Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Cet.1,
(Jakarta : LP3ES, 1990), hal.131-132
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2. hak milik sosial atau kepemilikan kolektif, pemilikan ini memiliki bentuk
yang berbeda, obyek yang dimiliki masyarakat biasanya diperlukan untuk
kepentingan sosial, kadang aturannya ditetapkan bersama.!' Di alam ada
beberapa jenis barang tertentt yang mempunyai nilai konsumsi secara
langsung tanpa dibarengi perubahan apapun, seperti air, rumput, dan api.
Barang-barang seperti itu adalah milik bersama umat manusia dan karenanya
semua 1ndividu harus saling berbagi barang-barang itu, untuk menghindarkan
kemungkinan posisi monopolistik individu, hiazatlah yang memisahkan jatah
masing-masing individu. "2

Kalau diperhatikan Hadis’tersebut menyebutkan tiga macam, di mana
ketiganya merupakan isim jamid;-sementara ia*tidak menyebutkan illat satu
pun untuk Hadis tersebut, bahkan tidak mengandung satu itlat pun. Inilah yang
melahirkan dugaan“bahwa hanya=tiga hal ‘itulah "merupakdf kepemilikan
umum, bukan karena sifatnya“dari-segi dibutulikan dan tidaknya. Namun,
orang yang mendalami ‘Hadis) tersebuty akan _menemukan, bahwa Rasul
membolehkan air di Taif dan Khaibar untuk penduduk, padahal mereka bisa
memilikinya secara nyata untuk mengairi kebun-kebun mereka, seandainya

sama-sama membutuhkan air tersebut. Di sini dapat dilihat dari segi aimya,

"' Contohnya adalah : 1. wakaf, ada kewajiban harta itu digunakan sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan ataupun diingini oleh orang yang dimaksud. 2. Anugerah alam : air, rumput, dan
api. 3. obyek lain yang mempunyai karekteristik sama, yaitu : barang mineral dari tanah
bebas/tanah negara seperti nafta, emas, perak, garam, minyak, dan sebagainya.

'* Ahmad Ibnu Abi Bakar Ibnu Isma’il Al-Kanani, Misbaku az-zujajah, Cet.II, (Beirit :
Dar al-* Arabiah, 1403 H), Juz I11, hal 81
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bukan dilihat dari segi sifat kebutuhannya kepada air tersebut, oleh karena itu
beliau tidak membiarkan tiap penduduk untuk memilikinya.

Adanya toleransi Rasul kepada tiap penduduk untuk memiliki air bisa
digali illat perserikatan pada air, padang rumput, dan api, sehingga semuanya
termasuk dalam katagon fasilitas umum, di mana kehidupan komunitas tidak
terlepas dari ketiganya. Oleh karena itu jumlah tiga mengandung i/lat dari segi
kebutuhan umum. Illat tersebut-akan mengikuti ma '/ul (yang dikenai illat),
baik ketika ada dan tidaknya: Schinpga apa-saja yang bisa diperlakukan
sebagai kebutuhan (kepentingaff) umum; maka.dianggap sebagai milik umum.
Apabila keberadaannya sebagat kepentingan umum tadi hilang, maka tidak
lagi menjadi milik umum, namun|menjadi| benda yang bisa dimiliki sebagai
kepemilikan pribadi (private property).

Bahan tambang 'diklasifikaSikan “meénjadi "daa, yaiti yang terbatas
Jumlahnya termasuk milik pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi, dan tidak
terbatas termasuk milik tmum (collective property) tidakboleh dimiliki secara
pribadi. Perbedaan terhadap jumlah terbatas dan tidak terbatas diberlakukan
illat syar’ivah.” Tetapi dalam sistem Kapitalisme tidak keberatan untuk
mengakui, sebagai perkecualian beberapa bentuk hak milik umum atau
kolektif, manakala terpaksa harus mendahulukan sesuatu dari hal-hal yang

memberi manfaat kepada umum. Satu hal yang pasti terjadi dalam sistem

3 illat syar'iyah adalah : illat yang diambil dari dalil syara’ bisa dalam bentuk sharahah,

dalalah, istinbat, dan giyds. Sedangkan illat naqliyah adalah illat yang diambil bukan dari dalil
syara’ misalnya diambil dari pertimbangan untung dan rugi, atau yang lain. Lihat Taqyuddin An-
Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Alih Bahasa : Moh Maghfur
Wachid, Cet.V, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), hal. 237-241
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Kapitalisme ialah lahimya di kalangan masyarakat ramai untuk
mengumpulkan kekayaan dan mengeluarkannya hanya jika mendatangkan
untung, seperti mendirikan maskapai asuransi, perhimpunan koperasi,
perseroan dagang, mendirikan bank-bank, dan perusahaan. Seluruhnya
semata-mata dijiwai oleh satu tujuan memperoleh uang dengan uang.'*

3. hak milik negara, untuk melaksanakan kewajiban negara membutuhkan hak
milik, sumber utama dari kekayaan negara adalah : zakat, barang rampasan
perang (ganimah), pajak, barang hilangiwang tak berhasil ditemukan siapa
pemiliknya, kekayaan tak bertuan, wakaf;'hadialy, dan pungutan denda.

Allah menjadikan harta fai’, kharay, jizyah-sebagai milik negara, di mana
khalifah berhak mengelolanya~:sesuay ijtihadnya, karema syara’ tidak
menentukan obyek yvang akan diberi harta tersebut, sementara kalau syara’
telah menentukan“obyek ' yang akafi“diben harta tersebut, tidak diserahkan
kepada pandangan dan ijtihad-khalifah™Zakat” tidak termasuk hak milik
negara, melainkan milik “ashnaf delapan. Bairul“mal shanya menjadi tempat
penampungan, sehingga bisa dikelola mengikuti obyek-obyeknya.Benda yang
bisa dimiliki secara pribadi, semisal tanah, terkadang terkait dengan hak kaum
muslimin secara umum, sehingga barang tersebut tidak termasuk milik
individu, juga milik umum, ketika itu juga barang-barang tersebut menjadi

mtlik negara.

¥ Abu A’la Al-Maudidi, Ususs Al-Igtisadi Baina Al-Islam wa An-Nuzum Al-
Mu’asyirah, Alih Bahasa . Abdullah Suhaili, Cet.1, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1980), hal 8

131



Nasionalisasi sebenarnya merupakan penambalan-penambalan sistem
Kapitalisme, yang mana hak milik individu dipindahkan menjadi hak milik
negara. Apabila negara melihat dan berpandangan, bahwa di sana terdapat
kemaslahatan umum yang mengharuskan untuk dimiliki secara pribadi, maka
negara tidak memaksakan untuk dinasionalisasikan, namun negara
memberikan pilihan. Apabila negara berkeinginan, maka bisa saja
menasionalisasikan, namun bisa~juga sebalikiiya membiarkan harta tersebut
tanpa dinasionalisasikan. Berbeda dengamyIslant-hak milik negara ditentukan
sesuai dengan sifat harta, tanpa|melihat'pandangan negara. '’

Pemerintah dalam Kapitalisme| berkewajiban menjamin keamanan
negara, dan kehidupan ekonomi;-serta-menciptakan keadilan, menyediakan
prasarana dan sarana demi kepentingan umum. Sumber pembiayaan untuk
segala keperluan tersebut diambil dari pajak Vang dikKenakankepada rakyak.
Pajak dikenakan pada waktu dan‘Cara-ydnig tepat] serta besarnya tidak terlalu
membebani atau melantpat _péndapatan.'*“Kategoritersebut merupakan
sebuah pemisahan yang secara langsung dipengaruhi oleh karakteristik ajaran

Islam.!”

"’ Tagyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi. ... .. . , hal. 243-244

'* George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka; dari Aristoteles hingga
Keynes, Cet.1, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal.61-62

7 A A Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Alih bahasa Anshari Thayyib, Cet.I,
(Surabaya : PT.Bina Ilmu Offset, 1997), hal. 135-146
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B. Konsep Kepemilikan Tanah

[slam mengakui hak manusia untuk memiliki tanah, dan mengekalkan hak
miliknya itu selama hidupnya. Tidak ada ikatan atau pembatasan yang ditetapkan
Islam untuk memiliki tanah. Apabila seseorang memilikinya menurut hukum yang
berlaku, maka miliknya adalah sah dan tidak ada halangan baginya untuk
mengelolanya dan menyewakannya kepada orang lain atau memberikannya.
Apabila ingin bermu’amalah dedgan'sewa 'menyéwa atau mucara’ah, maka
demikian itu boleh dilakukannya ‘samal halnya 8éngan mudharabah.'® Untuk
mengetahui lebih rinci dapat dijelaskan sebaggimana berikut ini :

1. Menghidupkan Tanah Mati

Menghidupkan tanahCmati “itu/‘artinya mengelola tanah, atau
menjadikan tanahtersebut siap-untukdangsung-ditanamigFiap tanah mati,
apabila telah dihidupkan oleh orang, maka tanah tersebut telah menjadi
milik yang bersangkutan, sebagaimana Hadis menetapkan hal itu. Tanah
iqta’ dan ihya ul” mawar-berhibungan=dengan” tanah mati, yang tidak
dimiliki oleh seseorang, juga tidak nampak adanya bekas-bekas apa pun,
seperti pagar, tanaman, pengelolaan ataupun yang lain.

Menurut Henry C.Carey, penghuni pertama yang menetap di suatu
tempat seringkali tidak menempati areal tanah yang berkualitas terbaik
tetapi justru areal tanah yang berkualitas rendah. Dengan adanya

kemajuan pesat di bidang teknologi pertanian menyebabkan produktivitas

¥ Abu A’la Al-Maududi, Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam, Alih Bahasa @ Abdullah
Suhaili, Cet.1, (Bandung : PT.Al-Ma’arif, 1980), hal. 106-167
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tanah juga meningkat. Kekayaan yang diperoleh dari tanah pada dasamya
tergantung pada penggunan modal, tanah hanya salah satu sarana
produksi; tanah sendiri tidak menghasilkan banyak jika tidak diolah
sebagaimana mestinya, oleh karena itu penghasilan pemilik tanah tidak
berbeda dengan penghasilan pemilik modal. Hal ini cocok dengan keadaan
Amerika tempo duly, memiliki luas tanah yang melimpah sedangkan
tenaga kerja dan modal untuk memanfaatkan areal tanah yang luas itu
relatif sedikit. Tanah yang|fidak digfarap miemang hampir tidak bernilai
bagi siapapun.'®

Tanah Iqta’

Tanah igya adalah membefikan tanah yang sudah dikelola dan siap
untuk langsung ditanami, atau tanah yang sebelumnya telah dimiliki oleh
seseorang. Tanah gf@" merupakan tartah negara yang diberikan kepada
seseorang untuk dimanfaatkan‘atau-dikelola.

Dalam Kapitalisme menurt“sistét . Amerika), pemerintah harus
memberi subsidi dan membangun prasarana produksi (jalan-jalan,
terusan), melindungi industri, dan menjalankan kebijakan distribusi tanah
yang liberal. Pemerintah dapat berfungsi mempercepat proses perubahan

yang diinginkan. Memungut pajak warisan untuk mencapai pemeratan

" George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi ... hal. 106-107
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3.

pendapatan, menjaga keamanan, memberi konservasi sumber alam karena
sumber-sumber alam adalah warisan bersama umat manusia.*
Memagari Tanah

Memagan tanah statusnya adalah sama dengan menghidupkan
tanah, hal itu didasarkan sabda Rasul. Karena memagari tanah telah
menjadikan orang yang memagarinya memiliki hak untuk mengelola,
berdasarkan nas Hadis dan berhak, melatang orang lain yang ingin
menghidupkan tanah yang sudahydipagarinya. Dan ketiga sistem
(menghidupkan tanah mati;;igpd , dansmeémagari) merupakan perbedaan
yang mendasar dan sistem Kapitalisme, sebab dalam sistem Kapitalisme,
kepemilikan tanah bisa dimilikilewat tiga cara saja yaitu membeli,
warisan dan hibah.

Menurtit kaum fisiokrat bahwa sebagian besar masyarakat
memiliki tanah tetapi tidak-mengefjakannya sendiri, yang menanam dan
memanen adalah jorang-orang yang tidak punya tahah (penggarap), hal ini
suatu perkembangan yang wajar serta tidak dapat dielakkan. Para petani
yang kurang cakap, malas dan tidak efisien lama-kelamaan kehilangan
tanah mereka karena dibeli oleh para petani yang cakap, rajin dan efisien

sehingga menjadi kaya. Apabila tanah yang dimiliki seseorang itu terlalu

 Ibid , hal 126
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besar untuk dikerjakan sendiri atau keluarganya, maka ia memperkerjakan
orang-orang yang tidak punya tanah dan mengupah mereka.?’

Ricardo mengatakan bahwa hanya tanah-tanah yang berkualitas
baik bisa mendapatkan sewa. Sedangkan Henri George mengatakan bahwa
vang menyebabkan nilai tanah tinggi sebenarnya bukanlah karena
perbedaan kesuburan tetapi karena pertumbuhan penduduk di sekitar tanah
tersebut dan karena kenaikan produktiyitas\masyarakat pada umumnya.
Menurut Henri, untuk menjadi kagajjangafilah membeli tanah pertanian
yang subur tetapi belilah tanah yang terletak’dekat pusat kota yang sedang
tumbuh mekar. Sama sekali4idak jadi soal apakah sebidang tanah tersebut

merupakan tanah liat yang subur ataukah bérbatu-batu.

., Sewa Tanah

Sewa adalah kelebihan™dari biaya pengelolaan, dalam Islam sistem
sewa tanah telah dilakukan-semenjak masa Rasul dan masa kekhalifahan,
Jika kita perhatikan keéfjasama, yang dilaKtkai bisabetbentuk sewa dengan
sistem tunai, sistem musaqat, dan sistem muzdra’ah, semuanya itu
merujuk pada bentuk pengelolaannya, bentuk pengelolaan kembali pada
karakteristik kepemilikan yaitu : Individu, kolektif, dan negara.

Menurut Kapitalisme sewa atau “rente tanah” diartikan sebagai
imbalan atas penggunaan tanah atau sumber alam lainnya (bukan imbalan
untuk penggunaan gedung atau perbaikan-perbaikan lainnya), sewa bukan

merupakan “balas karya”, tanah atau sumber alam lain seharusnya menjadi

21 Ibid, hal 47
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milik umum, namun cara-cara tersebut terlalu radikal seperti penyitaan,
oleh karena itu tujuan yang sama dapat dicapai lewat pengenaan pajak.
Semua kenaikan nilai tanah nantinya dapat digunakan untuk kepentingan
umum, >

Teori produksi yang dikemukakan Marshall bahwa produk yang
berasal dari tanah mengalami “tambahan hasil (produk marginal) yang
semakin berkurang”, tetapi ja tambahkan bahwa keahlian manusia secara
kolektif menyebabkan hasit yang |Semakin bertambah, dan dengan
demikian dapat mengimbangi kekikiran”alam. Hal demikian dapat saja

terjadi dengan meningkatkan‘eahlian kolekfif dalam produksi. **

C. Negara Memiliki Tanah

Dalam dunia ekonomi Islams.négara MMempunyai sumber pemasukan dan
pengeluaran yang pasti danhharta-dan-dilandasi~elelrAl-Qurian dan Hadis, maka
untuk mempermudah mengatur semua itu diperlukan peranan suatu lembaga yang
dikenal dengan sebutan “Baitul Mal” dan di tiap-tiap daerah Propinsi ada
“Diwan’” atau kantor yang terdiri dari para pencatat dan penjaga. Diwan-diwan ini
belum diperlukan dizaman Rasul tetapi muncul dizamannya ‘Umar bin Khatab

tahun 20 H.

2 Ibid., hal.112-114

2 Ibid_, hal 139
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Sumber-sumber pendapatan negara, penghasilan dan kekuasaan hanyalah
untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, misalnya : menyelenggarakan
pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, hukum, dan lain-lainnya.
Sumber utama dari kekayaan negara adalah : Zakat, barang rampasan perang,
Barang yang hilang yang tak berhasil ditemukan siapa pemiliknya, kekayaan tak
bertuan, wakaf, hadiah, dan pungutan denda. Negara juga bisa meningkatkan
sumber penghasilannya dengan mengenakan pajak. Rajak diperlukan karena tidak
semua orang dalam satu negara adaizh muslim, tetapi|terdiri dan muslim dan non
muslim yang dilindungi oleh negara atau pemerintah, Seorang non muslim tidak
mungkin dikenakan zakat terhadap|hartanya tetapi bisa dikenakan pajak.

Secara aktual kekayaan negara merupakan kekayaan umum. Kepala negara
hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Negara wajib mengeluarkan guna
kepentingan publik. Dengan syarat tidak secara berlebih-lebihan. Salah satu
penelitian sejarah ada beberapa 'jénis ‘tanal yang bisa' dimiliki oleh negara dan
boleh diberikan kepada rakyat; seperti.

1. tanah taklukkan
Semua tanah yang diperoleh dalam perang adalah menjadi milik Allah
dan Rasul. Tanah taklukkan yang diperoleh dengan perang disebut ghanimah,
dan tanpa perang disebut fai’. Negara mempunyai hak membagi tanah tersebut
dengan prinsip-prinsip tertentu yang didasani Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Ketika orang-orang Eropa berhasil mengatasi hambatan geografis,
sejak itulah penaklukan dunia mulai dilakukan. Mereka datang ke lokasi-

lokasi lain di seluruh dunia sebagai penakluk untuk mengeruk kekayaan
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alamnya, memperbudak penduduk aslinya sekaligus mengukuhkan din
sebagai ras yang lebih unggul dibanding lainnya. Manusia yang beradab
adalah orang-orang kulit putih Eropa, sedangkan di luar itu adalah manusia-
manusia barbar yang tidak beradab. Kapitalisme sebagai sistem dunia tidak
bisa dilepaskan dan impernalisme jagat raya. Melalut impenalisme 1m,
akumulasi modal terpusat di negara-negara maju di Eropa, terutama Inggris.
Di sisi lain meninggalkan kemiskinan ,di Wilayah-wilayah yang menjadi
impf:l'iurnnya.24
2. tanah-tanah kontrak

Dalam Islam Jika ada ‘orang atau negara yang ingin mengadakan
perjanjian dengan khalifah, umumnya 'disambut/ dan diberikan perlindungan,
setelah itu semua tanah mereka diserahkan tanpa ada gangguan. Dengan
mengambil bayaran sesuai kesanggupan dan kemampuan mereka untuk
membayar.

Menurut Kapitalisme pemerintah‘berkewajiban-melindungi setiap hak
milik individu, melarang orang yang mencoba merampas hak-haknya, negara
wajib menghormati hak tersebut karena seseorang memilikinya sebelum ada
negara. Kapitalisme menganggap negara sebagai pengatur yang hanya
melindungi dan mengamankan baik dari dalam maupun dari luar. Negara
berhak mencabut kepemilikan individu jika ternyata terdapat kemaslahatan

umum. Tanah kontrak sama dengan sewa tanah, dalam artian bahwa surplus

* Hikmat Budiman, Pembunuhan Yang Selalu Gagal, Cet.1 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
1997), hal. 65
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yang bisa dikenakan pajak tinggi tanpa menyebabkan distorsi insentif
(perangsang) produksi atau merusak efisiensi produksi.”’
3. tanah milik kaum muslimin.

Tanah-tanah di wilayah yang penduduknya telah memeluk Islam
diperiakukan sama dengan tanah di negara-negara yang ditaklukkan. Semua
dianggap mulik Allah dan Rasul-Nya dan diserahkan kepada penduduk
setempat di bawah pengaturan khalifah, merekatidak perlu membayar apapun
kecuali ‘Usyr kepada negara Islam. Sépesti, tanah Madinah dan tanah-tanah
kerajaan atau tanah-tanah negara'Berdasarkan sabda Rasul dan para fuqaha’.

Dalam sistem Kapitalis,Zbarang-barang -modal itu umumnya dimiltki
oleh individu dan perusahaan swasta. Merekalah yang memiliki pabrik, mesin,
bangunan, serta tanah yang menjadi fasilitas produksi. Dalam perekonomian
pasar, modal umuffinya milik pribadi atau swasta, dan pendapatan dari modal
itu jatuh ke tangan individu, ‘bahkan-hampirsemua' rumah, tanah, atau mesin,
dimiliki individu. Meskipun ) masyarakat™Kapitalis-tumbuh atas dasar
kepemilikan pribadi, hak milik tetap dibatasi. Masyarakat memberikan batasan
berapa banyak harta pribadi yang boleh diwariskan, dan berapa banyak yang
harus diberikan kepada negara sebagat paja.k.26

4. tanah kering (tandus)
Tanah yang dianggap kering (tandus) seperti tanah berbatu-batu atau

pasir, gundukan tanah kering, tanah yang bersemak-semak, rawa, tanah yang

%5 Said Abu Al-Futuh Muh.Basyuni, Hurriah Al-Iqtisadiyah., hal 91-100

26 panl A.Samuelson & William D Nordhaus, Mikro Ekonomi , hal 38

140



terendam air, tanah yang hancur karena arus sungai dan akibatnya tidak dapat
diubah, semua tanah di sekitar danau, sungai dan lain-lain yang tidak dapat
diolah. semua tanah-tanah tersebut boleh diberikan negara kepada individu
atau masyarakat.

Sedangkan Kapitalisme beranggapan bahwa lahan tanah hanya salah
satu sarana produksi; tanah sendiri tidak menghasilkan banyak jika tidak
diolah atau digarap sebagaimang-meéstinya. Tanah yang tidak digarap memang
hampir tidak bernilai bagi siapapun. Negara tidak berhak membagikan kepada
siapa pun, tetapi negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana bagi
kepentingan umum atau masyarakat.27

5. tanah bebas

Menurut Islam, tanah dan segala sesuatu yang ada bukan karena usaha
oleh seseorang disebuttanah bebas dan digunakan bersama-sama 6leh masyarakat
dalam negara Islam, seperti hutan-hutam: /Pe€rtambangan, yaitu kawasan yang
menggunakan produk mineral ' yang, bukany merupakan Masil kerja seseorang.
Padang rumput, () Aima adalah sebidang tanah yang dibiarkan untuk
menumbuhkan rumput dan sebagai makanan bagi binatang ternak masyarakat, dan
tanah 1n1 tidak untuk drolah.

Dalam Kapitalisme tanah bebas adalah di mana harga salah satu tanah
tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap harga tanah lain atau tanah yang
tidak ada nilainya. Memang di negara demokrasi prinsip kesamaan hak telah

disahkan, yaitu menjamin hak suara, kebebasan bicara, dan memeluk agama,

%7 George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi., hal 107
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mempunyai kesempatan bekerja, memperoleh pendidikan, pelatihan. Tetapi dalam
kesamaan memiliki hasil bumi paling sulit dicapai, karena masing-masing
menurut kemampuan dan kebutuhannya. Jika setiap jenis pekerjaan mempunyai
imbalan yang sama, bagaimana memastikan bahwa orang akan bersedia
melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Penekanan pada kesamaan hasil
(memiliki) akan sangat menghambat fungsi ekonomi.”®

Sikap Kapitalisme dalam soal hak milik Serupa ini adalah kembali pada
filosofinya, bahwa kebahagiaan dan keb€basan individu merupakan cita-cita
sistem politik dan ekonomi, walaupun Sistem Kapitalisme masih mengakut
kepemilikan kolektif atau umum sebagai pengecualian, akan beberapa bentuk hak
milik umum, ketika menghadapi ‘kekejaman hak milik individu yang enggan
melakasanakan rencana pokok demi ekonomi bangsa. Hal ini dikenal dengan
istilah : menasionalisirSebagian rencana Khusus.

Islam tetap memberikan képemilikan yang teftinggi ke tangan negara tapi
tetap memberi hak penggunaannya, /pembelian, dan /penjualannya bahkan
mewariskan kepada pemegang tanah. Pemegang tanah diakui sebagai pemilik
tanah, tetapi hak kepemilikannya sangat terbatas karena negara Islam berhak
mengambil alih tanah tersebut jika dianggap itu yang terbaik untuk kepentingan
masyarakat. Karena tanah adalah faktor terpenting dalam hal produksi, maka

masalah kepemilikannya harus ditentukan berdasarkan cara yang berbeda sama

28 paul A Samuelson & William D.Nordhaus, Mikro Ekonromi., hal 429

¥ Ahmad Muhammad Al-*Assal, Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-
Tujuannya, Cet.1, (Surabaya : PT.Bina Iimu, 1980), hal.34-36.
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sekali dari faktor-faktor produksi lainnya. Tanah bukan hasil kerja manusia tapi
karunia Allah untuk kemaslahatan manusia. Bentuk kepemilikan yang
menghalangi produktivitas tanah serta tidak bisa diambil manfaat oleh masyarakat
akan bertentangan dengan perintah Allah,

Kedua, tanah tidak seperti barang-barang lain yang menjadi milik
perorangan. Seseorang memiliki sepatu tidak pernah atau jarang digunakan dan
tidak seorang pun berhak mengganggu, gugat benda, tersebut. Tetapi lain halnya
dengan kasus tanah jika tidak dimanfaatknisebaik:baiknya, atau tidak tergarap
selama bertahun-tahun, maka hal|ini bisa‘memgikan negara, dan hal ini tidak
boleh ditolelir.

Ketiga, persediaan tanah —itu| |bersifat™‘terbatas dan tidak dapat
dikembangkan seperti faktor produksi lain, sama halnya dengan sistem
Kapitalisme, misalnya”dengan pertambahan jiwa dan peningkatan permintaan
akan barang-barang. Persediaan bdrang-barang faktor produksi dapat ditingkatkan
untuk memenuhi permintaan,tapi persediaantanah sangat ferbatas dan tidak dapat
ditingkatkan untuk memenuhi permintaan akan tanah yang terus meningkat.

Keempat, tanah dibutuhkan negara untuk berbagai tujuan, misalnya
perternakan, taman-taman, tempat-tempat bermain, jalan raya, kanal, dan lain-lain
secara rasional. Jika hak mutlak kepemilikan diberikan secara individual, maka
akan menyulitkan negara memperoleh tanah untuk memenuhi keperluan-

keperluannya. Islam memberi hak untuk mengambil keuntungan, membeli dan
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menjual bahkan mewariskan tanah secara individual tapi kepemilikan yang mutlak

atas tanah diberikan kepada negara Islam.*

D. Sistem Pembagian Hak Pemilikan Tanah

Dalam Islam ada hak memanfaatkan tanah dan hak pemanfaatan dengan
pemilikan manfaat yang kedua-duanya berbeda dalam pelaksanaan, perbedaan
tersebut lazim berlaku dalam wilayah kekuasaan-slam, *' dan selama periode
khalifah ‘Umar adalah :

. igta’ (sistem pemilikan individu). [disebut juga pemberian tanah negara,
yang merupakan adat kebiasaan-yang asal-usulnya dari zaman Rasul. /gta’
berarti pemberian atau penyerahan satu qaff’ah (sebidang tanah). Jadi igta’
bermakna pemberian tanah’ negara-untuks lahan petkebunan seseorang.
Rasul memberikan tanahCkepada ofang) yang dikehendakinya dalam

keadaan yang berlainan_.antara.seorang.dengan, yang lainnya dan pada

3% Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam., hal.213-253

*! Perlu diketahui hak memanfaatkan ada lima : 1. hak al-jiwar, yaitu : hak bertetangga. 2.
hak al-muriir, yaitu : hak lalu-lalang di tanah milik seseorang. 3. hak asy-sywrbi, yaitu : hak
memanfaatkan aliran air. 4. hak al-majari, yaitu : hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air
untuk mengalirkan air diatas tanah tetangganya. 5. hak al-masil, yaitu : hak untuk mengalirkan
limbah rumah tangga melalui sebidang tanah milik pribadi ke tempat pembuangan umum.

Sedangkan perbedaannya hak pemanfaatan dengan pemilikan manfaat ialah : 1. dari segi
asal, dalam hak memanfaatkan yaitu benda telah tersedia untuk kepentingan umum atau mendapat
izin dari pemilik benda. Sedang pemilikan manfaat bisa berupa transaksi dengan segala rukun dan
memenuhi syarat-syaratnya. 2. dari segi makna dan batasan, dalam hak memanfaatkan yaitu
benda yang dimanfaatkan disediakan untuk kepentingan umum sehingga pemanfaatannya harus
tidak merugikan kepentingan umum. Sedangkan pemilikan manfaat, lebih kuat dari hak
memanfaatkan karena hak khusus melekat pada benda yang akan dimanfaatkan tanpa campur
tangan pihak lain. 3. dari segi hukum, hak mmanfaatkn ialah lebih lemah dar pemilikan manfaat
karena tidak boleh meminjamkan dan menyewakan. Sedangkan pemilikan manfaat ialah seperti
milik sendiri boleh meminjamkan dan menyewakannya. Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed),
Ensiklopedi Hukum Islam, jilid TV, Cet.1, (Jkarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1179
artikel “Kepemilikan”
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waktu yang berbeda. Tentu diutamakan kaum muslim yang memerlukan

pertolongan, kaum muslimin yang taaat dan banyak berjasa memajukan

Islam. Kadang kepada talif al-qulib. Tanah negara diberikan kepada

individu-individu dengan empat kategori iq}a’ :

a. Igta’ total, dalam ig¢fa’ total pemilikan diberikan berikut hak
pewarisannya. Dengan adanya pelimpahan hak pemilikan tanah, si
pemilik dapat menjual tafah-yang, diberikan. Pemiliknya dikenakan
pajak, berupa kharaj danatau ‘uSyr, tergantung situasi dan kondisi.

b. kudria, dalam kudria ahli wans hanya diperkenankan memetik hasil
dari tanah yang diberikan, ia tidak berhak menjualnya. Tanah dalam
pengertian ini hanya berupal hak'|waris, tapi si pewaris tidak bisa
mewariskannya lagi.

¢. berdasarkan kasus-kasus tertentu, igfr@’ diberikan kepada seseorang
hanya sebatas usianya. “Bila=da’ meninggal, igtha’ diambil kembali
oleh negara.

d. tanah dapat juga diberikan kepada seseorang tanpa batas waktu tertentu
dan kapan saja dapat diambil kembali oleh negara.

. Hima, (sistem pemilikan tanah kolektif). Hima merupakan istitusi paling

penting yang biasa berlaku pada masa khalifah Umar. Tanah yang dimiliki

satu orang atau lebih, dikerjakan oleh sebuah suku dan hasilnya digunakan
untuk kepentingan bersama. Hasil penggarapan tanah hima harus
dikeluarkan untuk ‘usyr. Bila ‘usyr tidak dibayar, maka penguasaan hima

bisa dicabut. Selain itu negara juga mempunyai hima sendiri dan
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kadangkala hima tersebut dibutuhkan untuk membiayai keperluan tentara
atau anggota masyarakat yang tanahnya disita. ‘Umar pernah menyita
sebuah Aima dipinggir kota Madinah tanpa membayar apapun kepada
pemiliknya.

. Tanah milik bangsawan dan praktek tuan tanah oleh negara. Dengan
penakiukan berbagai negara, praktek tuan tanah pun dijalankan negara.
Dengan sistem ini, tanah adalaly milik negara dan para penggarapnya
menjadi penyewanya. Penyewa _tidak, berhak memilikinya. Karena itu,
tanah tersebut tidak boleh dialihkan ataudijual, seperti tanah di Sawad dan
Jazirah, sebagian di Syiria dan| Mesir.| Tanah-tanah negara itu
diklasifikasikan kedalam Sawafi, -yaitu|-tanah yang berada di bawah
wewenang negara. Sawafi pada dasarnya adalah tanah _milik umat dan
tidak boleh diberikan kepada siapapun. Para penyewa penggarap
membayar pajak tanah kepada'negara dan karenanya mereka tidak boleh
diusir.

Jenis tanah lain yang juga tergolong dalam tanah kerajaan adalah
yang disebut fai’, termasuk tanah-tanah (rampasan) yang diserahkan
kepada Nabi untuk digunakan menurut keperluan tertentu. Bentuk tanah
negara yang lain ialah Diyah, diyah berarti tanah milik negara. Perbedaan
sawafi dengan diyah adalah : diyah merupakan perkebunan pribadi tetapi
milik negara, sedangkan sawafi adalah tanah negara yang boleh dipakai
oleh umum. Bila tanah perkebunan ini menjadi milik orang banyak, maka

dapat dipandang sebagai bagian dari sawafi. Meskipun begitu kebun-
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kebun tersebut termasuk kategori istemewa, yang juga disebut diyat al-
aminah (milik umat).

Tanah milik negara, apakah itu sawafi, fai’, (kecuali tanah negara
yang dikelola individu), diyah, atau wakaf, dikenakan kharaj. Khardj
merupakan suatu pembayaran yang lebih menyerupai sewa tanah daripada
pajak karena penyewanya, terlepas papapun agamanya, harus membayar
kharay.

Dalam Kapitalisme, kebebasafi memiliki/tanah dan kebebasan untuk
mengelolanya menjadi kewajiban,indivadu,Zsedang negara berkewajiban
untuk melindunginya dengan demikian negara menetapkan pajak yang
diambil dan pemilik tanahsebagai-sumber pemasukan negara. Yang
kemudian bisa digunakan untuk pembuatan jalan, jembatan, dan lain-
lainnya.

. Praktek tuan tanah swasta, datamrsistem ‘ini, fanah dimiliki oleh para tuan
tanah yang mempckerjakan, para\ [penggarap /~untuk mengolahnya
berdasarkan pembagian hasil. Sistem ini telah lazim dijalankan dengan
baik di Arab, Syiria dan Mesir. Praktek tuan tanah swasta digemari di
kota-kota, melalut perjanjian yang mereka sepakati dengan kaum
muslimin, mereka membayar sejumlah uang tertentu atau “pajak kepala”
dan “pajak leher”. Pajak-pajak ini, baik jizyah maupun khardj, tidak
dinyatakan dengan jelas oleh para sejarawan. Para tuan tanah

memanfaatkan sepenuhnya hak kepemilikan tanah itu.
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Kaum feodal sebagai tuan tanah yang memiliki begitu banyak tanah
dan memperbudak pekerjanya telah hilang dengan munculnya
merkantilisme. Tokoh utama merkantilisme dikenal sebagai seorang
bangsawan di mana tujuan kebijakan diarahkan pada kekuasaan dan
kejayaan negara daripada meningkatkan kekayaan orang-perorangan.
Merkantilisme merupakan julukan yang diberikan Adam Smith, mereka
adalah orang-orang lapangan, kaum, praktist baik sebagai politikus,
negarawan, ataupun pedagangd |[Merkantilisme mengandung arti
menyamakan kebijakan suatu \bangsa“atau| negara dengan kebijakan
seorang pedagang, yang befusaha) mendapatkan hasil yang lebih besar
waktu menjual dibanding waktu membeli~Akibatnya kaum buruh hanya
menjadi alat produksi demi keuntungan orang lain dan Pertumbuhan
penduduk mendorong upah buruh semakin rendah.

Pertanian merupakan“produksi‘utama penduduk Eropa, tetapi masa
merkantilisme tuan tanah_merosot ‘posisinyaddi sbawah kaum industri.
Pertanian hanya bahan pangan yang murah sehingga upah buruh pun
rendah. Tuan tanah dan para petani harus membeli yang dibutuhkan
dengan harga mahal dan menjual apa yang dihasilkan dengan harga yang
murah. Para pemilik tanah dikenakan pajak yang berat dan semakin tinggi
untuk menunjang berbagai kegiatan negara.

Dacrah jajahan diperas demi keuntungan negara penjajah. Kadang
masyarakatnya dijadikan budak dan dipaksa bekerja di pertambangan dan

ladang-ladang. Mereka menjadikan sumber bahan mentah tidak ada yang
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mahal harganya agar produksi industri dapat meningkatkan surplus neraca
perdagangannya.3 2
5. Hak kepemilikan petani, dalam sistem ini, pemilik sendirilah yang
mengolah tanah. Sistem ini lazim berlaku di Arab, terutama terhadap
lahan-lahan yang baik dan subur untuk ditanami. Di Syiria para petani
mengolah dan sekaligus memilikinya. Kepemilikan dan pengelolaan tanah
d1 setiap propinsi berbeda hingga muncul kelas di kalangan rakyat, yaitu :
a. pemilik yang tidak menggarap fanahnya sendin, pemilik memberi
kekuasaan kepada orang lainzuntuk mengolah tanahnya. Pemilik jenis
ini sering kali pempunyaitanah/milik yang luas. Tapi ada juga pemilik
yang mempunyat sebidang /tanall sangat kecil tapi tidak mampu
mengerjakannya sendiri. Cin utamanya adalah pemilik mendapat
sebagian hasil sesuai dengan peranjian, tanpa menyumbangkan
apapun dalam proses preduksmnya. Munculnya kelas ini bukan berarti
kelas tuan telah hadir kembali, karena pemilik fanah yang luas itu jika
diabaikan oleh pemiliknya, maka akan ditindak oleh khalifah ‘Umar.
b. petami yang bukan pemilik, kelas ini diwakili para petani yang
menempati tanah milik pribadi tuan tanah. Dengan kata lain, mereka
semata-mata buruh tan:. Baik orang merdeka maupun budak tergabung

di sini.

2 Merupakan prinsip merkantilisme kekayaan dengan mengumpulkan uang, emas atau
perak di tanah-tanah jajahan, saat ity emas dan perak digunakan sebagai uang. Diringkas dari
buku Adam Smith, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations, Max
Lemer (ed.), (USA : Randum House Inc., 1937), hal 398-419.
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. petani yang memiliki tanah sendiri. Petani yang memiliki tanah juga
disebut petani yang memiliki hak kepemilikan penuh terhadap tanah
yang dia miliki dan kerjakan. Perbedaan mereka dengan tuan tanah,
yaitu kelas ini hanya memiliki luas tanah yang kecil dan diolah sendiri,
dan pemilik mempunyai hak kepemilikan atas tanahnya. Para
penggarap tanah milik negara dapat juga termasuk ke dalam kelompok

ini.*?

E. Sewa Tanah

Dalam Islam sewa ekonomi(economic rent) adalah : kelebihan dari biaya
pengelolaan, sedangkan sewa tanah-talah-:kelebihan dari sebidang tanah yang
tersisa setelah dikurangi oleh biaya pengolahan atau surplus di atas biaya
pengolahan, setelah membayar ongkos sejumlah” faktor dalam produksi, sisanya
disebut sewa ekonomi. Sebagidn—pakar ‘€konomi mendefinisikannya sebagai
bagian dari hasil produksi tanah/yang tersisa_Setelah pembayaran biaya-biaya
pengelolaannya dilunasi. Ciri khususnya adalah ia merupakan suatu pemberian
bebas, yang mendatangkan keuntungan tanpa mempergunakan tenaga apa pun,
karena adanya kondisi-kondisi alamiah atau yang kebetulan menguntungkan.
Istilah sewa dipergunakan dalam pengertian jumlah hasil produksi atau uang

kontan yang dibayarkan oleh si penyewa atau si pengelola pada si pemilik tanah.’*

% Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khatab, Cet 111,
(Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hal 41-52

3 Afzalur Rahman, Muhammad as A Trader., hal 250
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Dalam menetapkan sewa ada empat prinsip yang mendasarinya yaitu :
“keadilan” dan “kemurahan hati” yang merupakan penentu dasar damn sewa atas
tanah. Berdasarkan prinsip al-Quran, yaitu : clea¥ly Jaal b & ¢f artinya :
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan™>
Keadilan, yaitu : sewa yang dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan
kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka bisa merasa bahagia dan
puas, dengan bekerja sungguh-sungguh, untuk ;meningkatkan produktivitas tanah
tersebut. Kemurahan hati, yaitu : [sewa yangyhanya jakan dipungut ketika yang
mereka hasilkan melebihi di atas kebutuhan mereka.

Prinsip “berbuat kebaikan’] berdasarkan ayat|: <l »ad )ehiuld artinya :
“Maka berlomba-lombalah berbuat-kebajikan’’|}?-ddn prinsip “tidak menganiaya
dan dianiaya” juga berdasarkan ayat : Qe ¥ sl Y artinya : “Kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” 3

Dalam Kapitalisme, sewa ‘adalah=sebagai’ péngembalian terhadap faktor
produksi tetap. Salah satu keanchan, tanahVadalah babhwa-tidak seperti faktor
produks: lainnya, total penawaran tanah ditentukan oleh kekuatan-kekuatan
nonckonomi; umumnya tanah tidak dapat diperluas meskipun harga lebih tinggi
atau dipersempit meskipun harga rendah. Walaupun kadang-kadang tanah dapat
diciptakan melalui proses pengeringan, misalnya rawa yang dikeringkan, dan

kesuburan tanah dapat berkurang akibat panen yang berulang ulang. Penawaran

3% An-Nahl (16) : 90
3% Al-Maidah (5) : 48

37 Al-Baqarah (2) : 279
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tanah yang tetap adalah karakteristiknya. Para ekonom klasik menyebut tanah
sebagai “hadiah alam yang orisinil dan tidak ada habis-habisnya”, yang menurut
defenisi penawaran totalnya tetap atau tidak elastis sempurna. Para ekonom klasik
abad terakhir menganggap harga suatu faktor produksi yang tetap ini sebagai sewa

(rent), atau kadang-kadang disebut “sewa ekonomi murni” (pure economic rent).

F. Penetapan harga Sewa Tanah

Yang menentukan sewa |tanah ‘dalam sebuah negara Islam, yaitu :
perbedaan tanah, hasil panen, irigasi. Sewa memang perlu dipertimbangkan
dengan tepat menurut ciri-cirinya sebagaibertkut-

1. ciri-ciri tanah
Tanah yang subur, akanp dikenakan¢sewa yang tnggi “sebaliknya tanah
yang tidak subur akan dikedakan [sewa yang frendah, begitupun tanah kering
yang hasilnya hanya cukup.untuk-memenuhi-biaya pengelolaan semata tidak
akan dikenakan sewa. Sewa hanya ditetapkan atas kelebihan produksi yang
ada dan melebihi biaya pengelolahan
2. jenis tanaman
Jenis tanaman yang tumbuh dari sebidang tanah juga akan
mempengaruhi jumlah produksi, demikian pula dengan sewanya. Tanah yang
mampu menghasilkan banyak tanaman yang bernilai komersial akan dikenai
sewa yang lebih tinggt dibanding dengan tanah yang menghasilkan tanaman

yang kurang bernilai komersial.
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3. jenis irigasi

Jumlah sewa juga akan bervariasi sesuai dengan jenis irigasi yang
digunakan. Lebih banyak modal yang digunakan oleh petani penggarap untuk
mengairi tanahnya, sewa yang dikenakan lebih rendah, demikian pula
sebaliknya.

4. upah buruh tani

Sebelum menentukan sewa, tanah, , upah harus diberikan kepada
pengelola tanah untuk tenaga yang digunakanfiya. Kalkulasinya berdasarkan
ayat : (slead aliS La W) (9523 Y 9 ULl (aki sl a5 8 artinya : “maka pada hari itu
seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali
dengan apa yang telah kamu rkerjakan” " |Sémia faktor-faktor seperti jenis
tanah, tanaman, irigasi, dan biaya pengelolaan, termasuk upah buruh harus
menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan sewa tanah.

Beberapa teoni ekonomi“Kapitalisoie ‘berpandangan bahwa sewa tidak
diperhitungkan dalam harga /pokok produksi, dartinya sewa merupakan
pendapatan bagi faktor produksi yang penawarannya tidak elastis, sehingga
kuantitas yang sama masih tetap akan ditawarkan pada tingkat harga
berapapun. Karena itu, harga baranglah yang sebenarnya menentukan
tingginya sewa tanah, dan bukan sewa tanah yang menentukan harga barang
yang dihasilkan.

Kalau sebidang tanah hanya bisa ditawarkan secara inelastis kepada satu

jenis industri saja, dan tidak bisa digunakan untuk industri lainnya maka tanah

% yasin (36) : 54
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itu akan dimanfaatkan tanpa, melihat berapapun pendapatan yang akan
diterimanya. Oleh karena itu, pendapatan yang diterima tanah, bagi
perusahaan kecil merupakan biaya sebagaimana halnya biaya lain. Kita harus
ingat bahwa pendapatan tanah adalah : sewa yang ditentukan oleh harga (price
determined rent) dan bukan biaya yang menentukan harga (price determining
cosz‘).39
Perbandingan antara nilaipakai sementaraxdan mlai pembelian tanah itu
bergantung pada stand-rente jintuk _pefyimpanan uang yang kukuh (rente
sewajarnya). Apabila di negeti Belanda stand:=rente misalnya 3% dan nilai
pembelian tanah Rp.10.000,-| maka nilai tanah| kira-kira Rp 300 setahun.
Pengaruh lain, diantaranya 1alah™
a. Pengaruh Letak Tanah
Sebidangtanah, tidak saja 6lch karena kesuburannya, tetapi juga oleh
karena letaknya baik, akdn-mempuryai ‘nilai‘pak. Pembikinan jalan di
suatu daerah acapkahi menyebabkan haSil ,pertanian, di daerah itu naik
harganya, oleh sebab barang-barang itu dapat lebih mudah diangkut ke
pusat perdagangan.
b. Pengaruh Bertambahnya Penduduk
Pengaruh yang ditimbulkan oleh bertambahnya penduduk terutama
bergantung pada tanah-tanah yang masih dapat dikerjakan. Misalnya di
suatu negeri ada 2 macam tanah, kita namakan jenis A dan jenis B. Tanah

jenis A mempunyai nilai pak dan tanah jenis B tidak. Apabila sekarang

¥ Paul A Samuelson & William D.Nordhaus, Mikre Ekonomi., hal.311-313
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penduduk bertambah maka tanah yang baru akan dikerjakan. Kalau tanah
itu dari jenis B, maka nilai pak tanah A tak akan berubah. Kalau tanah
yang baru itu kurang baik jenisnya, misalkan jenis C, maka nilai pak tanah
A akan naik dan tanah jenis B akan mempunyai ntlai pak
¢. Pengaruh Depresiasi dan Appresiasi Uang

Bila harga pada umumnya turun naik oleh karena nilai uang berubah,
maka bagaimana pengaruhnya terhadap pertanian dengan sistem bagi
hasil, sudah barang tentu pada produksi bahan makanan sedikit sekali
mempengaruhi pertanian dengamsistem bagizhasil. Yang berhak atau yang
mengerjakan sama sekali tak bermaksud unttk menjual bagian mereka,
jadi sebetulnya mereka sama-sekali-tidak*dipengaruhi oleh perubahan-
perubahan harga.

d. Pengaruh Bertambahnya Permintdan Terhadap Hasil Pertanian

Apabila hasil pertaniannaik; niiSainya” apabila di Amenka sangat
disukai tembakau yang datang dafi Jawa, sehingga-harganya naik, maka
permintaan terhadap tanah yang baik untuk penanaman tembakau akan
naik pula, sehingga yang empunya dapat mengemukakan syarat-syarat
yang lebih berat kepada yang mengerjakan. Nilai sewa tanah akan naik,
apabila tanah dipersewakan dengan uang, maka besarnya sewa ini tentu
saja sangat dipengaruhi oleh harga hasilnya. Apabila sewa dibayar di

muka, maka haruslah diperhitungkan stand rentenya.*°

A H.Stikker dan Hasan Amin, Ekonomi, Cetll, (Jakarta - J.B.Wolters Goningen,
1051), hal 155-161
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mencermati pembahasan sebelumnya, dan tanpa menafikan kekurangan
penulisan serta data yang diperoleh dapat diambil suatu kesimpulan, yakni
pertuma, adanya perbedaan-perb¢daan—yang diametral antara paradigma yang
mendasari ekonomi konvensional ‘dengan pafadigma yang mendasari ekonomi
Islam. Kapitalisme melihat kepemilikan®tanah sebagai sesuatu yang sekuler
berorientasi hanya pada kehidupan-duniawi, tidak°memasukkan tanggung jawab
manusia kepada tuhan, karena itu Kapitalisme /menjadi bebas nilai (positivistik).
Sementara itu, Islam justru sebaliknya-dibangun-atau-paling tidak diwarnai oleh
prinsip-prinsip relijius selain _berorientasi, pada kehidupan duniawi, Juga
berorientasi pada kehidupan akherat.

Kedua, dalam hal kepemilikan® membuktiKan” bahwa dalam sistem
Kapitalisme tidak ada batas yang mengikat oleh karena itu kepemilikan individu
menjadi hal yang mutlak dan akhirnya dianggap sesuatu yang sakral dan suci.
Sedangkan dalam Tslam harta adalah milik Allah, oleh karena itu kepemilikan
mempunyai keterbatasan yang mengikat atau tidak mutlak, kemudian Islam
membagi kepemilikan menjadi individu, kolektif, negara secara seimbang,

Secara normatif-metodologis mekanisme pelaksanaan prinsip kepemilikan

tanah secara individu sudah tepat, sedangkan secara empiris-praktis masih perlu
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penambahan-penambahan. Sekali pun demikian keberadaannya merupakan
keistimewaan yang perlu diterima dan diberi dukungan karena realita yang
dihadapi masih dalam proses menuju kesempurnaan, seperti : kepemilikan
kolektif atau umum. Sebenarnya sistem Kapitalisme telah mengatur kepemilikan
kolektif, tetapi dalam bentuk menasionalisir atau pengecualian, seperti membuat
jalan raya, terusan, pasar, dan lain-lain. Hal inilah yang perlu dihilangkan dan
menempatkan  kepemilikan umum/tersgbut , sejajar atau seimbang dengan
kepemulikan individu.

Istam selain mengakui kepemilikan individwjuga mengakui kepemilikan
lain secara seimbang, seperti : kepemilikan umum atau kolektif dan kepemilikan
negara. Di mana hal tersebut dilatarbelakangi/-6leh batasan-batasan tertentu
terhadap individu sehingga muncullah kepemilikan lain seperti kepemilikan
umum atau masyarakat'dan negara. Bafasan-batasan itu diperlukan karena adanya
kepentingan sosial. Seperti halnya'stimber-alam air, pddang rumput, dan api. Salah
satu alasan harus adanya pemilikan kolektif\atau umiim ferhadap obyek-obyek
alam itu ialah : semua itu diberikan oleh Allah secara gratis dan manusia tidak
memiliki kesulitan apapun untuk menggunakannya. Alasan lain adalah demi
kepentingan masyarakat, jika ada orang-perorangan secara individual
menguasainya dan memilikinya secara pribadi, maka hal itu bisa mengakibatkan
kesulitan dan kesusahan bagi masyarakat.

Dalam metode kepemilikan tanah, Kapitalisme lebih berorientasi pada
keuntungan bukan pada produktivitas tanah. Oleh karena itu sumber alam yaitu

tanah dianggap sebagai benda modal yang bisa mendatangkan keuntungan. Tanah
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selain dibeli juga bisa dimiliki lewat warisan, dan hibah. Apabila benda modal
tersebut milik pribadi, maka pendapatan dari benda modal itu jatuh ke tangan
individu. Tidak ada batasan waktu bagi mereka yang memiliki tanah, baik dikelola
maupun tidak dikelola, dikarenakan kemutlakkan mendasari individu dalam
memiliki. Mencari keuntungan sudah tepat, tetapi dengan adanya pemahaman
batas waktu bisa membuat seseorang lebih aktif dalam segala hal dan keuntungan
bisa lebih meningkat lagi.

Sistem Islam, memiliki tanah seldinhbisa dewat membeli, warisan, dan
hibah, juga lewat cara-cara khusus lainnya seperti ménghidupkan tanah mati ( k!
< sall), memagari (»a3), dan iqta’|(#US). Cata-caraini dipergunakan untuk lebih
memperhatikan produktivitas tanah,-siapa-vyang memiliki tanah berarti harus
mengelolanya atau sebaliknya mengelola tanah berarti memilikinya. Oleh sebab
itu Rasul memberikaf“batasan bagi mercka yang memiliki tanah tetapi tidak
mengelolanya selama tiga tahun hak-kepemilikannya'dicabut.

Ketiga, bentuk pengelolaan dalam| Kapitalismé—itu sendiri sangat
dipengaruhi oleh karakteristik kepemilikan yaitu individu. Jadi individulah yang
menentukan arah produksi. Jika kepemilikan tanah mubah secara individual, maka
pengelolaan pertanian itu berbentuk individu, dan individual pula produksinya,
sehingga bentuk arah produksinya pun individual. Dengan menerima bentuk ini
terasa ada kekurangannya, adanya bentuk-bentuk lain tidak boleh dikesampingkan
seperti bentuk pengelolaan secara umum, dan negara. Hal ini sama dengan sistem
Islam di mana bentuk pengelolaan dipengaruh oleh karakteristik kepemilikan itu

sendiri, seperti kesamaan bentuk produksi secara individual. Tetapi dalam Islam
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ada bentuk-bentuk lainnya, yaitu : bentuk pengelolaan secara umum dan negara.
Apabila tanah milik umum sedang pengelolaannya bersifat individual, yakni siapa
pun boleh mengambilnya asalkan mampu mengerjakannya, bentuk produksinya
bersifat individu meski hal itu terbatas waktu satu musim. Dengan demikian, yang
menentukan bentuk produksi adalah metode penguasaan tanah dan
pengelolaannya.

Keempat, bentuk produksi tanah- dalam Kapitalisme sangat dipengaruhs
oleh tenaga manusia, skill, dan alat-alat giroduksi~Tlenaga manusia mempunyai
pengaruh dalam menentukan jenis produksi dan “dalam peningkatan produksi.
Skill mempunyai pengaruh dalam menentukan—jenis produksi dan dalam
meningkatkan kapasitas produksiy ~begitu ~juga>pengaruh alat-alat produksi.
Hubungan dengan manusia dianggap sebagai hubungan produksi, sedang keahlian
dan tenaga dianggap Kekuatan produksi” Kedua-duanya bisa menentukan teknik
produksi. Adanya tenaga, skill, dan” alat-alat™prodiks: sangat baik karena bisa
mempengaruhi bentuk produksi, tetapi ketergantungafyang-terialu besar terhadap
ketiganya bisa menyebabkan tidak produktifnya pengelolaan tanah. Hal ini perlu
dipahamt bahwa tenaga (buruh), skill, dan alat-alat produksi hanyalah sebagai alat
bantu saja.

Dalam Islam bentuk produksi dipengaruhi oleh metode pengelolaannya
seperti sewa, di mana sewa itu sendin bisa berbentuk kerja sama dengan sistem
tunai, musagat, dan sistem muzara’ah, di mana kerjasama itu termasuk kategori
mudarabah yang diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan tenaga, skill, dan alat-

alat produksi juga ikut mempengaruhi tetapi ia bukan faktor produksi asli. Sebab,
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apabila tanah tidak ada, maka tenaga manusia, skill, dan alat-alat produkst tidak
berfungsi, ini membuktikan bahwa tenaga manusia, skill dan alat-alat produksi
merupakan alat bantu saja.

Menurut Kapitalisme, interaksi antara manusia yang bercocok tanam atau
produksi membentuk aspek lain dalam konteks produksi yang dinamakan
hubungan produksi. Tenaga dan keahlian (skill) seseorang sebagai kekuatan
produktif, jadi teknik produksi ditentukan oleh keKuatan produksi dan hubungan
produksi. Lain halnya dalam [slam, baliwa teknik produksi ditentukan oleh
metode pengelolaan dan metode penguasaan.

Kurangnya perhatian IslamZterhadap, hubungan produksi dan kekuatan
produksi sebagaimana yang diterapkan| olehsistem Kapitalisme menyebabkan
lambatnya produktivitas tanah. Walaupun proses produktivitas tanah dalam Islam
tetap berjalan, tetapi fidak secepat sistem Kapitalisme. Oleh karena itu, alangkah
baiknya hubungan produksi dan kékdatan-produksi tenjadi prioritas utama yang
perlu diperhatikan. Selain itu\juga perdebatan paza-ahli figh tentang sistem bagi
hasil atau sewa tanah perlu dipahami kembali, sebenarnya pemikiran para ahli
figh yang melarang sistem bagi hasil atau sewa tanah dikarenakan mereka takut
terjadinya penindasan atau hal tersebut terlalu berat untuk dilakukan. Larangan ini
hanyalah masalah waktu, di mana pada tahun-tahun tersebut petani penggarap
tidak bekerja sungguh-sungguh sehingga produksi menjadi menurun. Seiring
berjalannya waktu, larangan tersebut perlu ditinjau kembali dan larangan tersebut
saat ini tidak relevan lagi. Di saat petani penggarap menguasai teknik produksi

dan bekerja sungguh-sungguh sehingga produksi berubah menjadi meningkat.
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Banyak perbedaan penulis dapati dari kedua sistem tersebut, tetapi dalam
menetapkan harga sewa tanah ada persamaan dari kedua sistem, perfama : Tanah
yang subur akan dikenakan sewa yang tinggi, sebaliknya tanah yang tidak subur
akan dikenakan sewa yang rendah. Kedua, Tanah yang mampu menghasilkan
banyak tanaman yang bernilai komersial akan dikenai sewa yang lebih tinggi
dibanding dengan tanah yang menghasilkan tanaman yang kurang bernilai
komersial. Ketiga, Lebih banyak modal yang digunakan oleh petani penggarap
untuk mengairi tanahnya, sewa yang dikenakan‘lebih rendah, demikian pula
sebaliknya. Keempat, karena letaknya baik tanah mempunyai nilai pak atau nilai
sewa yang tinggi. Kelima, Pengaruh yang ditimbulkan oleh bertambahnya
penduduk Keenam, Apabila hasil pertanian-naik-dan disukai oleh banyak orang
sehingga harganya naik, maka permintaan terhadap tanah yang baik untuk

penanaman akan naik'pula.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang i)isa dijadikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam secara umum, maupun
pengetahuan tentang konsep tanah dalam Istam, yaitu :

- Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pemahaman dan pengetahuan
kalangan ummat Islam secara lebih luas tentang konsep kepemilikan tanah
dalam Islam, yang selama ini hanya dipahami secara sempit, yaitu, warisan,
membeli, dan hibah. Padahal, masih ada cara kepemilikan tanah yang lain,

yaitu, dengan cara ihya al-mawat, tahjir, dan igta’.
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Pertu adanya badan pengawas terhadap kepemilikan tanah yang khusus
menangani masalah waktu kepemilikan tanah, yaitu penerapan hukum
pencabutan hak kepemilikan tanah terhadap mereka yang tidak mengelolanya,
agar produktivitas tanah tetap terjaga. Disamping itu peningkatan skill, dan
teknologi harus segera ditakukan secepatnya dalam masyarakat Islam, agar
hasil dan produksi tanah menjadi bermutu dan bisa bersaing di pasar dunia.
Perlu dilakukan sosialisasi yang~berkesinambungan kepada kaum muslimin
secara kontinu dengan membezikan pefmahamaf-pemahaman batk intern dan
ekstern melalut individu-individu, \masyarakat; dan negara bahwa sistem
kepemilikan tanah dalam Islain telah| sesuai| dengan konsep syari’ah.
Walaupun dalam mensosialisasikan apa yang-di lajarkan memerlukan waktu
dan proses yang lama.

Hasil penelitian i masith memerlikan Kajian dan penelitian lebih lanjut,
khususnya dalam menemukafi~jawabanatas ‘Ketertinggalan Islam dalam
pengembangan pengelolaan| tapah_dibanding sist€m Kapitalisme yang lebih
maju. Padahal, sistem Islam selain melibatkan individu juga melibatkan
masyarakat dan negara, sementara sistem kapitalisme lebih menekankan
kepada peran individu di dalamnya.

Dalam konteks khasanah keilmuan, hasil penelitian ini bisa dijadikan kajian
pendukung dalam pengembangan konsep ekonomi Islam ke arah yang lebih
baik, khususnya tentang konsep kepemilikan tanah dalam pandangan sistem

Islam.
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